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PERATURAN BERSAMA

MBNTERI PERDAGANGAN

DAN

KtrPALA BADAN KEPBGAWAIAN NEC}ARA

NOMOR 12lM-DAG/ PER/ r I z}ts
NOMOR 1 1 TAHLIN 20 15

TtrNTANG

I{BTBNTUAN PELAKSANAAN

PERA'I'URAN MBNTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NBGARA

DAN RBFORMASI BIROKRASI RBPURLIK INIfONESIA

NOMOR 33 T'AI-IUN 2014

TtrNTANG
JABA'I'AN ITUNGSIONAL PENGAMAT TBRA DAN ANGI{A KREDITNYA

DENGAN RAI-IMAT TUHAN YANG MAHA IISA

i\{enimb{rng

Merrgingat

MENTtrRI PERDAGANGAN

DAN

I{EPAI-A I]ADAN KBPEGAWAIAN NEGARA,

bahwal sebagai pelarksanaan ketentuan Pasal 36 Pernturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nornor 33 Tahun 2OI4 tentang
Jabatan Fr,rngsional Pengarnat Tera dan Angka Kreditnya, perltt
rrrenetapka.n Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan
Kepala Fladan l(epegawaian Negara tentang Ketentuan
Pelaksanaarl Peraturan Menter' PendayagLlnaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33

Tnhun 2OI4 tentang Jabatan Fungsional Pengamat Tera dan
Angka l{reditnya;

1 . Undang-Unciang Nomor 2 Tzrhr-rn 198 1 ten tang Metrologi
Legal (Lemtrarern Negara Republik Indonesia Tahr:n 198 I

Nomor 1 l, Tarnbaharr Lembaran Negara Republik Indouesia
Nomor 3193);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentallg Aparatur Sipil

Negara (l,embaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2Ol4

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Notnor 59a9);

Peratnran Pemerintah Nornor 2 Tahttn l9B5 tentang wEib

clan Pembebasan Untuk Ditera dan/artau Ditera- Ulang Serta

Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Telkar, Timbang, dan

pcrlengkapannya {Lembaran Negara Re publik Indonesia

'I'ahtttr :l 985 Nomor 4, Taurbaharr Lembarall Negara Republik

Indonesia Non'ror 3283);

perell-uran pemerintah Nomor 10 Tahun I9B7 tentang Satuan

Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I9B7 Nomor

17, Tambahan Lembaran Negara Repr-rblik Indotresia Nomor

3i35 1);

peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun i989 tentang Standar

Nelsional Unttrk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik

Irrclonesia'Lahun 1g8q Nomor 3, Tambahan Lembaran

Negarra Republik Indonesia Nclmor 33BB);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 -l'altr-ln 1994 tentang

-lerbartan lrungsional Pegau'ai Negeri Sipil (Lembaran Negara

ttepublik Indonesia Tahrtn 1994 Nornor 22, Tambahan

l,crnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547\,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Penrerintah

Nrmor 4o rahun 20 l0 (Lemba'an Negara Republik Indonesia

'ltaltr-trt 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

Republik lnclonesia Nomor 5 12 I );

Peraturan Pemerintah Notnor 97 Tahun 2000 tentang

Formasi Pegar,r,ai Nege ri Sipil (Lembaran Negara Republik

lnrionesia 'fahun 2000 Nolnor 194, Tambahan Le mbaran

Negara Republik lndotresia Nomor 4Ol5), sebagnimana telah

cliubah clengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

I22, T'ambaSan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

a332);

B. Peraturan Pemerintah Nonror 98'I'ahttn 20oo tentang

Pengadaan Pegar,r,ai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

IncLonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah

clua: kali cliubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nontor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Ir:donesia

Tahun 20 13 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomot' 5a67);

3.

4.

5.

6.

7.
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g. Peraturarn Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang

I(enaikap Pangkat Pegarn'ai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Repr-rblik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 40L7),

sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahr-rn 2OO2 (Lembaran Negara Republik Indonesia
'l'ahun 2OA2 Nomor 3'2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomot' 4193);

10. Perattrran Pemerintah Nomor 1O 1 'fatrun 2000 teutang
pencliclikan dan Pelatihan Jabatan Pegarvai Negeri Sipil

(l-embaran Negara Republik Indonesia Tahr"rn 2OOO Nomor

lgB, J'ambahan Lembaran Negara Repurblik Inctonesia Nomor

ao t e);

I i. Peraturran Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Weu,enang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberheutian
pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Notnor 15, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor

I 6zl);

12 . Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20 1O tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20 l0 Nomor 7 4 , Tami:ahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

13. Perat.uran Pemerintah Nomot' 46 Tahun 2OI l tentang
penilaian Presrasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Inclonesia Tahun zOL I Nomor I2I,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5258);

14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rttmpun Jabatan Fr-rngsional Pegawai Nege ri Sipil

sebagaimana telah diubah dengan Pet-aturan Presiden Nomor

97 Tahun 2012 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahttn

20 l2 Nomor 235);

15. Peraturan Presiclen Nomor 47 Tahun 2009 tentang
pembentukan clan Organisasi Kementerian Negara

sebagairnana beberapa kali telah diubah terakhir dengan
peraturan Presiden Nomor 13 'I'ahun 20 14 (Lcmbaran Negara

Republik Incionesia Tahun 2014 Nomor 241;

I

I
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1 6. Pe raturan Presiden Nomor 24 Tahun 20 I 0 tentaug

I{ecludukan, Tugas, clan Fungsi Kementerian Negara Serta

SnsUnan Organisa si, 'l'ugas, dan Fungsi Eselon I

Iiernenterian Negara sebagaimana beberapa kali telah

cliubah, terakhir clengan Peraturan Presiden Nomor 135

Tairun zOL+ (Lembaran Negara Republik Irrdonesia Tahun

2014 Nomor 273);

17. Peratutran Presiclen Nornor 58 Tahun 20 13 tentang Badan

Kepegawaian Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OI3 Nomor 128);

18. Peraturan Menteri Pendayap1rllaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun

2OL4 tentang .Iabatan Fungsional Pengamat Tera dan Angka

Kreditgya (Berita Negara Reptrblik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 1796);

MBMUTUSKAN:

PtrRA'IURAN BtrRSAMA MENTERI PBRDAGANGAN DAN

I{trPALA BADAN I(EPI'GAWAIAN NI.'GAI(A TENTANG

KI'.IENTUAN PEI,AI{SANAAN PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI

BTROI{RASI REPUBLIK INDONtrSIA NOMOR 33 TAI{UN 2OT4

TIINTANG .IABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT TERA DAN

ANC}KA I(REDITNYA.

Pasal 1

Ketenturan pclaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Alraralr.rr Negarer clan Refortnasi Birokrasi Republik lndonesia

I.{omor 33 Tahun 2OI4 tentang Jabatan Fungsional Pengamat

'lera dan Angka I{reditnya, sebagaimana te rcantltm dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan ctari

Peraturan Bersama ini.

Pasal 2

I{etentuan teknis yang belum diatur dalam Pcraturan Bersama

ili cliaturr lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan.
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Pasal 3

Peraturan Bersama ini mulai berlaku
undangkan

Agar setiap orang tne ngetahuitrya,

MANUSIA

pacla tanggal di

rTre nte rintahkan
pcnempatannYapengllnclangan Pera turan Bersama ini d'engan

clalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 .Januari 201.5

I{EPALA
BADAN I(EPBGAWAIAN NEGARA,

MENT

trI(O SUTRISNO RACHMAT GOBEL

f)iundangkan di Jakarta
pada tanggal 2? tllaret 2015

MBNTERI HUKUM DAN HAK ASASI

REPUBLIK IN IA,

NNA H.LAOLY

BERITA Ntr h NNPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OT5 NOMOR )459

PERDAGANGAN,



LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA
MtrNTtrRI PBDAGANGAN DAN

I{trPALA BADAN KEPI'GAWAIAN NEGARA

NoMoR : I2/M-DAG/PER I L I zals
NOMOR: 1l TAHUN 2015

I{DTtrNTUAN PtrLAI( SA NAAN

PERATURAN MBNTT'RI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEC}ARA

DAN RIDF-ORMASI BIROKRASI REPUBLIIi INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANC

.TABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT TERA DAN ANGKA KREDITNYA

I. PENDAFIUI,UAN

A. TJMUM

t. Bahwa dengan Peraturan Me rrteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2OL4 telah

ditetlpkan Jabatan Furngsional Pengamat Tera dau Arrgka Kreditnya.

2. Bahwa r-rntuk menjamin keseragaman dan memperlancar pelaksanaan
peraturan Ment.cri tersebut di atas, perlu menet-apkan Pet'aturan Bersama

Meltcri pcrdagangan dan Keparla Barclan Kepegawaian Negara tentang

Ketentua n Pelaksaltaan Pe raturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara clan Reformasi Rirokrasi Republik Indonesia Nomor 33'l'ahun
2OI4 tentang Jabatan }rungsional Pengamat Tera dan Angka Kreditnya.

13. TUJLJAN

Iieteltuan pelaksanaan ini bertujuan untuk rnemberikan pecloman kepada

pejabat yang membidangi kepegau'aian dan pejabat yang berkepentingan

claiam rnelaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

clan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014'

C. PENCiI'IT'IIAN

1.. .jabatan lrr-rngsional Pengamat Tera adalah jabatan -yal-Ig lnempunyai

ruang lingkup tugas, tanggung jau'ab, \r,ewenang unluk nrelakukan

penganrartan tera.

2. PengarnrLt Tera acialah Pegau'ai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung

jawab, \\/e\,velaltg dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang

urntuk melaknkan pengamatan tera.

3, pengamaLal tera adalah tinclakan merlgamati atau memantau penerapan

ketentuan mengenai alat-alat ukur, takar, timbang dan

i:erlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus, dan satttan

ukuran untr-rk rnencegah t.erjadinya tindak pidana sebagairnana diatur
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dalam ketentuan peraturan perundang-urldangan yang dilakukan oleh

pcngalnat tera.

4. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya

disipgkat UTTP acialah alat-alat sel:agaimarra dimaksucl clarlarn Undang-

Unclang Nomor 2 Tahr:n tg8 1 tentang Metrcllogi l,egal.

5. Baralg Dalarn Keactaan Terbungkus yang selanjutnya clisingkat BDKT

aclalah barang atau komoclitas tertentu yang dimasukan ke dalam

kemasan tertutup, cJan r,rntuk mempergunakannya harus merusak

kemasap atau segel lcemasan yang kuantitasnya telah ctitentukan dan

ciinyatakal pacla label sebellim diedarkan, dijual, ditau'arkan atau

diparnerkan.

6. Satuan Ukuran aclalah satuan yang rnerupakan ukuran dari satuan

suartu tresaran berdasarkan peraturatl perundang-undangan.

T . Jal:zlta1 Fr-rngsional Pengamat Tera Keterampilan adalah .Jabatan

Fungsiopal pengamat 'l'era yang mempurryai kualifikasi teknis atau

pepunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya

mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di biclang pengalnatan

tera.

B. Tim penilai Angka l{redit Jabatan Fungsional Pengamat Tera yang

selanjr-itnya disebut Tim Penilai aclalah tim penilai yang dibentuk dan

clitetapkan oleh pejabat yang beru,enang dan bertugas untuk menilai

prestasi kerja Pengamat Tera.

g. Angka kreclit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan clan f atau

akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengamat

T'erel dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

10. Kornpetepsi adalah kemampLtan yang d.isyaratl<an untuk dapat

rrrelakukan ke giatan pengamatan tera yang mellyangkut aspek

pepgetahuan, keterampilan rlan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu

yang relevarr dengau tugas dan syarat jabatan.

I 1 . I(arya Tulis/ Karya Ilrniah aclalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil

penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi yang disusttn oleh perorangan

atau kelompok di bidang pengamatan tera.

12. penghargaan/Tancla Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh

pernerintah berupa Satyalancana Karya Satya sesuai peraturan

perundang-undaugan.

13. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Pengamat Tera.

T'I.JCAS POI{OK, JtrNJANG ..IARATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

A. TUGAS POI{OK

1'ugas pokok Jabatan Fungsional Pcngamat Tera yakni melakukan

pengamaran tera mcliputi pengamatan UT'TP, pengamatan BDKT,

pengamatan penggunaan satuan ukuran, penJruluhan masyarakat, dan

penanganan pengaduan masyarakat.
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.ItrNJANG .JABATAN DAN PANGI(AT, GOLONGAN RUANG

t. .Ienjang jabatan clan pangkerl, golongart ruang Pengamat Tera, yaitu:

a. Pengarnat Tera Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang

il la.
b. Pengamat Tera TeramPil, Pangkat:

1. Pengatur Muda 'l'ingkat- [, golongan ruang II/b;
2. Pengatur, golongan ruang ll I c; dan

3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

c. Pengamat Tera Mahir, Pangkat:

I . Penata Muda, golorrgan ruang III/a; dan

2. Penata Mucla Tingkat I, golongan ruang III/b'
d. Pengamat Tera PenYelia, Pangkat:

I . Penata, golongan ruang III / c; clan

2. Penata Tingkat I, golongan rLlallg III/cl.

2. Jenjang jabatarr clan pangkat, golongan rllang untuk masing-masing

jenjarrg .Jabatan Fr:ngsional Pengamat Tera sebagaimana dimaksud pada

angl<a 1, berdasarkan jumlah angka krectit yarlg clitetapkan untuk

masing-masing j enj ang j abatan.

Contoh:
Sclr. Feri, NIP. 19900510 2Ot003 I 001 , pangkat Pengatur Muda,

gololgan ruan g lI la akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengamat

Tera.

Bcrdasarkan hasil penilaian dari:

a. Pencticlikan sekolah SMU sebesar 25 angka kredit-

b. Peldidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II sebesar 1,5 angka

kreclit.
c. Pendiclikan dan pelatihan Fungsional Pengamat 'l'era selama 600 jam

sebesar 6 angka lcreclil.

d. Pelaksanaan tugas pengamatan tera sebesar 3 angka kredit.

,Jumlah angka kredit yang ditetapkan sebesar 35,5.

Dalam hal clemikian jenjang jabatan untuk peltgangkatan Sdr. Feri

sesr.rai cjengan pangkat golongan ruang yang dimiliki yakni Pengatnat

Tera Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruangll/a-

3. Penetal:an .iet'tjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan

Irr-rngsional Pe ngamat Te ra berdasarkan jumlah angka kredit yang

climiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan

angka kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongatl ruang

clapat tidak sesnai dengan jenjang jabatan dan pangkal, golorlgatll ruang

sebagaimana dimaksucl pada angka 1'
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Contoh:
Sdr. Dedi, NIP. 19800705 199003 I OO1, pangkat Penata Muda, golongan

ruang IIIla, jabatan Pengolah Data pada r-rnit kerja pengalvasan Dinas

Pcrindttstrian dan Perdagangan Kabupaten A.

Yang bersangkutan telah merniliki pengalaman selama 2 (dua) tahun di

bictang pengamatan tet'a.

Berclasarkan hasil penilaian dari tim penilai, Sdr. ltedi memperoleh

angka kreclit sebesar' 75, clengan perincian sebagai berikut:

a. Pendidikan sekolah SMU sebesar 25 angka kredit.

b. Pencliclikan dan pelatihan fungsional J abatan Fr-rngsional Pengamat

T'era sebesar 6 angker kredit.

c. Pelaksanaan tugas penganratan tet'a sebesar 39 angka kredit.

cl. Penunjang tugas Pengamat Tera sebesar 5 angka kredit.

MengingaL angka kredit yang clirniliki Sdr. Dedi sebesar 75, sehingga

penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan

papgkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu Perrgamat Tera Terampil,

pangkat Pefrata Muda, golongan ruanglll la.

PDNI].AIAN ANGI{A KRtrDIT BAGI PBNGAMA'| TERA YANG MELAKSANAKAN

TUGAS 'I]DAI( SESUAI DtrNGAN JENJANG JABATANNYA

A. Apabila pad.a suatu unit kerja tidak terdapat Pengamat Tera untuk
melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannY?, maka Pengamat

Tera lairr yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang

_jabatalpya clapat melaksanal<an kegiatan tersebttt berdasarkan penLrgasan

secarzt tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

B. penilaiap angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pacla

huruf A, ditetapkan sebagai berikut:

l. pengarnat Tera yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang

.jaba tan nya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar BOo/o

(clelapan puluh persen) dari angka kredit se tiap butir kegiatan,

seSagaima na [ercantum clalam Larnpiran I Peraturan Menteri
penctayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indone sia Nomor 33 Tahun 2014.

Con toh:

Sclr. Yenclri, NIP. 197802 15 199603 I O04, jabatan Pengamat Tera Mahir,

palgkat. Penata Muda, golongan ruang III /a pada unit kerja pengawasan

Dinas Perinctr-rstrian dan Perdagangan l{abupaten B. Yang bcrsangkutan

diturgaskan untuk me ndiskusikan konsep pro6ram ker.la pt: ngamatan

1JTTp sebagai pembahas dengan angka kredit 0,040. Kegiatan dimaksud

merlrpakan tugars iabatan Pengamat Tera Penyelia.

Dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar B07o x O,04O : 0,032.

Z. pepgamat Tera yang melaksanakan kegiatan sat.u t.ingkat di bawah

jetrjang iabatannya, angka kreclit yang diperoleh ditetapkan sebesar

10006 (seratus persen) clari angka kredit setiap burtir kegiatan,
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sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri

PenclayagunaanAparaturNegaradanReformasiBirokrasiRepublik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2O 14,

Contoh:

Sclri. Fita, NIP. 7g6aO2I2 198603 2 O05, jabatan Pengamat Tera

Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang lli/c pada unit kerja

pengawasan Dinas Irerindustrian dan Perdagangan Kabupaten C' Yang

bersangkutan ditugaskan untuk mengidentifikasi sumber bahan dan

aucliens penyuluhan dengan angka kredit O,010' Kegiatan dimaksud

merupakan tugas jabatan Pengamat Tera Mahir'

Dalaml-raliniangkakredityangdiperolehsebesarlooo/ox0,010=o,010

IV, PUABAT YANG BERWENANC MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA'

DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengamat Tera ditetapkan

oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan'

B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengamat Tera

merupakan pengangkatan untuk mengisi lorvongan formasi dari Calon

PNS.

2.Pengar-rgkatanpertamadalam.JabatanFungsiorralPengamat'|eraharus
memenuhi syarat:

a. berijazah paling rendah SMU/SMK atau yang sederajat;

b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang IIla;

c. mengiktrti dan lulus penctidikan dan pelatihan fungsional Pengamat

Tera:

d.mengikutiujikompetensidanmemperolehsertifikatkompetensi;dan
e. setrap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik

dalam I (satu) tahun terakhir.

3.CalonPNSdengarrformasiJabatarrFungsionalPengamatTerasetelah
diangkatsebagaiPNSpaling|ama2(dua)tahunhartLsmengikutidan
luluspendidikandanpelatihanfungsionalPengamatTerasertauji
komDete nsi.

Contoh:

sclr. Guntoro, NIp. 1ggg02o9 200701 1 006 terhiturrg mulai tanggal

1 Maret 2OO7 diangkat menjadi calon PNS, golongan ruang Il f a,

selanj'tnya yang bersangkuta* diangkat nrenjacli PNS pangkat Pengatur

Mrrcla, golongan ruan gIIla terhit.urlg mulai tanggal I April 2008.

Dalam hal clemikian paling lama tanggal 31 Maret 2010 yang

bersangkutan sudah harus mengikuti dan lulus pendidikan dan

pelatihan fungsiorral Pengamat Tera serta uii kompetensi.
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4. PNS -vang cliapgkat set>agaimaLa dimaksud pacla angka 3, paling lama I

(satu) tahtrn setelah rnengikuti dan lulurs pendidilcan clan pelatihan serta

uji lcornpelensi harus cliangkat clalam.labzrtan Fungsional Pengamat

Tera.

Contohl
sclr. (iuntoro, NlP. 19880209 200701 1 006, Pangkat Pengatur Muda'

golo'gan ruang II/a t.elah rnengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan

serter u.ji kornpetensi tanggal 31 Maret 2010.

Daram rral cremikian paling rama tanggal 2s Februari 2oLL, yang

bersangkurtan sudah harus diangkat dalam Jabatan F urrgsional

Pengatnat Tera.

s. I(ep'tusa' pengangkata* pertama dalam Jabatan Fu'gsio'al Pengamat

Tera cliburat menurut. contoh forrnulir sebagaimana tercantunr clalanr

An'I< Li..r.mpiran i-a ya.ng merupakan t:agian tidak te 
'pisal'rkan 

dari

Pereiturau Bersama ini.

PENGANGIffiTAN DARI .JABA'|AN LAIN

1. penger'gkata. pNs dari jabatan lain ke dalam Jabatan Irungsional

Pengamat Tera clalrat clipertimbangkan, apabila:

a. llemerluhi syarat sebagaimapa dimaksud pada huruf B angka 2;

b. merniliki pengalatnan di bidang pengamatan tera paling kurang 2

(clur'r) tahun; dan

c. bcr-usia paling tinggi 52 {lima puluh dua) tahun.

2. pengararlan di bicla.g pengamaran tera scl:agaimana dimaksr.rd pada

angka I huruf b, dapat secatrer kumulatif.

Cclnt"oh:

Sclr. I{urnier\{Ian, A.Mc{. NIP. 19800305 2OO2O4 t OO 1 , pangkat Penata

Mucra Tingkat I, g'longan rLlarlg III/b, mencl*dr-rki jabatan

Pengaclrninistrasi Utnum pad a unit kcrja penga\4rasan Dinas

Perinc|-rstrian cla. Perclagangan Kabupaten D, pada werktu nrenduduki

jabatan Pengadministrasi Urnum, yang bersangkutan juga melakukan

kegiatan pengamatan tera selama 1 tahun'

yang bersangkutan dimutasi merdadi Pengadministrasi Umum pada

*nit Tata usaha Dinas perinclustrian clan Perdagangan l{abupaten D'

Serlarna mendudr.rki jabatan Pengaclministrasi Umum pada unit ini, yang

bersangktttan tidak melakukan kegiatan pengamatan tera'

Iie.n-'-rcliln ],ang be rsangkutan dimutasi lagi menjadi Pengadministrasi

u rnum pacla un it kerj a pengawaserr-r Dinas Perirrclustrian dan

perclagangan Kabupaten I). Selama rnenctr-rduki jabatan Per"rgeldministrasi

urnurn pada unit ini, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan

pengamatarn tera seletma 1 tahttn'

Daiarn hal clemikian maka sdr. Kurnia\ ran, A.Md. memiliki pengalaman

cli biclang pengarrratan tera selama 2 (dtra) tahun'
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usia sebagaimana climaksucl pacla angl<a 1 huruf c, merupakan batas

ursia pali.g larnbat pcnetapan keputusarl pengangkatar-r dalam Jabatan

Fungsional Pengamat Tera, oleh karena itu pengajuan usulan sudah

cliterirna oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling

l<urang 6 (e-nanr) burlan setrelum usiat yang dipersyaratkatr'

Contoh:

sdr. yena, A.Md. NIp. 19620405 199004 I OOl, pangl<at Penata Muda
.firrgkat I, golongan ruang III/b, jeibatan pengadmirristrasi umum pada

unit l(erja pengarn/asan cli Dinas perindustrian dan Perdagangan

Kabupate' It. Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalarn

Jabatan Fungsional Perrgarnat 'lera, maka penga.iuan usulan sudah

diterima oleh pejabat scslrai peraturan perundang-Llndangan paling

lambat akhir bulan oktober 2ot3 dan penetapan keputusan

pengangkatannya palirrg lambat bulan Maret 2OI4, mengingat yang

lrersangktttan lahir bulan April 1962'

parrgkat ya*g ditetapkan bagi pNS sebagaimana dimaksr-rd pada angl<a 1,

saffra dengan pangkat yang dimiliki clan jenjang jabatannya ditetapkan

berdasarkan jr-rmlah angkzl kredit yang ctitetapka. oleh pejabat yang

berwcnang nreneterpkan angka kredit'

.JumlaS a*gka kredit sebagaimana dimaksud. pada a'gka 4 ditetapkan

clari Lrnsr-rr utama dan dapat ditambah dari unsLlr penunjzrng'

Angka kreclit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak didasarkan

pacla rnasa keria pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada

kegiatan unsLlr utama clan dapat ditambah dari kegiatan unsur

penunjang.

Contoh:

Sclr. .Jumi, A.Mcl. NIIr. 19750305 199901 1 oo1, pangkat Penata Muda

Tingkat I, golongan ruang III/b, jabatan Teknisi Kemetrologian pada Unit

I(erja Pengawasan cli Dinas Perinclustrian dan Perdagangan Kabupaten fr'

akan cliangkat clalam Jalratan Fupgsional Pengamat Tera'

Selama mencllrdr:}<i jabatan Teknisi Kemetrologian, YanS bersangkutan

rnelakul<an kegiatan antara lain:

a. Unsur utama
1) pelciiclikar-r sekolah Diploma III (DIII) sebesar 60 angka kredit.

2) Diklat fr-rngsiolal Pengamat 'fera sebesar 6 angka kredit'

3) Pelaksanaan tugas pengamatan tera sebesar 43 angka kredit'

4 ) Pengembangan profesi se be sar 2 angka kre dit.

b. (Jnsur penr-rnjang

1) Menjacli anggota organisasi profesi nasional sebagai pengurus aktif

sebesar 1 angka kredit.
2) Mengikuti seminar/ lokakarya dan be rperan sebagai peserta

sebesat- 1 angka kreclit.

Dalam hr:.l demikian, angka kredit ditetapkan dari Llllsur utama dan

unslrr pen*njang yalcni sebesar r r3 angka kredit dan tidak didasarkan

pada masa kerja pangkat dan golongan ruang'

4.

5.

6,
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7. Keputusan pengangkata.n PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan

Fu'gsional pengamat. Tera dibuat firenLrrLlt contoh formulir sebagaimana

tercantum dalam Apak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan clari Peraturan Bersama ini.

V. PBNGUSUI,AN, PENII-,AIAN, DAN PtrNI'TAPAN ANGKA KREDIT

A. PtrNGUSIJLAN PBNETNPAN ANGI{A KREDI'|

l. pengusulan penetapan angka kreclit clisampaikan oleh pimpinan unit'

kerja 
'ali'g 

re'dah pejabat. pengawas yang bertanggu'rg jawab di bidang

kepegarvaian clengan melampirl<an claftar usulan penetapall angka kredit

dan bukti llsik setelah cliketahui atasan langsung Pengamat Tera yang

bersangkr-rtan kepada peiabat yang rnenglrsulkan penetapan angka kredit

clibuat. rnenurllt contoh fornrulir se bagaimana tercantum dalam Anak

Lampiran 3 yang merlrpakan bagian tidak terpisahkan clari Peraturan

Bersama ini.

z. pcjabat yang n-rengusulkan penetapan angka kreclit merryampaikan bahan

penetapan arrgka kreclit kepada pejabat yang berwenang menetapkan

angka kredit clibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum

clalanr Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak Lerpisahkan dari

Peratr-tran Bersama ini'

3. usula' penetapan angka kreclit sebagaimnna dimaksud pada angka 2

clitr-rangkan clalam daftar usulan penetapan angka kredit dibuat menurut

contoh formulir sebagaimana tercantum dalatn Anak Lampiran 5 sampai

dengan Anak Lampiran B yang merupakan bagian ticlak tcrpisahkan dari

Peraturran Bersanra ini.

4 . Setiap usulan
melampirkan:

penetapalt angka kred it Pengamat Tera harus

a. surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan

fr_rngsio nal /teknis Jabatan Fungsional Pengamat Tera, dibuat nreuurut

contoh formulir sebagaimana [ersebut dalam Anak Lampiran 9;

b. surat perlyataan melakukan kegiatan pengamatan tera dibuat

ltenuruL c;ontoh forrnulir sebagaitnana tercantutn dalam Anak

l,anrPiran 1O;

o. surat pernyataan melakukan kegiatan pengcmbangarr profesi dibuat

mepurut contoh formr-rlir sebagaimana tercantum dalam Anak

LamPiran 1 1; dan

d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dibuat menurut

contoh formulir sebagaimana tercanlum dalam Anak Lampiran 12;

yang rrlerupakan bagian tidak terpisahkan dari Pcraturran Bersama ini'

5. Surat pernyataan sebagaimana dimaksucl dalam angka 4 harus disertai

dengan bukti fisik.

B. PENILAIAN DAN PENETATJAN ANGKA KRFiDIT

I. pe*ilaian dan penetapan angka kre,cit te rhadap setiap Pengamat '['era

clilal<r,rkan paling kurang t {satu) kali dalam setahun'
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Contoh:
prestasi kerjar pengamat Tera rnulai 1 .Januari 2014 sampai dengan 31

Desenrtrer 2014 rrarus ctinilai cran clitetapkan paling lambat b'lan

Januari 20 I5.

z. peniiaia' dan penetapan angka kredit untuk kenaika' pangkat

pengamat 'rera ctilakukan g (tiga) bulan seberum periode kenaikan

pangkat PNS, dengan ketentttan sebagai berikut:

a. rrnl.uk kenaikan pangkat periode April angka kreclit ditetapkan paling

iambatt pada bulan .Jattuari tahun yang bersangkutan; dan

b. unturk kenaikan pangkat periocle oktober angka kredit ditetapkan

paling lamtrat pacla trulan Juli tahun yang bersangkutan'

B. penetapan angka l<redit pengamat Tera ditetapkan oleh pejabat yang

beru,e'nang rnenetapkan rrngka kreclit, dibuat menurut cOtrtoh

formurlir selragairnana tercanttlm clalerm Anak Lampiran 13 yang

merlipakarr bagian tidak terpisahkan clari Peraturan Bersama ini'

4. Asli Penetapan Angka Kredit ctisanrpaikan kepada Kepala Badan

I{epe gawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan I(epegawaian

Negara, dan tembursannya disampaikan kepada:

a. Pengamat Tera yang bersangkutan;

b. sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

Selcretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Pengamat Tera;

Itepala Biro Kepegawaian/ Baclan Kepegawaia' t)aerah Provinsi/

Katrupaten/ Kota; dan

e. Pejabat lain yang dianggap perlu'

VI. SPESIMEN PE.IABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA I(REDIT' TIM

PENILAI, TUGAS TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS

A. SPESIMEN PEJABATYANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

1. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang

berwenang nertetapkan angka kredit, harus membuat spesimen tanda

tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian

Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara'

2. Aperbila terjacli pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka

kreclit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda

tangan dan disampaikan kepada Kcpala Badan Kepegawaian Negara/

Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara'

B. TIM PENII,AI

1. Pe-jabat yang berwenang menetapkan angka kredit dalam menjalankan

kewenangannYa diba lu oleh :

a. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

Metrologi Kementerian Perdagangan' yang selanjutnya disebut Tim

Penilai Pusat.

c.

d.
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l:. Tim penilai tragi SekreLaris Daerah Provinsi atar-r Pejabat Pimpinan

Tirrggi Pratama yarlg ctiturrjuk yang membidangi perdagangan yang

selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi'

c. Tir' pepilai bagi Sekrctaris Dacrah KabupatenlKota atau Peiabat

Pimpinan Tinggi Pratarna yang clitqnjuk yang membidangi

perclagangarr yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota'

Tim penijai tercliri clari u.nsur teknis yang membidangi pengamatan tera,

unsur kepegawaian, dan Pengamat Tera'

susunan keapggotaan Tim Pe6ilai, sebagai berikr-rt:

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seoranPr Wakil Ketua merangkap anggoLa;

c. seorang Sekre taris tnerangkap anggota; clan

d. paling klrraug 4 (empat) orang anggota'

Sel<retaris sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c berasal dari

unsur kePegawaian.

Arrggota sebagaimana dimaksud pacla angka 3 huruf d apabila lebih dari

4 (empat), hartrs berjr-rmlah genap'

Ar.rggota sebagaimana climaksud pada angka 3 hr-rruf d, paling kurang 2

(dua) orang dari Pengamat Tera'

Dalam hal kornpr:sisi jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada

a*glca 6 ticlak clapat clipenuhi, maka *nggota dapat diangkat dari pejabat

rain yarg mempun.yai k<_rmpe[ensi untuk rnenilai prestasi ker:ja Pengamat

Tera.

B. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu:

a, mendutcluki jabatap/ pangkat paiing rer1dah sama

Penilai ditetaPkan oleh:

yang membidangi Metrologi

Peniiai Pusat.

dengan

jabatan/pangkatPengamatTerayangdinilai;
b. rnenriliki keahlian clan l<emarnpuan untuk menilai prestasi kerja

Pengamat Tera; dan

c. atctif nrelakukan Penilaian'
g. Masa jabata, anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan daprat diangkat kembali

untuk rnasa jabatan berikutnya'

10. A'ggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-

turut sebagairnana dirnaksud pada angka g, dapat diangkat kembali

setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jaba1an'

11. Dalam hal terclapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam)

butan atau lebih, rnaka ketua mengusulkan penggantian anggota secara

definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabart yang berwenang

tnenetaPkan Tim Penilai'

12. Dalam hal terdapat anggota yang ikut clinilai, ketua clapat mengangkat

anggota Pe ngganti '

13. Pembentukan clau susLtllan Anggota Tim

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Kerrenterian Perdagangan ttntuk Tim
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b. Sekretaris Daerah provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

yang clitunjuk yang mernbiclangi pe rclagangan unt.ltk Tim Penilai

Provinsi,

c. Sekretaris Daerah Kabupa ten lKota atau Pej abat Pimpinan Tinggi

Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan untuk Tim

Penilai KabuPaten I Kota.

C. TUGAS TIM PENILAI

1. Tugas 'fim Penilai Pusat, yaitu:

a. membantu pejabat Pinr.pinan Tinggi Pratama yang rnembidangi

Metrologi Kementerian Perdagangan dalam menetapkan angka kredit,

tragi pengamat'I'era Pemurla, pangkat Pengatur Mucla, golongan ruang

rI I a sampai clelgan Perrgamat 'fera Penyelia, pangkat Penata Tingkat

I, golongan ruang illi d cli lingkungan Kementerian Perdagangan; dan

b, r'elaksanakan tr-rgas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pimpinan

Tinggi prat.ama yang membidangi Metrologi l{ernenterian Perdagarlgan

yang berhubLrngan dengan penetapan angka kredit sebagaimana

dimaksr.rd Pada hururf a'

2. Trtgas Tim Provinsi, Yaitu:
a. rnenrbantu Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi

pratama yang ditunjr,rk yang me mlridangi perdagangan dalam

menetapkan angka kredit bagi Pengamat Tera Pemula, pangkat

pengatur Muda, golongan ruan g lI la sampai dengan Pengamat Tera

Penyelia, pangkat Peuata Tingkat I, golongan ruang III/d di

lingkungan Provinsi; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Daerah provinsi atau pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk

yang membidangi perclagangan yang berhubungan dengan penetapan

angka i<redit sebagairnana dimaksud pada huruf a'

3. Turgas Tim Penilai l(abupa ten lKota, yait-r-r:

a. merrbantur Sekretaris Daerah l{abupaten/ t{ota atatr Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama yang ditr-rnjuk yang membidangi

perclagangan dalam menetapkan angka kredit bagi Pengamat Tera

pernnla, pangkat Pengatur Mud.a, golongan ruangTlla sampai dengan

pengamat Tera Penyelier, parrgkat Penata Tingkat I, golongan ruang

III/d di lingkungan l(abupaten/Kota; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang

clitunjuk yang membidangi perd.agangan yang bcrhubungan dengan

penetapan angka kredit sebagaimana dirnaksr,rd pada httnrf a

D. TIM TEKNIS

L pejabat yang benr,,enang rnenetapkan angka kredit dapat' membentuk

Tim 'lekljs ]ra1g alggotanya terdiri atas para ahli baik yang berstatus

setragai pNs atau bui<an berstatlrs PNS )'ang mempunyai kemampuan

teknis Yang diPeriukan'
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Tugas pokok 'fim 'I'eknis memberikan saran clan pendapat kepada Ketua

Tim penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat

khusus atatr kcgiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

Tim Teknis menerirna tugas dari dan bertanggultg jawab kepada Ketua

Tim Penilai.
pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat

kegiatan ]rang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian

tertentu setragaimana climaksud pada angka 2.

V]I. I(ENAIKAN PANGKAT DAN KBNAIKAN JABATAN

A. KBNAII{AN PANGI{AT

L Kenaikan pangkat Pengamat Tera, dapat dipertimbangkan, apabila:

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan

c. setiap unsLrr penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik

dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Kenaikan pangkat PNS Kementerian Perdagangan yang tnenduduki
jafuatan fungsional Pengamat Tera Pemula, pangkat Pengatur Muda,

golongan ruarlg lI I a rnenjadi pangkat Pengatur Muda Tingkat I,

golongan ruang Il lb sampai dengan Pengamat Tera Penyelia, pangkat
penata Tingkat I, golongan ruang III / d ditetapkan oleh Menteri

Perdagangan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan

Itepegawaian Negara.

Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yat g menduduki jabatan

tbngsional Pengamat Tera Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan

ruang Illa menjadi pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang

II/b sampai rlengan Pengamat Tera Penyelia, pangkat Penata Tingka[ I,

golongan rllang III / cl ditetapkan oleh Pejabat Pernbina Kepegarvaian

Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis

I(epala Kantor Regional Badan Kepegarn'aian Negara yang bcrsangkutan.

Itenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/ I(ota yang menducluki
jabatan fungsional Pengamat Tera Penrula, pangkat Pengatur Muda,

golongan ruang II la menjadi pangkat Pengatur Muda Tingkat [,

golongan rLrang IIlb sampai dengan Pengamat Tera Penyelia, pangkat
penata Tingkat I, golongan ruang III/d ditctapkan oleh Peiabat Pembina

I(epegawaian Kabupaten/ Kota yang bersangkutan setelah rnendapat

persetujuan teknis I(epaia l(antor Regional Badan Kepegawaian Negara

yang bersangkutan.

Kenaikan pangkat Pengamat Tera dalam jabatan yang lebih tinggi dapat

clipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai

dengan peraturan perundarrg-undan gan.

Contoh:
Sclr. Gunawan, NIP. 19880505 200703 I 0Ol jabatan Pengamat Tera

pernula terhilung rrrulai tanggal I Maret 2009, pangkat Pengatur Muda,

golongan ruangUla terhitung mulai tanggal 1 April 2oo9- Berdasarkan

hasil penilaian pada bulan .Januari tahun 2012, Sdr. Gunawan

2.

3.

A.+

2.

3.

4.

5.
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memperoleh asgka kredit sebesar 45 dan akan dipertimbangkan untuk

dinaikksrn pangkatpya rnenjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan

rlrang IIlb terhitung mulai tanggal 1 April 2012.

Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu

clitetapkan kenaikan jabatannya menjadi Pengamat Tera Terampil'

pengamar Tera yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang

di[enturkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih

tinggi, kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan

jabatan dan/ atau pangkat berikutnya'

Contoh:
Sdr. Karim, NIP. 19801016 199803 I 010, jabatan Pengamat Tera

Mahir, palgkat Penata Muda, golongan ruang III I a terhitung mulai

tarrggal I April 2A14. Pacla waktu naik pangkat menjadi Penata Muda,

golopgan ruang III/ a, yang bersangkutan memperoleh angka l<re dit

sebcsar 110.
Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda,

golongan ruanglllla yakni 100, dengan demikian Sdr. I(arim memiliki

kelebihan angka l<redit 10 dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan

pangkat berikutnYa.

pengamat Tera pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi

angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau

pangkat dalam masa jabatan danlatau pangkat yang didudukinva,

maka pada tahun herikutnya cliwajibkan mengumpttlkatr angka kredit

paling kurang 2Ao/o (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang

clipe rsyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang

berasal dari kegiatan pengamatan tera.

Contoh:

Sdr. Supriyanto, NIP. l9t35O21O 2OO4O3 1 OOI .Iabatan Pengamat Tera

Terarnpil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II lb
terhitung mulai tanggal 1 April 2008.

Dari penilaian prestasi kerja Januari 2008 sampai dengan Desember

201 I ditetapkan angka kredit sebesar 62 dan dipergunakan untuk

kenaikan pangkat menjacli Pengatur, golongan ruang lI lc terhitung

rnulai tanggal 1 April 2OI2.
Berdasarkan penilaian prestasi kerja Januari 2AI2 sarnpai dengan 31

Desember 2012, Sdr. Supriyanto, telah mengllmpuikan angka kredit

sebesar 20 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang

didudul<inya yakni sampai dengan 31 Maret 2OL3 telah memiliki ar-rgka

krecliL yarrg dapat clipertimbangkan untuk kenaikan pangkat meriladi

Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d yakni sebesar 82'

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang

clidudukinya yakni sampai dengan 3l Maret 2OT4 untuk kenail<an

pangkat menjacli Pengalur Tingkat I, golongan ruang IIid Sdr'

supriyanto wajib mengumpurkan angka kredit paling kurang 2oo/" x 2o

= 4 angka kredit.

7.
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B. pengamat Tera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang

III/cl, setiap tahun sejak mendnduki pangkatnyat rvajib mengurnpulkan

paling kurang angka kredit 1O (sepulurh) dari kegiatan pengamatan tera.

Contoh:
Sclr-. Inclra, NIp. 19661 I 15 198803 1 O01 jabatan Pcngamat Tera

pepyelia, pangkat Penata, golongan rLlang III/c, terhitung mulai tnnggal

I Oktober 20 1 1 . yang bersangkutan naik pangkat menjadi Penata

Tir-rgkat I, golongan ruang III/cl terhitung mulai tanggal 1 oktober 2014'

Dalam hal dernikian, Sdr. Incira setiap tahun sejak tanggal 1 Oktober

ZOI4 menducluki pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d' wajib

mengumpulkan angka kredit l0 (septrh-rh) clari kegiatan pengamatan

tera.

F3. I(ENAIKAN JABATAN

l. Kenail<ap jaSatan Perrgamat Tera dapat dipertimbangkan apabila:

fi.. paling singkat 1 (satr-r) tahun clalam jabatan terakhir;

b. rnemenuhi angka kreclit kumr-rlatif yang ditentukan; dan

o. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling renclah bernilai baik

clalam 2 (dua) tahun terakhir.

I(enaikan jabatan Pengamat Tera Pemula untuk menjadi Pengamat Tera

Teranrpil sarnpai clengan Pengamat Tera Pe nyelia, ditetapkan oleh

Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan'

I{eputusan kenaikan jabatan Pengamat Tera dibuat menurut contoh

formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran L4 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

VIII. PEMBI'tsASAN SEMtrNTARA DAN PENURUNAN JABATAN

A. PEMBEBASAN SEMENTARA
1. Pengamat Tera Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a

sampai clengan Pengamat Tera Penyelia, pangkat Penata, golongan

ruangIII/c,clibebaskansementaradarijabatannyaapabiladalam
jangka$,aktu5(1ima)tahunsejakmendudukijabatanterakhirtidak
dapatmemenuhiangkakredityangdisyaratkanuntukkenaikan
jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pengamat Tera yang jabatannya lebih

rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:
sclr. Toni, A.Md., NIP. 19710305 199203 1 002, pangkat Penata,

golongan ruang III lc terhitr-rng mr-rlai tanggal 1 Oktober 2008 jabatan

Kepala Seksi pada Unit Pengawasan Metrologi l,egal di Dinas

perindr_rstrian dan pcrdagangan l(abupaten x. Yang bersangkutan

diangkat clalam Jabatan Fungsional Pengamat Tera Mahir terhitung

mr-rlai tanggal 1 Juni 2OOg clengan angka l<redit sebesar f 10.

Mengingat jenjang jabatan yang bersangkutan lebih rendatr dari

pangkat ),ang climiliki, maka apabita <lalam jangka rn'aktu 5 (lima) tairltn

sejak cliangkat dalam Jabatan }er-rngsional Pengamat Tera Mahir yaitu

2.

3.
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I Jr_rni ,zoog sampai clengan 3l Mei 2014 tidak dapat memenuhi angka

kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan sesuai pangkat yang dirniliki

yakni Pengamat Tera Pen5lg|i2 angka kredit 2oo, rrraka yang

bersangkutap terhitung prulai tanggal 31 Mei 201+ dibebaskan

sementara d.ari Jabatan Flrngsional Pengamat Tet-a Mahir.

Pengamat Tera Pemula, pa'gkat Pe.gatur Mucla, golougatl ruang llla
sampai dengan Pengamat Tera Penyelia, pangkat Penata' golongan

ruang IIT I c, dibebaskan semetttara clari jabatannya apabila dalam

jangka waktu s (rirna) tahun sejak menduduki jabatan terakhir tidak

clapat rnemeruhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih

tirrggi bagi Pengamat Tera yang akan mendapatkan kcnaikan pangkat

pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:
sdr. Raclitya, NIP. t9B40l2B 200408 1 0oB, paugkat Pengatur Muda

Tirrgkat l, golongall ruallg Illb terhitung mulai ternggal I Oktober 2008'

yang bersangkutan cliangkat clalam Jabatan Fungsional Pengamat Tera

Terarnpil terhitung rnulai tanggai 1 Febru art 2oo9 dengan angka kredit

sebesar 45.

Apabla clalam jangka waktu s (lima) rahun sejak diangkat dalam

Jabatan Fu'gsionar pengamat Tera 'rerampil yaitu 1 Februari 2oo9

sarnpai dengan 3 1 Januar i 2ol4 tidak dapat memenuhi angka kredit

kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pengatur, golongan ruang

II/c clengan angka kredit 60, maka yang bcrsangkutan terhitung mulai

tanggal 31 Januari 2Al4 yang bersangkutan dibebaskan sementara dari

,Jabatan Fungsional Pengamat Tera Terampil.

PengamaL Tera Pemula, parrgkat Pengatttr Muda, golongan I'uang IIla
szuntrrai clengan Pengatnat Tera Penyelia, pangkat Pe nata Muda'

golongan ruang III/c, clibebaskan sementara dari jabatannya apabila

clalam jangka waktu s (lima) tahun sejak mcnduduki pangkat terakhir

ticlak clapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk keuaikan pangkat

setingkat lebih tinggi bagi Pengamat Tera yang pernah mendapatkan

ken.aikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:
sdr. Lestari, NIp. IgB20 L2B 2OO2O2 2 008, Pengamat Tera Terarnpil,

pangl<at pengatur Muda Tingkat I, golongarl ruang II/b terhitung mulai

tanggal l April 200f:. Yang bersaugkutan naik pangkat menjadi

Pengatur, golongan ruang lllc terhitung mr-tlai tanggal 1 April 2oo9

dengan angka kredit sebesar 65.

Apabila clalam jangka waktu s (lima) tahun sejak rr,aik pangkat menjadi

pengat*r, golongan r-uang Ir I c yaitu I April 2oog sa*rpai de'gan 31

Maret ZOL4 tidak clapat memenuhi angka kredit kumrilatif untuk

kenaikal pangkat menjacli Pengatur Tingkat I, golongan ruang II / d

dengan angka kre clit 80, maka yang be rsangkutan terhitung mulai

al
J.
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tanggal 3 1 Maret 2014 clibebaskan sementara dari ,Iabatan Fungsional

Pengamat Tera TeramPil.

Pengamat Tera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d
dibebaskan sementara ctari jabatannya apabila setiap tahun sejak

menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulka' paling kurang 10

(sepuh-rh) angka kredit dari kegiatan pcngatnatan tera'

Contoh:
sctr. Musclah, NIp. lg63os10 198606 I 002, jabatan Pengamat Tera

Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/d terhitung mulai ta'ggal

I Oktobcr 2O 13, dengan angka kredit sebesar 310.

Apabila setiap tahun sejak menducluki pangkat Penata Tingkat I,

golongan ruang III / d yakni 1 Oktober 20 13 tidak dapat memenuhi

paling kurang f 0 arlgka kredit dari kegiatan pemngamatan tera, maka

ya.g bersangkutan clibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional

Pengamat Tera PerrYelia.

Selain pemlrebasan sernentara sebagaimana dinraksud pada angka 1,

angka 2, angka 3, clan angka 4 Pengamat Tera dibebaskan sementara

clari jilltatanflY&, aPabila:

a. cliberhentikan sementat'a sebagai PNS;

l:. ctitr_rgaskan secara penrrh di luar Jabatan Fungsional Pengamat
-lera;

c. nrenjalani cuti di luar tanggungan nc€{ara, kecuali urntuk persalinan

anak keemPat dan seterusnya; atau

d, menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

6. pernbebasan sementara bagi Pengamat Tera sebagaimana dimaksud

pacla angka I , angka 2, angka 3, dan angka 4 , diclahului dengan

peri.gatan oleh pejabat pembina l{epegawaian paling lambat 6 (enam)

trulan sebelum batas waktu pernbebasan sement ara, dibuat menurllt

contoh formulir sebagaimana tercantum datam Anak Lampiran 15 yang

lnerupal<an bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

T. I(eputusan 1:embebasan sementara dari .leibatan Fungsional Pengamat

Tera dibua[ rrrenurut contoh forrnulir sebagaimana tet'cantum dalam

Anal< Lampiran 16 yang merupakan bia.gian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bersama ini.

R. PBNURUNAN JABATAN

1. pengamat. Tera yang clijatuhi hukul11an disiplin tingkat beral berupa

peminclahan dalam rangka penlrrunan jabatan setingkat lebih rendah,

melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang baru'

2. penilaian prestasi kerja Pengamat Tera selama rnenjalani hukuman

tlisiplin sebagaimana dimaksucl pada angka l, dinilai sesuai dengan

jabatan Yang baru.

4.

5.
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Jumlah angka kreclit yang dimiliki Pengamat Tera sebelutm ciijatuhi

huktrmap disiplin sebagaimana dimakstrcl pada angka I tetap dimiliki

clan dipergunakan unr.uk pengangkatan kernbali dalam jabatan semula.

Angka kredit yang diperolch dari prestasi kerja dalarn jenjang jabatan

sebagaimana dirnaksuct pada angka 2 diperhitungkan untuk kenaikan

palgkat atau jabatan setelah diangkat kembali ke dalam jabatan

semula.

Contoh:

sclr. Dicli, NIp. 19731016 199604 1 010 .iabatan Pengamat Tera Mahir,

pa*gkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b dengan angka

kreclit sebesar 1 S0. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin

tingkat berat berurpa peminclahan clalam rangka penurunan jabatan

setingkat. lebih rcnclah menjacli Pengaurat. Tera Terampil terhitung mulai

tapggal 20 Maret 20 I l, dalam hal demikial:

a. scir. Didi, papgl<at Penata Muda Tingkat I, golongan rlrang III/b

ditgrurrkan dari Pengamat 'le ra Mahir rnenjadi Pengamat Te ra

Terampil clengan angka kredit 150.

b. Sclr. Didi cliberikan tunjangan jabatan fungsional Pengamat Tera

Teranrpil.

c. Sdr. Didi clapat cliangkat kembali ke jabatan Pengamat Tera Mahir

clengan ketentuan sebagai berikut:

1) paling singkat telah 1 (satu) tahun terhitung sejak dijatuhi

]rukuman disiPlin;

Z| rlenggunalcan angka kredit terakhir sebelum diiatuhi httkuman

disiplin yaitr-r 150 angka kredit; dan

3) memenuhi syarat lain sesuai peraturan perunclang-unciangan.

cl. Selama mencluduki Pengamat Tera Terampil Sclr. Didi memperoleh

angka kredit sebesar 20.

e. Setelah 2 (dua) tahun diangkat kembali ke dalam iabatan Pengamat

'l'era Mahir, Sdr. Didi memperoleh angka kredit sebesar 35.

f. l)alam hal clemikian, Sdr. Didi dapat dipertimbangkan untuk naik

jabatap menjacli Pengamat Tera Penyelia dengan angka kredit

sebesar 205 yang berasal dari:

1) angkel kredit terakhir sebesar 150;

2) angka kreclit yang diperoleh selama mencludr.rki jatratan

Pengamat Tera Terarnpil scbcs ar 2O; dan

3) angka kredit yang diperoleh setelah diangkart kembali dalam

jatratan Pengamat. Tera Mahir sebesar 35'

IX. PT'NGANGKATAN KI'MBALI

1. Pengamat Tera yang dibebaskan sementara karena:

a. telah S (lima) tahr-rn clalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka

kreclit kumulatif yang clisyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat

3.

4.
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lebih tinggi bagi pengamat Tera yan.g jabatannya lebih rendah dari

pangkat yang clirniliki ;

b. telah S (lima) tahr-rn clalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka

kreclit l<r-rnrulatif yang clisyaratl<an untuk kenaikan pangkat setingkat

lebih tinggi bagi pengamat Tera yang akan menclapatkan kenaikan

pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir;

c. telah S (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi

nngka kreclit kumulatif yang clisyaratkan untuk kenaikan pangkat

setingkat lebitr tinggi bagi pengamat Tera yang pernah mendapatkan

ke.ail<an pangkat sejak cliangkat dalam jabatan terakhir; atau

cl. setiap t.ahurl sejak menctuduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling

k'rang I0 (sepuluh) angka kredit clari kegiatan peng{rffIatan tera bagi

pelgamat Tera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan rLlang III/d;

ctiapgkat l<eml:ali clalam Jabatan Furngsional Pengamat Tera, apabila telah

memengSi angka kredit yang clitentukan paling lama 1 (satr'r) tahun'

pengamat 'l'era yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara

seSagai pNS, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengamat

Tera apairila telah diaktifl<an kembali sebagai PNS, atau pemeriksaan oleh

ya'g 5errt ajib telah selesai atalr telah ada puttrsan pengadilan yang telah

rnenlpun)rai kekr.ratan hurkum yang tetap dan dinyatakan bahr'va yang

bersangkutatr tidak bersalah.

pengamat Tera yang dibebaskan sernent ara karena ditugaskan secara penuh

cli hrar JaSatarr Fr-rngsional Pengamat Tera, dapat cliangkat kembali dalam

Jabatan Furrgsionai Pengamat Tera apabila paling tinggi berusia 56 (lima

puluh enam) tahun.
perrgamat Tera yang dibebasl<an sementara karena menjalani cttti di luar

tanggllngan negara, dapat diangkat kernbali clalam .labatan Ftungsional

pengarnat -['cra apabila telah selesai menjalani cuti di hrar tanggttngan

negara.

pepgamat Tera yarlg dibebaskan sementara karena men-ialani tugas belajar

lebiS clari 6 (enam) bulan, cliangkat kembali dalam Jabatan Fungsional

pengarnat Tera apabila telah selesai menjalani tugas bela3ar.

pengangkatan kembali ke dalam .Iabatan F'ungsional Pengamat Tera

setragairnana climaksucl pada angka 3 dapat clilakukan dengan ketentuan

pengajLlan usulan sucla.h cliterima oleh pejabat sesuai peratureln perundang-

undangan periing kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkarr

berakhir.

Contoh:

sdr. Budiman, NIp. 19600707 1g7BO3 1 001, jabatan Pengamat Tera Mahir,

pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang bersangkutan

rlibebaskal seprentara clari jabatan Pengamat Tera Matrir dan d iangkat

dalam jabatan l(epala Seksi Pengawasan'

3.

4.

5.

(t.
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Apabila yaltg hersangkrrtan akan diangkat kembali ke dalam jabatan

fungsional Pengamat Tera, maka usulan sudah diterin'ra oleh pejabat sesuai

peraturan perltndang-undangan paling lambat Januari 2O I B.

Pengangkatarn l<ernbali ke dalam Jabatan Fungsional Pengamat Tet'a

dilaksanakatr der:gan ketentuan sebagai beriktrt:

a" Pcngamat Tera y*allg cliangl<at kembali ke dalarn Jabatan Fungsional

Pengamat Tera sebagaimana climaksud pada angka I menggunakan

anglca kreclit terakhir yang climiliki dan ditambah dengan arrgl<a kredit

dari kegiertan pengamatan tera dan angka kredit dari pengembangan

profesi yang diperoleh selarna dalam pembebasan senlentara'

b. pengamat Tera .yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional

Pengamat Tera sebagaimana climaksud pada angka 2 dan angka 4

menggunakan angka kreclit terakhir yang climiliki.

c. pelgamat Tera yang cliangkat kembali ke dalam .Iabatan Fungsional
pengamat Tera sebagaimana dimaksucl pada angka 3 dan angka 5

n-renggLlnal<an angka kreclit terakhir yang dimiliki dan dapat ditanrbah

clengan angka kredit dari pengembangarr profesi yang diperoleh selama

dalatr-r pembebasan sementara.

I{eptrtusan pengangkatan kembali dalanr Jabatan Furngsional Pengamat Tera

ciibr.rat rnengrut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak

Laml:iran 1T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bersatna ini.

X. PEMBBRHENTIAN

1. penganrat Te;a cliberhentikan dari jabatannya, apabila dalarn jangka waktu

I (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana

climaksud pada angka romawi VIII htrruf A, tetap tidak dapat memenuhi

angka kredit Yang ditentukan.

Contoh:
Sclr. Sjanrsul, A.Mcl, NIP. I97 10305 I992O3 I O02 telah ctibebaskan

sementara d6ri Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Pengamat Tera

Mahir terhitung mr-rlai tanggal I Juni 2014.

Scir. Sianrsul, A. Mcl, tetap tidak dapat memenuhi angka kredit yang

dis5r616tkap sampai dengan tanggal 3 t Mei 2015 maka yang bersangkutau

cliberhentikar-r dari jabatannya terhitr-rng mulai tanggal 3l Mei 2015.

2. I(epptr-rsan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengarnat Tera dibuat

menurltt contoh formuiir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 18

yang lnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini'

XI. PBNYESUAIAN/IITPASSII{G DALAM JABATAN DAN PANGKAT

1. pNS yang pacla saat ditetapkan Peral-ur-an Menteri PendayagLlnaan Aparatur

Negara d.an Reformasi Birokrasi Republil{ Indonesia Nomor 33 Tahun 2Ol4

teinh dan masih rnelaksanakan tugas c1i bidang pengamatan tera

berdasarkal keputusan pejabat yarlg berwen?hg, dapat. disesuaikan/ di-

7.

B.
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inpassirte clalarn .Jabatan Fungsional Pengarnat Tera, dengan ketentuau

sebagai berikut:

a. T:erijazafr trraling rendah SMU/SMK atau yang sederaiat';

b. pangkat palilg renclah Pengatttr Muda, golongan ruangllla1'

c. telah mengikuti dan lulus per-rdidikan clan pelatihau fungsional Pengamat

Tera; dart

ci. seriap \rnsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam I

(satr-r) tahun terakhir.

Jenjang jabata' bagi pNS yang akan disesuaikan/di-inpassing ditetapkan

berciasarkarr angka kredit sesuai n-rasa kerja dalam pa*gkal terakhir

sebagailnana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri

Pelda-lragllrlaitn Aparatr-rr Negara dan ltefornrasi Birokrasi Repgblik

Inclcrrresia Nomor 33 Tahun 2OL4 '

Angka t<reclit kumulatif sebagaimana dimaksuct pacla angka 2, dihitung

bercrasarka' rnasa ker-ja pa'gkat terakhir dengan pembulatan ke bawah

yaitu:

a. Iinrang dari I (satr.r) tahun, dihitung kurang 1 (satur) tahun;

b. 1 (satu) tahun sampai denga' kurang dari 2 ('Cr-ra) tahun, clihitung 1

(satu) tahun;
c. 2 (clua) tahu. sa'rpai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung2 (dua)

tahun;
cl. 3 (tiga) tahun sampai dengarr kura.g dari 4 (ernpat) tahun, ctihitung 3

(tiga) tahun; clan

e . 4 (ernpat) tahun atau lebih, dihitqng 4 (empat) tahun'

pNS yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertirnbangkan

kenaika' pangkatnya, maka sebeli,rm disesuaikan I cli- inpassing dalam

Jabatan Fr-rngsional pengamat -['era terlebih dahulu dipertimbangkan

kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian I inpassing telah

mempergunakan Pangkat terakhir.

pN S yarg te 1ah disesuaikan I di-inpassing dalam Jabatan Fungsional

penga*rat Tera untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus

menggunai<an angka kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain

yarlg ditentukan d.alam peraturan perLlndang-undangan'

I(eputusar-r penyesuaian/ inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengamat
.fera, clitetapkal oleh pejabat scsuai peraturan perundang-undangan dibuat

mcriurut contoh formulir sebagaimana Lercanlum pada Anak Lampiran 19

yang mer-upakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini'

penyesuaian f irryassing dalam Jabatan Fungsional Pengamat 'Iera,

clitetapkan terhitung mulai tanggal 1 Maret 20 15 dan harus selesai

ditetapkan paling lambat pada tanggal 28 Februart 2Ol7 '

Xil. UJI KOMPDTENSI

Uji kotrpetensi bagi Pengamat Tera yang akan naik jenjang jabatan berlaku

sejak bulan Juni 2016.

2.

3.

4,

5.

6.

7.
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XIII. PENUTUP

Demikian ttntlrk dilaksanakan dengan sebaik-baiknl'3

KEPALA

BADAN I{EPBGAWAIAN NEGARA,

EI{O SUTRISNO

MENTERI PtrRDAGANGAN,

RACHMAT GOBtrL



ANAI( I,AMPIRAN I
PERATURAN BERSAMA
MENT}I]RI PERDAGANCiA N DAN

I(EPALA BADAN I(EPF]GAWAIAN NEGARA
TENTANG
I(ETENTLIAN PELAI{SANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

RBFORMASI BIROI(RASI REPUBLII{ INDONESIA NOT\'IOR

33TAHUN2oL4TtrNTANGJABATANFUNGSIONAL
PENGAMAT TERA DAN ANCI{A I(REDITNYA

CONTOI I

I(EPIJTUSAN PENGANGIC{I'AN PERTAMA
PtrGAWAI NIJC]iRI SIPII, DAI,AI\'I .IABATAN

F'UNGSIO NAL PEN GAI\'IAT' TERA

I(EPUTUSAN
M EN'I'BRI / GUBERNU R/ BU PATI / WALIKOTA*)

NOIvIOR:...,,..
TENTANG

PENGAN(}IGTAN PF]RTAI\IIA PNGAWAI NEGDRI SIPIL DAI,AM .IABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT TERA

M ENTERI / G UBERN UR/ BUPATI / WALI I(OTA,*)

Menimbang : a. bahr'a sebagai pelaksanaarr ketentuan Pasal 26 Peratttran Metrteri Perrclayagu-n€an

Aparatur Nelara cian Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 'fahun 2Q74,

perlu untuk- mengangl<at Sattclara dalam Jabatan Fungsional
Pengamat Tera; **.

Mengingat Unclang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
peraturan penrerintah Nomor 16 'fahun 1994 sebagaimana telah ditrbah dengan

Peratut'an Pemerintah Nomor 40'I'ahtrn 2OtO;
peraturan pemerintah Nomor g Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturart Pemerintah Nornor 63 Tahu n 2OA9;
peraturan N{enteri pendayapSrnaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroklasi
Republi]< tndorte.sia Nomor 33 Tahun 2O!4',
Peratur.arn Bersarna lvlenteri Perdagangan dan l(epala Baclan l(epegarvaian Negara

Nomor ..........,;
MEMUTUSI(AN:

b,

1

2.

?

't.

-

Menetapkan
PER'I'AMA

I(EDUA
I(ETIGA
I(I'EMPAT

a. Nama
b. NIP

: 'terhitung rnulai tanggal ..... mengangkat Pegarvai Negeri Sipil:

no"oii* ;;;;i;" n.'i ;;;";;;; ;;;;i;r;i n.n"ii.-^; ;;i;;- [.0*.'""- ']', 
akan

aiadaLan perbaikan dan perhii.rngar-r kembali sebagairnana mestinya.

Asli l(eputusan ini riisampaikan kepacta Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ttntuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya'

ditetapkar-r cli ..
pada tanggal ...

NIP.

,I'EMBUSAN:

il rclrrafa Eladzur l(cpegarvaiart Negara/l(antor Regional Bi!.t{ y*g. bersang'ku!3:r; .}

i. ia;;"fi bX$-pto"i"di/egU Kabir.paten/l(ota atau Biro/Bagian l{epegarvatzur
initansi yiurg bcrsangklrtal ;*)

r. pi,rabit liang"benvendng nrenetapkan angka lcedit;,.
4. r(enala Kantor J"i;;i'i;?,'P;;;;;f"dh;;?i-i{;Edrrit<epata Bir.o/Bagian Keuangan nae rah

vaits bersiur g,ku tan ;*)
5. FejaTrat lain lang clianggzrp perltt.

l
**)

Coret yzurg tictak Perlu'
Diisi apabila ada penarnbahan 'diktum yang rtianggap perlu'



CONTOI-I
i(EPUTU SAN PENCiA NG I(ATAN PEGAWAI
NBGERI SIPII, DARI JARTY|AN I,AIN I(E

DNLNM JABAIAN FUNCiSI()NAL
PENGAIVIAT TERA

lvlenimbang

Mengingat 'l
o

?

4.

Menetapkan
PERTAMA Terhitung

a. Nama
b. NIP

mulai tanggal ....," mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

ANAI( L,AMPIRAN 2
PERATURAN RERSAMA
MENTF]RI PERDAGANGAN DAN
I(EPAI,A BADAN T(EPEGAWAIAN NEGARA
TENTANO
I{ETENTIJAN PELAI{SANAAN PERATURAN MENTDRI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROI(RASI REPUI]LII( INDONESIA NOMOR

33TAHUN2o|4TENTANGJARATANFUNGSIONAL
PBNCiAMA']' TERA DAN ANGIG I{REDITNYA

ini, akatr

Sipil yang bersar-rgkrttan rtntttk

ditetapkarr di
pada tanggal

I(EPUTUSAN
IVIENTBRI / GUB ERNUR/ B TJPATI / WALII(OTA *)

NOIvIOR:.......
TENTANG

TJBNGANGIfi'I'AN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN I'AIN

IiDDALAIVIJATAfANF'UNGSTONALPENGAMATTERA

M ENTERI / G UBERNUR/ BUPATI / WALI I(OTA' *)

a. bahn,lr sebagai pelaksanaan ketentnan Pasal 27 Peraturan Metrteri Pendayagunaan

Aparatur: Negara'clan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nornol' 33 Tahun 2014,

pirlu ,ner,gairgkat Sagdara .. . dalam jabatan Pengamat Tera;

Urrdang-Undang Nomor 5 Tahun 2OIa;
peraruran pemerintair Nomor 16 Tahun 1gg4 sebagaimana telah diubah dengan

Peratr.rran Pemerintah Nomor 40 'l'ahun 2010;
per't'ran penrerintah Nomor I Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengau

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
Peratur.an Mentcri Pcnclal.agUnaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Reprrl;lik Itrdonesia Nomor 33'I'ahun 2'O)4;
peratur.an Bersama lvlenteri Perclagangan dan l(epala Baclan Kepegawaian Negara

Nomor ... . .. ..;
MEMUTUSI(AN :

c. Pangl<at/ golongan n.atrg/TII'IT
ct. Unit ker-ia

clalirrn.iabatan ...'. dengan
I(EDUA
I(ETIGA
I(EEMPAT

TEMIfL]SAN:
I. l(epala Badarr liepegarvaian Negalai Itantor
2. Iteilala Bl(D Plopinsi/BKD l(abupaten atau

NIP,

Regrorral BI{N yang bersangkutan; *}

l{ota atau Biro/ Bagian l(epegawaiaur

inst-an si }'ang bersangkutan ; 
*|

3 Pe-iabat ya.tg't,"ttuening rnenetapkan angka-lcrediq--
4. f<e''pafa Kant"or p;dt;; Perllericlaha.r.]r Negara/Hepala Bilo/Bagian Keuangan Daerah

1'ang bersangkutan;*)
5. Pelabat lain yeurg clianggap perltt.

") Corct yang tidak Perlu
n*) Diisi apahila ada petrarnbahan clikturn yang dianggap perltt'



ANAI( LAMPIRAN 3

PERAI'URAN REI?SAMA
MENTERI PBRDAGANGAN DAN
I(EPALA BADAN I(EPECAWAIAN NEGARA

TENTANG
I(ETENTUAN PEI-AI{SANAAN PERATURAN MENTERI

PtrNDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

RtrFORII'IASI BIROI(RASI REPUBLII{ INDONESIA NOMOR

33TAHUN2oL4TENTANGJAL]ATANFI.'NGSIONAL
PENGAMAT TERA DAN ANGI(A T(REDITNYA

CONTOH:
SURAT PEI{YAMPAIAN DAIi'TAR I.ISUI,AN

PENUTAF'AN ANGI(A I(ItEDIT (DUPAI() DARI

PIIUPINAN I.JNIT I(ER.I,A I{EPADA PE'JABAI'

PENGUSUI, PENDTAPAN ANCI(A I(REDIT

I(epada Yth.
Petabat Pen grrsui PeneltaPan
Di
Tempat

Bersama ini lcami samPaikan
kreditnya:

L

Aneka l(redit Itrstansi masing-masing*)

DUPAI{ atas nama-nama pegarvai sebagai beriktit untuk ditetapkan angka

2. Demikian afas perhatiann.va kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Unit l(erja
(Paling rendah Pejabat Pengawas)

NIP.

*) Tuliskan.iabatarr pejalrat pengUsul penetapan angka kredit.

UNIT I(ERJAMASA KERJA

GOLONGAN
PANGI(ATIGOLONGAN

RUANG



ANAI( I,AMPIRAN 4
PITRATI.JiRAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
I(EPA],A BADAN I(EPEGAWAIAN NECiARA

TENTANCi
I{ETENTUAN PELAI(SANAAN PBRATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROI(RASI RI'PUBLiI( INDONESIA NOMOR

33 TAHUN 2OL4 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGAI\{AT TERA DAN ANGI(A I(REDITNYA

CONTOH:
SURAT PENYAi\,lPAIAN DAF*I'AR USULAN

PENETAPAN ANGIG I(REDIT (DtlPAI() DARI

PE.'AtsA'I' PENGUSUL I(EPADA PEJABAT
YANG BETTWT'NANG MENETAPI{AN ANGI(A
KREDIT

I(epada Yth.
Pejabat Yang Beruenang Menetaplcan Angl<a l(reclit*)
Di
Tempat

Bersarna ini kanri sampaikan trahan penetapan zrnglca kreciit atas nama-nama pegawai sebagai berikut:

PANGI(AT/GOLONGAN
RTJANG

MASA KBR.IA
GOLONGAN

IrNI't'I(ERJA

2. Demikian surat inr l<arni sampaikan urrtuk menclapatkan penetapan, dan atas perhatiannya kami

ucapkan terima kasih.

I'ejabat Pengu sul tnstanst
hr sat/ Provinsi / Iiabu paten / Kota*)

NIP.

*) Tuliskan jabatan pejabat yang berwenang melletapkan angka kredit.



coNTol-l
DNI.-INR USUI-AN PENE'TAPAN ANGIiA I(RED]T

JABATAN FI.'NCSIONAL PENGAMAT TBRA

INSTANSI :

4

DNFTAR USULAN PENETAPAN ANCKA KREDIT

JI\BATAN FUNGSIONAL PENGAMA'l- TERA PEMULA

Nornor;

ANAI( LAMPIRAN [;

PtrRATURAN BI]ITSA},IA

MUN'I'DRI PBRDAGANGAN DAN

KBPALA BADAN KEPECAWAIAN NEGARA

TBNTANG
KETENTLJT\N PII)-AKSANAAN PERATU RAN

M EN'TERI PENDAYAGUNAAN APARATU R NEGARA

DAN REFORN1ASI BIROKRASI REPUBLII(
INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 20I4 TENTANG

JABATAN I?UNCSIONAL PDNGNMA'T TERA DAN

ANGI(A I(REDITI.TYA

MASA PENILAIAN

Bulan ....... s/d Es/d Bulan

I(ETBRANGAN PERORANGAN

Nomor Seri Kartu Pegarviti

Tenrpat dan'l'alggal Lahir

Jenis Iielamin

Pe rr cli<Iikan -r-arr g cli 1le rhi trtn gkan an gka kl c ditnya

Jabatan I'etrganrat Tera / 't'M'l'

tvtasa l(erja golongan lanta

Masa l{ena golorrgan bnrut

UNSUR YANG D]NILAI

UNSUR, STJI] UNSUR DAN BUTIR I(EGIA'I'AN

ANG I(A Iit?ED]T MENURUT

TIM PENII"CIINSTANSI PENGUSUL

JUMI.,AH

UNSUR UTAN{A

PIiNDIDIIiAN

Pirr ciiclikal sekol alr rlan metn pe roleh i,; azerir / ge lar'

Diplotna Ill

Diplorna II

SIvllJ / SMIi
Fffi kar-,1 ffielatih an fi.t n gsi orr al / teknis .Ia bat;rn F\n gsi orl al

Pengamat Tera Serta nretnperoleh SUrat Tanda 1'amat Pendidikarr clalr

Pelatihan (STTPP) atau ser:tihkat

Lanranya lebih ciari 960 jam

l,anranya antara (r4 t - 960.1am

Lamartya antala 48I - 640 jarn

Larnanya antara 161 - 480 jarrt

Larrranya artara 81 - t60 jam

Lamzurya antara 3l - 8O jam

l,anran"va antara 16 - 30 jam

Penclid jl<arr dan pelatihar-r Prajabatan

ffi*uha' Prajabatan tingkat II



a

NO --ryluo 
lggDINrLAr

_ | I,AMA I RARU IJUMLAHI LAMA I BARU IJuIdLAtl
I 2 3 4 5 6

.',
B

-l*,7IItlI
I

It

It

ll,
I

,BNCAMATAN TERA

A.

13.

C.

D.

I''engamatan tJTfP

I} Persiapan Pctrgamataul UTTP

a. Men.f iapkan Sttrat Perintah'l-ugas (SPT) pengarnatan U'mP

rl Ivlenyiapkar: bukti ideutitas diri pengarnatan UTTP

c. 
I
M.,r)t^pt*rr perlengkapan adrr:inistrasi pelrgamatan UTTP

')\ Peltr I<san aerrt perrgarnatan tJll'P

a. Vt etirt.l t.an pen gaj]t at all terh adap pen ggun aan U'l-lP dan tancl a

tela

tr. Melaktrkan Pencatatzur Flasil Pengarnatzut U'ffP

c. Mengetik Berita Acar-a Ftengamatarr Ul-l'P

3) E'rrahrasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengalnatan U'l"fP

Mengltrnp,rlkan clata hasil pelaksanaan penganlatal LIT'| t)

Pengatnatan BDt(T

l) Persiapan pellgarll atan BDI(T

6, fure,l1'iaptizur Surat Perintah 'fttgas (SPTI pcngarnata:r BDKT

b. tvteiiyiapkan bukti identitas diri pengamata:r BDI(T

;1 f Pengzunatal BDKT

2l Pel lcszuraan pengamatan BDI(I'

a. trte_tat<itt<Cn pendataan pena'daan pada label/bungkus BDIiT,
rn ehptt ti:

iIT ng, jetas clan mudah

ldirne ngert i

(2[*ekuatan label terhaclap kernasa:r (tidrr]t murlah lepas)

L Mengetrli [:]enta Acara Pengamatan BDITT

c. Mengetrk konscp surat perrnintaa:r pencabutan SIIJIr/Iztn
lainrty'a

3) @arihasil pelaksanaan pengamatar BDIi'r

Per garnatan Petrggttnaarr Satuarr Ukuran

r) Persiapa-n pengaruatan penggunaan satuan ulcuran

d. Menyiapkan Sttrat Perintah TUgas (SPT) pengarnatall
penggunaan sattran ukuran

b Ivi e n.yiapkrur bukti iden titas diri pen gunatzul pe n ggun aarl

satrran ttlturzu't
Men5'rapkan perlengkaparr administrasi pengalnatan
penggunaan satuan ukuran

?\ Pel rksanairn pelrgamatzul penggllnaan salttzur ukurart

;t. |tut t"k"i.*t

lsatum 

dan
per'I garn atan ter'hatlap pen g,glln aan clan p enulisan
Iiurrbanrg s.ltllan yarrg ter<:antr:ur pada U'fl'P

h lvlelakukarr pencatatan [rasil pengamatan pellgglnaart stltrlan
ttlcuran

c. Mengetjk Berita Aca-ra Pengamatarl Penggrttraan Satttatr
Ukuran

JJ Evaluasi claur pelaporari hasil pelaksanaalr pengamatan

l)enggurlaan satttzur ukuran

Mengrrrnpulkan clata hasii pelaksarlaarl pengamatan
perlg€unaan satuan ukuran

Per vuIultan Mas1'araltat

Persialran Penyttlttha:i Metrc;logi Legal

a. Menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) penyuluhzur

b. Meqyrdpkan bukti identitas <tiri pelaksaraan penyuluhan

c. tur 
" 

r.tyi"p t atr pe rle n gkap an adrn ini stjasi kene trolo gi eur c1 alam

rangka penY'uluhan



-3-

UNSUR Y,A.NG DINILAI

I.JNSUI?. SL'B L'NSlJR DAN BTJI'IR I(BGIATNN

ANGI(A I(REDIT I\.IDNURUT

TIM PENILAIINS'I'ANSI PENGUSUL

JUMLAH

PENGtrtv{ I]ANGAN PRO FDSI

Pnnrlrtrrrtart k€ilrya tulis/lcarya iknrah di bidarrg pelrgamatan tera

@ilitian/ pengkajian / sur-vei/ evaluasi di

bid arr g p er I p,am atalr te ra yan g dipublikasikan I

Dalam bentuk buku yurng diterbitkan dan cliedarkan secafa
rrasional

Dalarn bentult rn4jalah ihniah

an/ perrgkajiarl /'survei / evaluasi di

tridang pengarnataul tera vzurg tidak dipublikasrkan:

Dalun betrtuk bukrt

Dalam bentttk Inal<alah

ti"ryitutt* berurpa trtrjauan atau ttlasan ilmialr hasil gagasan

senctiri <li biclarrg penganatalr tera yang clipublikasikan:

Dalanr bentLrk buku yarrg diterbitkan clarr diedzu'l<an secala

Dalanr ltentul< rnzrjalah ihniah

t<*,y" tr.rlis lre rupa t.injauzut a1atr r-rlasan ihniah berupa gagasan

serrrliri daiarl bi{an g pelrgalrlatan tera,yan g tidak dipu blikasikan:

Dalarn bentuk buktt

Dalam berrtul< tn akalalt

[lenya"rpatkan prasarzur berupa Liniauan, gagasan atau tllasnll
ilrnialr dalanl pertem\ran ilrnialr

Ivtenyusurr buku panduan rentang pengarnatal-I tera

@iclutan buku dan baharr-baharr lairr di bidang
penganratalr tcra

Terjeurahan/ sadrtran dalarn bidzurg pengalnatar tera yang

dipu blikasil<art :

Dalam bentr.rk buku ,ya-ng ditelbitkarr dan diedarkan secal'a

nasional

b. 
-lDakint 

tre"tut-na,laleth thniatr li ngkat rrasiotrtrl

Te rJ e ttt at r -V = 
art.iran ctalarn bi cian g per) t',tun alt zur tc r a ya:r g ti dali

dipublil<asilczur:

Dalam bentuk buktr

Dalam ben tr"t k rn akalah

pe*-buai-r kcLenttran pelaksanaan dan ketentrran teknts di bideurg

peng,amatajr ter€I

Mer:yU snn Clzur atau menyelnl)Ltruakal starlcla:: l:idarr g perlgaln atan

t.era

Menyusun clan atau merlyetnPurnakarl pedotnan bidang
penga[ratan tera

tut*rt;*o*rr ilan atau menyempurnakan petunjuk tekms bidang
pengamatan tera

JUMLAFI UNSUR UTAMA 1 S,D 3

UNSUIT PENUNJANC}

PIINUNJANO 1(EGIA'I'AN PIiNGNN'IAI}\N TERA

Pengalar ctan atau petatih di bidang perrgamatan tera

fvf engajar pacla pencUdikaur fcrrrnal setiap 2 jan lrelajaran

fvfe,ngajar clan atau rnelatih pada pendidikan darr latihan pctugas

kemeil'ologiarr setrap 2 jam pelajaran



UNSUR YANG D]NILAI

I.JNSUI?, SUB UNSUR DAN BUTIR I{EGIATAN

ANGKA I{REDIT MENURUT

TIM PENII-AIINSTANSI PF]NGUSUL

.I{.tlv{t,AHBAR(J

P--.tr 
"ett" 

rtat^ttr semtnar', lokakarya, bimbingan teknis di bi<Iang

perlgalnatan tera

M*r,grt 
"tJ 

.*r" - ar / Iol<akarya / bimbingan teknis dan berpelirn

Penrrasaratr / perrYa.;i

Pem l:ah irs,/ utoderatot / trarastlnr bt:r

Peserta / pan ttla

I(eanggotaan dalam lim Penilat

@ atau sebagai Tim Tel<nis secara aktif

i{Carrggotaar-r dalam organisasi profesi

Mbnjaci i an ggot a organi,sasi lx ofe.si n asional

sebagrri Pengr-rrtts aktif

sebagar Anggota alctrf

Perolehan pelrghargaan / tzurd a ; asa

funAa pFoghargaan/tanda jasa Satya Lencura Karya Satya

30 (tiga puluh) tahuu

20 (cltra puluh) tahun

l0 (sepurluh) tahutr

Perolehur g,elar- kesar.tallaarl iain nya

frler"pet ote h ijttzah / gclar kesarj€ulaan yang titiak sesuai detrgarr tugas

Diplonra II

Sarj iura li'h-rda/ Diplorna lll

JUM LAI.I UNSU R PDNUNJANG



-6-

Br.rtir l(egiatan jenjarrg.jabatan cli atas/di bar,vah *)

I 2 3 4 5 6 7 E

JUMLAI{ UNSUR UTAMA DAN UNSUIT PENUNJANG

.) Dicoret Yang ticlak Perlu



-o-

ill r,Atvl PIRAN PAI'{DUiilJ NG DLI PAI( :

I
,2

3

Sulat pernyataan telah
Surat pernyataa.Ir telalt
Snrat perlrvittaaD tel?]h

tlan selerursrrva

melakuktrn kcgiatan
melakrrkan kegiata:r
rnc:lal<ttkan kegiartan

NIP"

IV Catatan Pejabat Perrgusul

I
2

:J

A dan seterttsnva

(-iabatan )

(narna pejabat pengusrtl )

NIP.

V Catatan Anggotzr Tiur Penilai ;

1.

'2.

3.

4. clan seterusllYa

( Nama Penilai

NIP.

(Nzuna Penilai II )

NITJ.

VI Catatail l(etua Tim Penilai

I.
2.
')
J.

4. dan seterrtsnYa

Ketua Tirn Penilai,

(Nama )

NIP.



CONTOH

DAI.*fr\R t.rSU LAN PA N t)'t'APA N AN G I(A l( IiED I'l'

JABATAN FUNGSI ONAI, I-'[iNGAMAT TERA

DAFTAR USULAN PT1NETAPAN ANGI{A tiREDI'T

.l ABATAN FLI N C SI O N r\ L P EN GAIvI A*I TE RA'l'l'l RAM Pl l'
Nomor;

ANAK I."AMPII?.{N fr

PDRATURAN BERSAMA
MBNTERI PBRDAGANCAN T)AN

I(IIPALA BADAN I{EI)ECiAWAIAN NEGARA
,IENTAN(.-i

K T'1'I' N'TU A N PE LN I{ SAN/L\ N PD RA'I'U ITAN M EN T E RI

I)I]N DAYAGUNAAN APARATUTT NECARA DAN

RET.-C)RM.A.$I BIROI{RASI RFJPUBLIK INDONESIA
NOII{OR 33'I'AHUN 2014 TENTANG JABATAN
ITUNGSIONAL PENGAMAT TERA DAN ANGKA
I(tIIiDTf NYA

ITIIAST\ PENILAIAN :

Bullut ....... s/d Bttlan

I(BTDRANGAN PE RORANGAN

Nomor lieri liartrt Pegau'tri

Tempat dan Tiutggal l,airir

Jenis I(clzunin

Penclidikan viurB cliperlritttngkan angka kt-cclit.nvit

*t"*tt t.rt*tt"*fera / 'I'lr4T

Masa l(erja g,ulorrgarr larna

N'lasa Kerja golong,tur baru

Urrit l(erjn

UNSUR YANG DINIT^AI

LINStJII, SUR UNSUI? DAN 13t.J'fIR Ii}'GIA'|AN

ANGIiA KREDIT IVI EN U RUT

TIM PENII,AIINSTANSI PENGUSUL

.IUMLAHJUMI,AI I

UNSUIT U'I'AMA

PENDIDII{AN

Pendidil<arr sekrrlah <l lrn rnernperoleh ijarzalt i gelar

I)iplorna III

Dilllotnr:r il

s[,tu/ sN{li

@ fittrgsional/ tel<rris Jabatzur Fungsional
pelgarnat Tcla scrta rnernperoleh Stuat '['anda Tarnat Pendicli]tzur clan

Pclatilran (STTPP) atall sertifikat

l,arnirrrya lr:bih darr 9(r0larn

l.arttrttt-t'il itrttara 64 I - 960 latn

[,arttarrva antara 48 f - f>40 1a:tr
-----<
Llunanva zultara l6l - 48O Jattt

l,imritrtva allttlra 8l - l6() tant

ffisorarrr
l,iunilrt,ya at]tala I t> - 30 .iatn

l:\:nrlidikan clati pelalihan PrzUnl)ittall)

Penclitlikan ctzur pelatihan Prajabatan ungkat ll



-2-

NO

Un*SUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN IJU'|IR KBCIATAN

A GI(A IiITEDI'T fuIENURUT
INSTANSI PE NGUSUL TIM PIi IL\I

l,AtvlA BARU .JLJM[,ATI LAMA BARU JUMI.,AH
II 3 4 5 () 7 8

'2 PtrNGAMATAN 'I'TtRA

A. Pengamntan UTTP

r) Persiapan Pcngarnatzur UTTP

a. N,len5tsun program kerja pcngarnatan UT'IP

Mendiskusikan konsep program kerja penganatalt UTTP
sebirgai peserta

b. Ivlcny'rapl<an peralatan teknis ;'ang clitrrrtrrhkzur unruk
rnclakr.rkn.n pengamatan U'l-fP

2) Peli ksarraan perrgarnatan UTTP

a, Melakukan pengaJnatan terlradap pcngglrnaan ll'l"l'P dein
ta.ndir tera

b. Mclalrukan pengujian arval kcberlalatl hasil pengukuran U't"ll,
(ukur ulang)

(:. lvlelakukan Pencatatan l{asil Penganratan UT'|P
A N'k'n-vampnikan pe ri ngatan p e rtaln a ke pa d a ob_ye k

pengaxlatiut U'l-I'P

e. Melakukan insy:eksi tjndak lanjut obyek pellga:natan
rerhaclap peringatan pertarna yeng telah disampaikan

3) Et,a uasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengamatzul U'ITP

a. Mengumpulkan data hasil pelakse\naatl penganratan UmP
h Melakrrkan pemapara:r darr pembalrasatr substansi evaluasi

pclalrsanaan pengamatan U'l"l'P sebagai peserta

Li. Pengamatarr IlDlt'f

ll Persiapan pengamatan B DKT

a. fulen_yttsun prot'Jam keda pengamatan BDI(T

lv{ e n cti slru sikzur kon sep prograrn kerj a pen giun at aul B D KT
sebagai peserta

b. Mcn.v'iapktrn peralatan teknis yang tlibutuhkan untuk
rnclakuka,n pengarnatan BDI(T

2) Prl ksanazur penfiarrr atan BDI('l

a. Melalnrkaur pendataarr penarrdam pada label/bungkus BDK'f,
meliputi:
(t) Penggunaan Bahasa Indonesia yang jelas dan muclah

ditnengerti
(2) PerrgElrnaan Bahasa selnin Bal-rasa Indonesia, angka arab

dan hutrf latin yang tidak merniliki padanannya

(3) I{ekuatan label terhadap ken:asan (tidak mudah lcpas}

(4) Kekuatan dan estetrka per)ulisan (tidak mudah
Iuntur)/tidak mudah r-usak, rnudah unt\lk dilihat dan
dibat:a

(s) Ukuran tinggi huruf clarr zurgka kuantitas nonrinal

(6) Penulisan lambang sat uam

b. Melakukan pengrgian kebenirran krranta (ukrrran bersih, isi
bersih, berat bersih atau jurnlah hitunga-n BDKT), me li1:uti:

I{ebenarar: kuanta terhadap BDI{'I'-yang belada di
pasaran/ berdasarkarr hasil pcngaduanr (Fost Marketl

c. Ivlcttyusun konsep Berrta Acara Pengatnatan RDKT

d. y s111.:rrrrpaikan Peringatan Pertnm a kepada
produ sen/ im portir/ peugern as B D KT, clala-ur hal :

Tidak memenuhi salalr satu dari kriteria penanclaan yarrg
ditentukan oleh Undang-Undang tentang Metrologi l.egal

e. Men.yiapka:r konsep srlrat perrnintaan pencabutan SIUP/lzin
Iainnya

f Menrinta tembusan/ salirrrur Surat Pcrintah Pencabutan
SIUP/lzin lainnya dari pejabat yang bcrwrnang



,]

UNSUR YANG DINII,AI
ANGI(A KREDIT MBNURUT

UNSUII, SUI.J LJNSUR DAN BUTIR KEGiATAN
'I'IM PENILAIINSTANSl PtrNGUSUL

JUMLAH

n""r,r*i a.r p"t"p"ran hastl pelaksarraal penga:natan BDI('.r

@ii pelaksalaarl pengarnatan BDI(T

tt I 1,r"f"mr@b;1ta"*l substansi evaluasi

pelaksartaarl Pengannatan IIDI(T sebagai peserta

Pc. nguur a tan Pe rr ggl r Iraztn S atr.r an Ll k ut riur

Pe r si irpiur l) (:l n girrr) a t ilt'l p e n ggtln aal-t sa[tl t1]1

M"nf't-r 
".,.t 

progl'arn l<e 11 a penganratan l)elr88lln aan sirtl I al-t

ukrttrur
tr4enOist<usikan konsep program kerja pengamatan

penggunaan sattra:r ukuran sebagai 1:eserta

fvl-ttvt^pk-t p*;liiarr tel<nis yang dibtrtuhkan untuk
rnclak u kart peli giimatan pen ggull aan sat u an utkttratr

Peiak san aa-tt pe n getnt artan l)enggu n aan satu an ukut'tur

n clan Penulisan
satuan clarr lambang sattran yang tercanturn parla LlTI"Ir

t iI etittr t<an p etr catatan h asil p engarn at an pell ggun aan sattrall

rrkrt ra n

Me.rr;.u$,trt Bettta ACara Pengamatan Penggunaanr Satuan

E*trlrrasi dan pelaporart hasil peiarlcsarraan pengalnatan

peilggunaar satuar ukttran

Menguurlrulkan data hasil pelaksaJlaall perlgamatan

p enggLlnaall satrtan ul<uram

tr,I el aku kan pern aparan d a:r pem bahasan su bstzul st cvalu asi

prllah sa:raan pen giul) iltalr p e n ggu il aarl sat u an ulctt t-au seba gai

pcscrta
__J1--

Penyululran M asYalaltat

Rir.siapan I'en-yttluilatr Meuologi Legal

Menyusu tr progralll kerja penyuluhan

M""di"ll,stt att t onsep program kerja penyt-tluhzul sebagai

Merlyiapkan Bahan clan Strategi Penyuluhan

Iv1 en girrven tari sasi balr an penyuluhan

Mt.'t*tist*.tikan konsep trahan dan stratcgi penvuluhan
sebagai peserta

tvt encti stiu sikan kon sep / bah an i rrformasi di bidau g

kemetrologian dalam bentuk rnedia cetak/elekb orrik sebagat

pe.ser'ta

ffirnformasi di bidapg kemetrologian dalam

bentul( media cetak/elektronrk :

l-.e aflel

Brosur

lnterrret / n-reditr sosial

Itlak*attuzur PetrYuluhan N{etrologi Legal

lvlet"k*r-"ktr penyuluhan tatap nrul<a detrgau metocle

kunjttngan ke Pasar/Tempat UT'fP berada

Evalrtasi dan
Legal

pelaporan ha"il peli,rksalrazur penyuluhan Metrologi

tVIc"grn"ettt*isir clata trasil pelaksanaarl penyultthart

tut e*tl st*it *ik an kon sep iap oran l'r asil pelak san aall
pen-r.uluhan sebagai Peserta

Penanganari Pengaduzu'r N{asyara}<at

Mcncrima dag uren$uat lapora1l pengaduan 
'rasyal'akat 

terhadap

pela-r:ggaran lJndang-Undang di bidang Metrologi Legal

M.l^kukar. p.ng"lian yang diperlukan untuk menentukan

se6erapa jaritr ti'gt<at kesalah€rn, masih 6alam batas/tela5 keluzu'

clalr tolet.atr si yarrg ditetapkau

l\'1. I 

^ku 
katl p e tr 

". 

tt * att 13 lJ I(l' rl al am h aJ rrd an-v a pengaclu art

urclikasi peIlYlnrpallgarl

ffilitian RDI(T yang cliindilcasi ada:rva

penylrnpallgan



UNSUR YANG DINILAI

I..INSI..'R, SLIEI UNSUR DAN BUI'IR I(EGIA'IAN

PIiN(i t'1\4 BAN $A N PITO II ES I

PCt'r'It 
"ltflt1 

tifll'vn t.LrliS/kirryal ilrntalr tli tricllrrg pel'Illtunatillt tcl'il

/ pengka.i ian / siLl l-l/ci / evalt titsi tli

llicltmg pel18,(uIr(rtarl tera 1'ang dipublikasikan:

f:itont bc'ttrk hulnr yang diterbitkatr cla' diedarkan secara

rlaSrOrlal

Dal,t,u-, llt:trtttk nr aialah iluriah

ANGI{A KRtiDT[ NltrNURUT

Tllvl PENILAIINSTANSI PENGUSUt,

JUMI-AHJUMI,AH

it / r'enika.t ian / survei/ evaluasi di

biriang i:r:ngatnatan tera vzurg ticlnk diprtl>likasikan:

Dalrrrtt betrtttk btrl<tt

t-t IDatan, trerttttk nrakalalr

I*..,;,1 tlrl," tr.r.,'a trntarra:r atau ulirsatt ilniah hasi-l gagaszur

srnrliri di l>idnrrg pcngamatarl tera yarlg dipublikasikan:

D"k rn lr"trtrk tr.rt u 1'ang cliterbrtkan drur rliedarka:r secara

nasl0I'lfll

i)alaru bentttl* rnalalah ilnriah

Xu y" t.,tti* tr*rit'n trrriauan atall ttlasan ilnliah berupa g'lsasilrr

sendil'i 11;rlarrr lriclmg i>cngatnatan tera.yiing t.rciak dipr-rblikasilcan

a. l[]alarrr ltctrtttlc brtl<tt

Daliru lretr t uh urajizilalr

l\,{"rN.""rl*"kr.r.r 1rr-^=zuan berlrpa (irtjltualr, gagasa-n atatl tllaszu'l

ilrr:iah clalanr perteuruatr ilmiirh

lr'[ enyrr srtn l:u ku pandu ail tentan g pengarn atan

Pe tleu e t,t att atv 1le nyadu r zur buku d ru:r'b ah an - bah an la:n di bidatrg

1:engartratan terat

rtijemartran / saclltra:l clalarrt bidang l)ellgallratan tera yang

dipulrlikarsikart ;

,"1llnli*rt wqtrtt* lrukr-r -vang tliterbitkzur 4an diedalkal secara

na:iitltral

Dr.l,"n b"ritrtl< nrajalah ilrrriah tingkat rrasional

@Eidtrrtg petlgalnatan tera )'ang trdak

drpubltl<astkatr:

Dalarrr br:rrllrli buklt

I )alirrtr l-rt'rttr.tl< rtral<alah

Pe nrbnllatt t<ctenlltnn leLtl.seuiaall Clilll lietetrtuan teknis di biclzurg

Feng,iu.lr^ta11 tet'it

lvlenyrrstt tt (liIIr atau rn en\.erll ptt rrl al<ern staucl zu- bid atr g

peng,iutratitt) tera

M-try.,-*.r .1."t .tatl mellyempunlakerll pcdonran bidang

peng,alilatall tera

N{,,rrr},gSut1 .l,,tr at*'., tttet'rf-tirpttrtrakaq tr)(rttllUuk tekrris bidang

pengamat?rn tera

-JUIvll,AH UNSUR U1'AMA I S'D 3



t

N(_)

UNSURYANG DiNILAI

UNSUR. SIJI] UNSUR DAN I]U]]R I{EGIATAN

AN

INS'TANSI PEI

GI(A I{REDIT MENURUT

GUSUL TII\,1 PENILAI

JUMLAH

,) J 4 5 o 7 I

II UNS LJR ,IJ)NI.JNJANC

PEN IJN.IANG ITEGIA'IAN PENGAMATAN TERA

r\. lJerrrgalar clsur atau pelatil'r cli bidang I)engamatzur lelet

1)

A

Merrgajar patla pertdidiltarr forrnirl 'setiap 2larn pelqlar'rur

Merrgajar da1 atau rrrelatih pada pelrdldikan dal lali|an petllgas
kemetrologian set.iap 2 jam pelajaran

B Peran serta cialam sculinar, Ioknl<arya, bunbingal teknis di bidang
pengarnatan tera

Ii4 en gi l<p ti sern ipar'7i I okalcarl'a/ $im b irrga n tekni s darr berperan
sebagai:

c.

D.

l<

F.

a. I Prrnrrtrsaran/ 1;cnya3i

b. I Pernbahas/ rn odet'ator/ ttarasutnber

c. lPeserta/panitia
lieet ggot?ran claliarn'l'un Penilzu

ttleniiai arlggota Tiur Penilai atart sebagai Tirn Tel<nis secara aktif

liea ggotaar clalam olganisasi profesi

lvl e rrj acli an ggota organisasi profe si rrasion aI

a. lsebagai Fengtrrtrs aktif
h. lsebagar Anggota aktif

Perc rlehzur penghargaan/ tanda 1 asa

Tanda penghalgaalrltarrda jasa Satya [,encana Karya Satya

a.
;-
L),

;

30 (trga puluh) tahuu

ffi
l0 (."putrtLt) tah""

Perr lehan gelar kesarj anaall la.rnlrya

Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaall yang tidak sesrrai dengan tugas
pokoknya

I) lDiploma II

2) lSarlana Mudtr/DiPloma lll

JUMLAIj UNSUR PENUNJANG



-6-

l3utir lie.qiatan jerria.rrg.jabata:t di atas/di batualt ")

1 2 3 4 5 6 7 I

JUTVILAFI UNSLIR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret vang tidak Perln
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I,AMPIRAN PIiNDL'I(UNG DUPAI{ :

1. Surat pern-yataiut telalr melakukan kegiatan '....
2. Sr:r'at perr).yataa-n tclal-r rnelalcul<atr keg,iatzur -.."
3. Surat pernyataalr telah melirlcukatr kegiatan ""'
4. dart setet li snlta

Catata-n Pelabat L'engusul :

(jabatatt )

(nama pejabat Pengrsul )

Catatan Anggota'l'irn Penilai :

( Narna Penilai I )

(Nama Penilai II )

Catata:r l(etua Tim Pcrrilai :

l(etua Tim Penilai,

{Narna )



CONTOI.i
DAFIAR USULT\N PENE]TAPAN ANGITA I{IRBDN .IABAI'AN ITUNGSIONAI, PBNGAMAT TEIiA

DAF"IAR USULAN PENETAPAN ANGK{ KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT,IERA IvIAHIR

NOMOR:

MASA [,ENILI\IAN
Bulan .....,... s/d

ANAI( LAMPIRAN 7

PERATURAN BBRSAMA

MENTERI PERDAGANGAN DAN

KEPALA BADAN I{EPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG
Ii trTIi NTUAN P E LA I{SAN T\AN PE RATU RAN IU E NTT' IR I

PENDAYAGU NAAN APARATUIT NEGARA DAN
I?EF'ORMASI BII?OI{RASI REPUBLIK INDONESIA

NOIUOR 33 TAIJUN 20I'+ T'ENTANG.]ABA'IAN
F-UNCSIONAL PENCAMAT TERA DAN ANGI{A
KREDI'TNYA

Bulan Tahun
TNSTANSI :

I{ETERANGAN PERORAN GAN

Nonrot' Serr ltarrtr-t l'cgarvir't

'l'enrpat cian 'l'anggal Lnhir

.Icni.s I(elarlin

Penciirlikan yang diperhitungl<an anglca kreditnl's

.Jabatan Pengamat'l'era / 'l'M1'

N'lasa l(erja golongan lama

N4asa l(erja golongan baru

Unit lterja

UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT

I.JNSUR, SUB UNSTJIR DAN BUTIR I(EGIATAN TIM PDNILAIINS'TANSI PENGUSUL
JUMLAFIJUMLAI-I

IJNSUIT IJ'I'AMA

PENDIDIKAN

tt' r-tct ia itatt sc lcoleih cl an tn e m pet oleh ij zrzah / gel ar

Diplorntr lll

Diploma ll

srvlu/sMl(

P""d idtk"t,t*. pe latlhan tungsionai / te knis J aba t arr Ftt trgsiorral

Pengarnat'l'era serta memperoleh sttrat 'landa Tamat Pelrliclikalr dan

Pelatihan (STl'PP) atau sertttikat

L,arnan5'a lebilr clari 960 jarn

I-arnarr\,a alttara (r4 1 - 960 jam

Larnzu:ya antara 48 l - 64O.jaur

Larnarrva antarel 161 - 480.iatn

Larnanr,v-a antara 81 - 16O jant

Lamzurya antara 31 - 80 .iant

Lamirnva alltara I6 - 30;alrt

Perrdiclil<itrr tlitrt pelatilratr Pt'ajabatalr

Pencliclrkan ctan pelatiharr Pralabatarr tingkar ll
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NO

UNSUR YANG DINII,AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA I(RE] IT ME VURUT

INSTANSI PENGUSUT, MPE ILAI
I.AMA BARU JUMLAI{ LAMA BAI?U JUIVILAH

I 2 4 5 6 8

PDNGAMATAN TERA

A. Penganratan U'rTP

1) Fersiapan Penganratan Ufi'P
Menyusurr progranr kerja pertgarnatan UI-|P

(i) Men-vusun konsep progranl kelia pengamatan U'I'IP

2l Mendiskusikan konsep program keda pengamatan (rT'fP
sebagai pen_va1i

t3) Mel tturlrskarr konsep I)rograru keq'a pengarnatan U'ITI)

')) Pelaksanaan peng,amatan U1-fP

a. M enyanr p aikan pem beri tah uarr pe laksan aan pe tr ganr atan
UT'IP kepacla ob.yek pengamatan

b. Mclakul<an pengamatar terl'radap penggunaan U'l-l'P dan
tanda ter-a

c. Melakukan perrgujian arval kebenzu'an hasil pettgul<uran
lrT'lP (rrlctrr ulang)

cl. Melakrrkern Pencatatan llasil Perrgarnatan UT1'P

Merr-\'usrtrt konsep Berita Acara Penganratan UTTP

f Menyampaikan peringatan kedua kepada obyek pengamatan
u'rfP

g. Melakr"rkan inspeksi tirrdak lanjut obyek pengamatan UTTP
terhadap peringatan kedua yang telah disampaikan

3) Flva uasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengamatan UTTP

it. Men-yusun rencana kegiatan evaluasi pelaksanaan
penBarnatan U'ITP

b. Mengolah data hasil pelal<sanaan pengamatan UTTP

c. Melakukarl pelnapararr dan perttbahaszur substarrsi evaluasi
pela-liszuraan pen gamatan UTTP se b agai pe serta

rJ. Merurnuskan hasil pettrbahasan evaluasi pelaksanaart
pengarnatan UTTP

u. Pengamatan BDKT

l) {F'ersraparr pengamatan tsDl('l

Merrl'usun prograrn kerja pengarnatan BDKT

(t) Men.yusun konsep prograrn kerja pengamatan BDI(T

(2) Mendiskusikarr lconsep prograln kerja petrgtunatarl BDKT
sebagal penva.ii

(3) Merttrnuskan konsep program kerja pelrgamateul BDKT

2l Pcl akszu'r aan pengamatan BDI(T

a, M enyanr paikan pem bcri tahuarr pe laksan aan pengam atan
BDI(T kepada obyek pengamatarl

b. Melaktrkan pendataan penaudaan pada label/bungkus
BDK'f, meliputi:
(1) Kebenarzur pencanrturnan kata yang men.yatakan nilai isi

belsih, berat bersih, atau netto untuk BDI{T yang
kuantitasn-ya dinyatakan dalam llerat atau volume

(2) Kebenaran peneanturnan kata dan nilai panjang, jtrmlah,
isi, ukuran, atau luas untuk BDI{'l'yang krrantitasnya
dinyatakal dalanr panjzurg, lttas, atau jurnlah lriturtgzur

(3) Kebenaran pencantuman kata dan nilai bobot tuntas,
berat tuntas, atau drained weight untuk BDKTyatrg
bersifat padat dalarn suatu nredia cair, selairr
perlcarrtrlman kata dan nilai isi bersih, berat bersih, atau
netto

i4) Kebenalrut pencantuman kata dan nilai bcrat tabttng
kosong atau beral kosong unLuk BDKT gas cair, selain
pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih, atau
Iretto

c. Melakukan pengujian ketrenaran l<uanta (ukuran bersih, isi
bersih, berat bersih atau jumlah hitungan) BDKT, meliputi:
(l) Kebenaran kttanta terhadap BDKT pada saat prodr.rksi

(h'e lr[arketl

{2) Kebenaran kuanta terhadap BDKT yang belada di
pasaran / berd a sarkan h asil pen gadu an ( Post lr'farlcetl



UNSUR YANG DINII,AI

tjNSUR, SLII'J UNStJit I--)t\N BUTIR I{trCiIA'IAN
ANGKA KREDI.I IV1ENURUT

TIM PtrNILAIINSTANSI PtrNC]USUL
JUMI,AHJUMI.AH

tvlen-vusun konsep Berita Acara Pengarnatan BDKT

Metakutcan perhitungan hasil pengujizur kebenarzur kuanta

Menytrsun sttrat keterangan hasil pengujian BDI(1'

Menyzunpaikan Peringatan Pertama kepacla
proclusen,/inlPortir/pengetrlas BDI{T, dalanr hal:

frl err Siiiarkall, Inena\L'a rlcan, nlem allrerkan, dan rn en i ual

UDI('f -v-ang ttl<t-tt'atr, isi bersilr, berat bersih atau
hitungannya l<ttrang dari yang tercantuln pada
bungkus/label

tut.-ttl'..sutr konsep Surat Penarikan BDKT yang ticlak
rnenrenrr[i keteptrrarr kesesuaialr pelabelan dan keberralan
kuarrtit as tlarI Peredaran

3il rx'r],"*r datr p"lap"rrli hasil pelal<sanaalr pellgalnatan BDI('i'

n Tvt 
",-r 

r*i r r.' *. tr. a n tr k..{,t a', an e" at u uil-p etrrt ian tan
pcrtg,ar:tatarr IIDlt'l
Nkngolah iiata hastl pelaksaRaarr pengarnatan BDI{T

fuf 
"f 

ati*an pemapararr clan pe rnbilh asan su b stan si evalu asi

pe I aksanaran pcn garn atan BD IiT se bagai pese:'ta

Pengamatan Penggttnaan Satttan Ukuran

Persiapan pengantatan penggunaan satuart ukuran

aan iatuzur

u l<u ratr

Menynslttr konsep progreun lcerla pengamatan
penggunaarl satuan ukuran

M crrd isku sikan l<on sep program kerj a pettgamatan
perlggunaan satuan ttkuran sebagai penyaji

Merunrusl<an kousep prograrn l<erja pengalnatar
penggunaan satua-n ukuran

2) l 
pelirlisa' la€rrt pe n ga rrra tatl pet'iggu paarl Satgarl ttltu t'a1t

tvlelerkulcart perrgamatarr telhatlap penggunaart clan

perrulisan satuan dan lambang satu?rn yallg tercanturn pada

BDI{T

Melakukarr perlcatatzur hasil pengalnatan penggunaan
si:ltuan ukuran
M.nyrt"trrr Berita Acnra Pengalnatan Petrggunaan Satrtan

Merrrirerikalr pelitrgaran tertulis Pertama terhadap pengglll'Ia
satuarl ul<uratt vanpl ticlal< sesuai perirttlran perundang-
unrlanqat-l

Melakukan pengarnbitzur hasil cetakall pada pengltmtlman
atau nlen cetai< bukti pengumuman/m em fo Lo f car a- cara lain
sepanja.rrg sesttai dal rlapat diterima beldasarkan ketentuan
peraturan perurtdarrg,Rll yatrg berlaku sebagai bahan alas
cltrgaan acl a:tya pel arlggalarr

Melnlrrtat Berita Ac.ara per"rgzunbilarr hasil cetal<arr pada
pengLlrrrlunan atalt tnetrcetak lrukti
pengumLlman/ metnfoto/cara-cara lartr separljang sesttai dan
rlapat diterinra berdasarkan ketentuan peraturatr
perurrrlangan yang berlaku sebagai beilral atas dugaan
adanya pelanggaran

lr4enyanrpaikan trasil cctakarrr pada pengulnllman atalr
rrr encet erk btrkti pelrgtltrtu tnatr / nemI oto/ cal.a-cara. iaitr
:icpall.lang sesuai clzur dapat dite ritDa berdasarkarr keterrtttan

I)eratulan 1>c,r'ttnctangiln yil]g berlaku sebagai balran atas

clrrgaart aclautva pelanggaran kepacla PPN.S Metrologi untui<
clrpr-oscs lebilr lanjltr

Evalttasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengafiIatall
penfg,unaall satuan ul<uran

Menyttsun reIlcalla kegiatan evaluasi pelaksanaart
pcngatnatan pellggunaanl satuan ttkutrart

Mengolal-r clata hasil pelaksanaarr pengamatan pellggtlllaaJ)

satual) tll<tlran



UNSUR YANG DINII,AI

UNSUR, STJ]3 UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

2

Melakukern l)enlaparan datr ltenrllahasan substatrsi evaluasl
pelal<sanaall pellgamatan pengguni{atr saf uatr ttkurart
sebagai peserta

Mer.,ttrt "ka" t*;ii p.t"lrah..satt .tRttrisi pelaksanaan
penganratan penggutlaaD satuan ukul.al.)

Penyttluhan M trsyatra kat

ANGKA I(RDDI'I' MENU RUT

TIM PENILAIINSTANSI PENGUSUI,
JU M I,AT IJUI\.ILAH

Persiapan Penytllrthan Metrologi Legal

Ivlr:nytrsutr prDgt'am keria pcrr-l'uluharr

tut.-y rluharr

lvltlncliskusikan konsep progranl kerja penyuluhzur

sebagai penyaji
(2)

(5i

Menyiapkan Bahan dan Strategr lrenyuluhan

Merltmuskan konselt progranr ker.1a penyuluhan

tr,nen gia e 
"ti 

fikasi su tnber bah an clan audien s penvuluhatr

Nlcnyusttn ltonsep bahart clan strategi penyuluhau

seLragai penyali

i\{errrbtiat alzrt peraga penyul tlhart

lvlencliskltsika.rn konsep/ batran infornrasi di bidang
kenretrologiarr dalam bentuk nredia ceta-li/elektronik sebagai
pen.vaji

M t' rr1'tt su n pet Ll n j tl li itllttt'tn asl cl i l-rid ang ltetnet rologia n

d ala rn berrtttl< ltrecl iil ce tal< i elel< trorr ik :

Banrrer

Selelrilran / slide

Internet / rnedia sosiai

Melal<r.rl<ar-r koordinasi dengan pihaj</instansi terkait dalan't

rangka penyuluhan

Pelaksanaarr Perryttluhan Metrologi Legal

Melakukart l<oorclinasi pelaksarraan penyr.rlulrzur kepada
obvek penyulttlr:rn

Melaksana-l<an penyttluhan tatap mul<a dengan metode
lcunjutrgatr ke Pasar-/Tenlpat I'JT'|P berada

Menrbrtat tSlog/ uredia sosial

Eialr-rasi tla1' pelapora1 hasil pelaksalaan perrytiluhap Metrologi

lvlclakukan evaluasi data hasil pelal<sanaan penyuluhatr

N,Ienclislcusika-n l<ousep ltrpor:ttr t-rasil pelaksanaaIr
pen-vrtluhan sel-tttgai penl'aii

Merurnus]<a:r laporatt hasil pelaksatlaliln penyuluirart

Pena:t ganarr Perrgad uan Masl'ar-akat

Merrerirna dArt nrertbuat laporal pengadttan nrasyarakat
terlraclap pc1anggaran Utrdarr g,-tlrrdang di bidang Metrologi Legal

lul.lal<u kern in s1r elcsi clugaan pe I a n ggaran b erdasat'l<an laporan
rnasyarakat

Melakr.rkan perrgulialr yarrg diperlukarr untuk lnenetltukan
seberapa jaulr tirrgkat kesalahan, tnasih dalam batas/telah
kelttar ctari toleransi yang ditetapkan

Melakukan penelitian BDI(T dalam hal adanl'a pengaduan
rndikasi penyirn pangan

MCmbuat latporarr hasil per-relitian BDITT yar-ig cliirrdrkasi aclan-ya

l)erlvlnlpallgftt'l

M*.,,vorr1ltuikan paparzu"r hasil penelitiarr BDIiT dalanr hai adatrya

pengadutrrr indrkast pertyirnpangan kepacia pihak lain

Menrberil<an peringatan kepacla perrrilik/ perrr akai / perne gax g

kltasa U1'IP dalarn hal kesalahan/pelanggal'arl trtasih

clirnil ngkinkan u ntttk dilakukan pembinaan



UNSUR YANG DINII,AI

LJNSTJR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIA'|AN

ANCITA I{REDIT MF]I

INSTANSI PENTjUSLIL I 'f
URUT

M PENILAINO

LAMA I ennu IJUMT,AH I I-AIV{A BARU JUMLAH

l 4 5 6 U

PEN

n"1

TJ.

a

:.}EMRANGAN PROIT}'SI

'em uatarl kruya tulis/karya tlnriah di bicta-rtg pengalnatan f'era

Ll t{-G t.,tv tl"r *li hasil penelitian / perrgkajian / survei / evalu asi d i

biclang pcngalniitan tera yarrg clipublikasikan:

(t.

t
lllalarl $entttk lrrtklt -yapg rliterbitkarr rjal cliedarkan secara

nasrotrarl

it;r^
?\ ffiasilpenelitiarr/pcnglcajizur/survei/eva1uasidi

lridans Denpauuatall lera yanR tt<lal< ciipublika.sikalt:

a Tnirarn nentttk hukut

l;. lDalarn bentuk nralcalalt

3) li"iia t.rtis berul>a tr.jaua' atau ulasan ilmiah lastl gagastu-r

sentliIi cli biclan1i [)errgatI]atarr tcra vang dipr-rblikasil<an:

o- lOulani tte"t.rk truku .yang cliterbitkzur darl diedall<atr secata

lrrasional

r,]ffiffi
4) t zuaa t.rtis berupa titrjauarr atau rllasan ilmiah berupa gagasan

sencliri clalam biclarrg pengalnaLan tera yang tidak
dipublikasiku:

ir. lDalarn bentttli bttl<tt

h. lDalaru bentul< rnakalah

s) M.r;)orrtputL.'t pi:asaran berttpa tin-iaua1, gagasarl atau ulasal
ilmiah ctalarn peltenttlau ilmiah

6)

Perr
pell

xl".rr"5arvpe.',')'atl,,rCtr buku clan bahan-bahan Iairr 4i bidatrg

{arltalan tel'a

r) Terjernahalt/ sadttran clalarn bidang pellgarnatatr tera -yang
rliuulllikasikan:

r lDal'dnt beJituk buktr yarrg cliterbitl<eur tlatt cliedarkan secala

lnasiorral

b lDal'd"t l)-"tttk tt*Jatalr ilrniah tingkat rrasional

@ dalarn Lridartg peng,arnatan tera yalg tidak

dipublikasil<an:

a. lDirlam berttuk bul<ut

t) Dalant bentuk makalah

ilutt uata" t*it"nt.,at. lretoicianaot't dan ketentuan teknis di bittang

pengamatan tera

r) Meny,su" ilan atau tnenYemPurnakan standal biclang
per'tRarllatan terir

z)

;J'

Me.,ri'us"; clan atau menY€mpurnakan pedornan bidang

pengallratan tera

tvtenl'rifun clan atau menYemPLII'nakan petttrr-iuk

pengamatall tera
tcknis bidang

-IUN,,II,AH UNSI-IR UTAMA I S.D 3
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NO

UNSUR YANCi DINILAI

UNSUI{, SUB UNSUR lfr\N BUTIR KIIGIATAN

ANGI{N I(ITI'I

rNS'r'ANSI PFIN(}USUL 
l

-

LAMAI BARUI!uML1\ll]

)I'f ME
,I

I,AMA

NUI{U'T
.IM PI'T

I]AI?TJ I

I z
,l 6 a I

II LJNSL}I\ t'IiNUNJAN(i

I)IINU}I.]ANG IiI!](}IA'IAN PENGAMA'I'AN TIIRA

A, Penga.;ar datn atarr pelatih <li llid;rng perrgatnatan tera

r] i\,lengajar trracla pendiclikan fornral setiap 2 jam pelajzu'atr

a) lv{enga.iar clan atau rnelatilr pacta penclidikarr tlan latihan petugas
kemetrologian setiap 2 .iant pclajaran

13. l)erarl sertir <lalrun sentittar, lokakarya, birnbilgart tekrris cli biclatrg
pengamatiin tera

M engil<r r ti se m i nar/ lol< al<arya/ binr bi rrgarr tek nis datr berperan
.sebagai:

tt. Pe rn rasat'nrr / pen.ytr; t

b, Pe rn halras/ rrocle ratr.t r'l t.tl-rritsu rn l;et'

c Pcserta/ lranitra
( i\ear)ggotaart tlal;t rr.t Tint l)crriliri

W 
n* p."itafutarr se,rr.,gai t tnt rekttis .set;ara aktif

l-) . [(earrggot a irrr r.la laur organ isttsi p rof'e si

I'1en-iarlr anggota orgzurisasi plofesi nasional

a. sebagai Pengurus itktil

b st:bagai Anggota aktif
t1. Perclehan pen glrargaan / tandir jasa

'l'arrclir ;rt-'rrgilrau'gaarr/tarrtltr.jasn Satl'a [,ertcana l(arl'a Satya

a. 30 (tig,a putuh) [ahurr

t: 20 (ciua puluh) tahun

c. l0 {scpululr} ta}run

t{ Perolehan gelar l<cszu-iatraan laittttya

lr4emperoleh ilazatrlgelar kesarlanazul yang trdak sesttai clelrgart tugas
uokoknvn

il Diplorrra II

')l
i, Sarjar rl N'irrcltr/ Drplorrtit ll I

JU MLAFI UNSUR PBNUNJANC}



Butir Kegiatan jenjang jatratan cli atas/cii barval'r *)

I 2 3 4 5 6 7 8

.lLlN,lLAI-l LlNfiUR tI'fAMA Dr\N UN$UR PDNLINJANG

") Dicoret Yatrg trdak Perltt



LAMPIRAN PENDUI(UNG DUPAI{ :

I. Sr.trat pel'nl'ataan telalr rnelakttl<an kegiatarl ""'
2. Surat pernyalaalr teial'r nrelakukan kegtatan '"'
3. Surat pel'tlyataan telah melakukan kegiaiafi ""
4. dalt $eterusnya

Cafatan Pelabat Perrgusttl :

( jabatan )

(nama pejabat Pengusul )

( Nanra Pertilai

(Nama Penilat II )

atatall ltetua'I'itn Irentlar :

I(etua Tirn Perrilai,

(Nama )



ANAK LAMI'IRAN 8
PERA'TUR/\N BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN

KEPALA BADAN IGPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG
KETENTUAN PELAK$ANAAN PERATURAN IVIEN'TER'

PENDAYAGUNAAN APARATUR NDGARA DAN

REFORMASI BIROI(RAST REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANC JABATAN
FUNGSIONAL PENOAT!{AT TDRA DAN ANGI{A
I(REDITI.[YA

CONTOH
DAIzTARUSULANPENETAPANANGKAKREDITJABATANFT'NGSIoNALPENGAMATTERA

DAIT'TAR USULAN PENETAPAN ANC}I(A I(RI'DIT

JABATAN FUNGSIONAI, PENGAMAT'I'EI{A I,fJNYBLIA

NOMOIl:

INSTANSI :
MASA PENILAIAN :

Br-rlan .-..... s d Bulart

I{ETERANGAN PERORA N(}AN

Nomor Seri l(artur Pegaweri

Tcmpat dan 'l'anggal Lahir

Jenis Ketanrin

P".rtdr,ttk"t r'." diperhitungkan angka kreditnya

Jabatan Penganrat Tera / TMT

Masa I(erja golongan lama

Masa Kerja golongan traru

Unit l(erja

UNSUR YANG DIN{LAI

ANGKA I(REDIT MENURU'I

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KtrGIi\'IAN TIM PENILAIINSTANSI PENGUSUL
JUMLAH.IUMLAH

TJNSUR UTAMA

PNNDIDII(AN

Pencli ttrkan sekolah ci Rn ttr e rnp erole I t ij'azah I gel ar

Diplonra II

sI\{u/sMl(
Pe"r cn"ttl.an ctau peiatlfiatt ftt n gsio n al / tekn is Jabat an Fu n gsi on al

Itngamat. Tera serta tnetnpet'oleh Slrrat Tarrda Tarnat Pendidikal dalt

Pelat-rhan (STTPP) atatt serti{ikat

Lartanya lebitr dari 960 jam

Lamanya antara 641 - 960 jant

Larnzurya alttara 481 - 640 jam

Larntrrtya Eultara 161 - 480 jatn

Lzunanya antarit Bl - l6()jam

Lamanya 6ultal'a 3l - BOSam

Lanauya antara 16 - 30 taun

Pendrdikan dzur pelatrhan Pra.labatan

Pend.idikzur clan pelatihan Prajabatan tingkat II
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I,]NSUR YANG DINILAI
ANGI(A I(REDIT MENURUT

UNSUR. SUB LINSUII DAN RUTIR I{EGIA'I'AN TIM PENILAIINSTANSI PtrNGUSUL

JUMLAHJUMLAH

PENGAMA'TAN TEIlA
Pengamatan UTTP

Persi ap'arr Pengarnatzut IJTTP

Ivleriynsun program kcda pengamatan UT'|P

fulencliskusrkau konsep progri-ull kerla pengarlatan U'["T'P

sebagai pentbahas

Melaktrkan koordirrasi derrgarr apzu'at penegak hrtktlnr dart

urstansi terkait dalam ratrgka pellgarnatan U'I-l P

Pelalisanaan pengatllatan Ul'tP

Metat<ut<an pengamatan terhaclap penggunaan TJTTP dzur

Me nr eril<sa clan tnen ganr ati doku mentasi perijinart U'l*f P

M e I akukarr Pencatatan llasil Perr garrratan UT'IP

Mcnrbtrat Berita Acara Penerirnaan U'ITP yang ticlak sesu€u

ketenttlan, ltntul< diserahkan kepada PPNS Metrologi grtna
pr'oses lebih leurjut

Membantu/rnernfasilitasi PPNS Metlologi dalant
pe n gu rrpu lan bu k tr / tr ah an keterarr gan clalam ran gka
penf i dikan pelarrggaran LlTTP

MernScrika. keleranga' alrli 4alam pe'sidartgiut Jrerkara

Evaluasi dan pelaPoran hasii pelaksanaan pengamatan U'mP

Merrganzrlisis dan rnellyusun data hasil pelaksanaan
pengamatm Ll'lTP

Melal<ukan pernapariul dan pembahasan substansi evaluasi
pelaksanaan pengarnatan UTTP:

sebagai penyaji

sebagai pembalras

Menl.ut sun clatabase hasil pelaksanaall penganratan UTTP

Penga'nn1s1 BDI(T

['ersiapzur pengamatan BDI{T

lr4 erryu su n program kerj a pen ganl atal'I BDI(T

ftt e".iist* aikarr konsep progratn l<erj a pengalnatan B DI(T
sel:agai pernl:ahas

ld*iat rrL"tr lcoordinasi tlengaur aparat penegak hukttnl dan

instansi terl<ait dalaur rangka pengamatan BDI{T

Prlaksanaarr pen garnatan BDI(T

M"t"k"k"tt pengtrjizur kebeuaran kuzurta (uktrran bersih, isi
bersih, berat bersih atau jumlah hiturrgan) RDKI, rneliputr:

--li{ebettff"t t<tlattta ter-hadap BDKT pada saat produksi
(he Market)

Me,rlr.sutr konscp Berita Acara Perrgamatatr tlDl(l'

Men.yzuupaika-rr Peringatar: K edu a kepada
proclusen/importir/ pengemas BDI(T, dalarn hal:

frAat ruenrenuhi salah satu dari kritena peuzuldaa:r

yarrg di*'ajiblcarr oleh Undang-Undang tentang Metrologi

Legal

M en ged"t't --r, rr, e na **'.t'katr, mem a.ar erkan, dan m enj ual
BDI(T yang ukuran, isi bersih, berat bersih atatl
hituugann.ya l<ut'ang dari yang tercanturn Pada
bungkus/labcl

Mcla,lcr.rl<an inspelcsi tindak 1arljtrt obyek petrgalnatarl

terhaclap peringat€u"l kedua yang telah disanrpaikart

M"-b"rt -Berita Acaia Pencrirnaa.n BDI(T 1'ang tidak sesuai

ketentttan, utrtuk diserahkal kepada PPNS Metrologi guna

proses lebih lanjnt

Membantu /nremfasihtasi PPNS Metrolugi clalartr

pen gu urpulan bu l<ti / bahan ke te ran gan dalarn rzurgka

penyiclikarr pelanggzu'a-q BDI('I'
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UNSUI? YANG DINILAI
ANGI{A KREDIT MENURUT

UNSUR, SUR UNSUR DAN BUTIR KEGIA'I'AN TIM PENILAIINSTANSI PENGUSUL

iJ{."th.rtk"n t etetJgart ahli dalam persidangan perkara

pelanggaran BDI('I'
Penaril<an BDK'I' Yan g tidak

sesuai ketentr:an kepada obyek pengamatan BDKl'

ffiidap penerapan Surat Penntah

Pena,ril<a-rr BDK'f

ffidengan Pelabat Peuerbit Sttrat lzin

Usaha Perdag;tnga-n (SIUP) perihd pencabutan SIUP atas

pelanggalarr ketentuan BDI$ 1"ang belurn clitarik clal i

p"t*aoiatt berdasarkatr Surat Perintah Penarikan BDI(T

M.tak., I**t t*ordin a st clen gan Pej ab a t ]'an g berwell aI'I g

periha.l perrcabutan izirr ttsaha larnnya atas pelanggaran

ketenttrarl BDI(T yang belum ditarik dari pereclaran

berclasarkan Surat Perintah Penankarr BDI(T

aan Perrcabrrtan SIUP/ lzirr

iairrr"ry a l<ep acl a pei ab at yang betu'e 11 alr g

r^,affi elaksarraarr pe n gam atan Ei DI(T

M. "gilt.tGis.tatl 
nr eny'rr su tr data hasil pelak san aan

pengarnatan BDI(T
bahasan substalrsi evaluasi

pelaksarr aatr Pengarnatan BDKT:

sebagai penyaji

sebagai pembahas

N,l"rr'lr""skt* hasil 1:ernbalrasan evaluasi pelaksanaan

perrgalratan BDI('| --
ffisil pelaksanaarl pelrgau:Iatar-1 BDK1

ne.ngat"atzu'r Penggu naarr Sattra:r Ukuran

f ititapan p en ganr atan pen gsrtl aan satuan uku rrur

Me -1vr. sr.r n pro grzun ke rj a p en ganl ata n p e tl g$ril aan satuarr

ttkutan

lvl eiiclisku sikan kon sep prograrn kerj a pengant atan

penggunaan satuan ukuran sebagai penrbahas

ffi"k,lka" k"*.li"asi clenga' aparat penegak Sukum dan

irr st an si terkart dala:n ran gka p elr gann at all pen ggunaan

satuan ukrran

P"t'.ksanaatl p en gam atan pen gguu aan satu an u ku t'an

tvt eny** p aikan p enrberi tahrt an p eli'tJssauraal I Pe tr ganratall

penggunaan satuan ukurau kepada obyel< pellgarnatan

Vf et af*u tun pe ngam a t an terhadap p en ggrl naan dirn

penulisan satuan darr larnbarlg satuar yalrg tercantum pada:

pengumulnan mengenai b:rranrg yarlg dijual dengan cara

ii,.t .rr, ditakar, dan diti'rbang yang dilalcukan mela-lui

mectia cetak, media elektlonik, atau surat terrpela-n

u e. t" Ue.rt ahru an I ainnya )riul g nl ellya takan trktt r 2r,
talcaran atall l)erat

llclakr:kan pcncatatiur hasil pen€iamatall pellgg\lnaal'I

satuat-I ukurzut

M""y.*utt U--ta Acara Pengamatan Penggunaan Satuan

Ukr-rran

Melaporkan kejadiarr yang rliternui di laparrgzur secan-a

tertuiis kepada pimpinan unit dan PPNS Metrologi/Penyidik

tut 
"rtt 

U er'ikott perin gatan tertttlis ke tlu a t erhadap pen gguna

satuarr rtktrran yang tidak sesuai peraturan perundarrg-

undangan
-uan kePacla PPNS Metrologi

dalarn rangka penyicl.ikan penggunaan satuan ukurax

M*"b."tkan k"tera-ngan ahli pada persida'r:gzur perkara

pelanggararl penggullazut satuanr ukuran

Evah-rasi dzur pelaporan hasil pelaksanaan pengarnat'an

pe.ilEgunaau satu an ukurart
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UNSUR YANG DINILAI
ANGI(A KRBDI'I' MENURUT

LINSI.)R, SUB IJNSUR DAN 13U'I]R KL]GIATAN INS'I}NSI PBNGUSUL TIM PENILAI
JUMLAHJUMLAH

Meng"r*ti.sis dan menyusun data hasil pelaksanaa:r

pengarnataur pelrggtlnaan satttan ukurzur

Penyultthan MasYaral<at

Metat<ut<an pe ttt apararr dan pern bah a san sub slarrrsi ev aluasi

pelaksarraarl petlgarrlatall Penggullaan sattlan ttkurarr :

sebagai penyaji

sebagai perrrbaltas

M eny'u su n database hasil p elal(sanaall pen ganr at an

penggunauur sattranl ttkurzur

D.

lt..Giapzur Pen.1'ttluha:r M etrologi Legal

NGuytrsun prograllr l<erja i:enyululrzur

I\,l-",ti.sk,rikzur kon sep p ro gr am kerj a p en1rulu h arr

sebagai pembahas

tuten.ui"1tt zut Bahan cla:r Strategi Penyultthan

lrl e. rtt-"k I .-tt€"* on.se p b ah zur d an stlate gi p e rl-vtt I tt h arr

scbagai penrbahas

Nletr)'u*tn irah*t .t"r't stJaLegi perr-l"ttltthan siap pakat

i Uictattg

kerrretrologian cla litnt bentuk tnedia cetal</ clektrotrrk sebagai

petnbahas

@infonnasi cti bidang kernetrologian

clalam bentuk meclia cetalc/elektronik :

I(oran / M aj alah / Tabloicl

lnternet/ lnedia sosial

Pclakszurazur Penyuluharr Metrologi Legal

Mel"L-*t"t at"t pentn:tuttzur tatap muka dengan metode

kunjungan ke Pasar/Tenrpat U'ITP berada

M-l-t sarl"tfi pettyttll..h"tl tatap mttka dengan kelompok

masyarakat

Melaksnnakzur penS'uluhan melalui media televrsi daerah

M"1"L"-l"kin penl'uluhatl nrelaltri nle<lia raciio ciacrah

Evaluasi dan pelal>orarr

Legal

hasil pclaksanaan peuyttluhan Melrcllogr

M"rtga"al*is <lan rnenyusurl data hasil pelakszuraart

penlnrluhan

tntenitist<usikan lconsep laporzur hasil pelaksana€u)

penl'uluhan sebagai Pemtrahas

-en iu.n gat't arr Perr gadtt an M asyarakat

lrf ertre t@ pelanggaran Urrdang- Uldang di

bidzurg Metrologi Legal

Mr"rn "1"-'"""."a 
tittaatat sebagai umpan balik pengaduan

rnasyarakat

Met"b"at lapottn tertulis tentang perrgacluan dan

menyampaikan renca.rra tinclalcan kepacla pimpinarr unit tlal
ppN S tvL'trolo gi j ilia cli1> e rlukan trndalcan penl-i dikan

Mel"kL,kar-n-oet si o.rgaart pelartggaran berdasarkarr laporzur

rnasyarakat

ffi yang clipellttkan utrtuk rncncrttukarl

seberapa Jauh tlngkat kesalahan, masih clala:n batas/telah
keluar clari toleransi yang ditctapkan

M.* b".tktt p-rin gatan kepada pemilik / pem akai / p e nr e gan g

kuasa UT'[P dalanr tral kesalaharr/pelanggaran masih

ctirnungkinl<am untuk dila-!<ukan pemblraart

ffiar tanggapan pen ga6uan masl'an'al<at

l"1e- fa^s,lit€* lletr gLimpulan bahan keterzurgan /bukti
pelanggzu.zur dalam r.anglca penyiclikaD tindak pidana bitlang

Metrologi Lcgal
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UNSUR YANG DINII,AI

UNSUR, SUB UNSUI-T DAN BUTIR I{EGIATAN

PDN G E IvI BAN GAN PRO FL]SI

ANGKA I(REDTT MBNURU'|
'IIM PDNiI-Ai

JUlttLAli
INSTANSI PENGTJSUI.,

JTJMI,AH

petnbuaiolr ka6's tirtis/kru-ya ibniah cti bidang pengamatar) tcra

Ii*va t"ti s / ilmtalt hasil peneli tian / pen gkaj i zur / su rvei / evalu asi

cti biclang perrgatnatan tera yang clipublikasikan:

Dalarn benttrk buku yang diterbitkan dan cliedarkan secara

nasional
Dalzurr berrtuk rnajalah rlrniah

K"ry" r.,t* / tt"r*t. frisit pen e litia' I pe^gkaj i an / surve i / e valtt asi

cti biclang pengamatan tera yang tidak dipublikasikzur:

Da]am bentuk buklt

Dalan bentuk makalah

ftary* t.,ti. beiupa tinjapan atau ulasan ilnia5 hasil gagasan

sendiri tti bidang pellg?rmatan tera yang dipublikasil<an;

Dai,urt t"'nt"k i:rrkLr yar:g diter-bitkan darr diedarkan seCala

rrasional

Dalam bentttk rnajalah ilnriah

Iizuyo tiitis be*rpa ti'jalan atau ulasan ilmial berupa gagasan

serrclin clalzun biclang perrganrattur tera yang t-idak

dipublil<asikan:

Dalaut bentuk bt-tku

Dalam berrtrr k nrakalah.

Menyzunpar.katr prasa:'an bel'upa tiniauan, gagasan atau

ilnriah dalarn perttlnrtlarr ihniah

Menyttsun buku panduzur tentang penganatall tera

L'.r*tJe*"tr*Vpinyacluran buku dan bahalr-bahan larn di bidang
pengatnatarl tera

Terjem ah an / sadu ran dalarn bidang ptlngarn ata-n tem yaJrg

dipubliltasikan:

Datrm b""tuk bulcr-i yang diLerbitkzur dan djedzu:kan secara

Oat-n berrtttk majalah ilmiah tingkat nastonal

Tcrr,-ah"./s.d"rarr datam bi<lang pengamatarl tera yang Lidak

dirrublikasikan:

Dalzun bentuk bulctt

Dalam bentuk rttakalah

pe-t1,.,tan lietetrttl;r:r pelirksanaan dal ketentuan teknis di bictang

penSarxatan tera

Metrw,sun dan atau rnenyenrpurrrakan strrndar bidang
perlgamatan tcra

Itf en;-usun datt atau
perrgamatan tera

menyernput'na,lian pedornan bid art g

ftl 
" "W, ".r " 

a at-t ita,l trr e.l_yernpurrr alian petttnj uk te krris bid ang

perlgamatall tera

.IUM].AH UNSUR UTAMA I S.D 3
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UNSUR YANG DINII,AI

UNSUR, SUIJ UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGI<A KREDIT MENURUT
TIM PENILAIINSTANSI PENCUSUL

JUMLAH.IUMLAH

UNSIJR PENUN.IANG

PENUNJANG I(ECIA"|AN PENGAMATAN TERA

Pengajar dan atar.t irelatih cli bidang penganatarl tera

Mengajar pada pendicliltan forrual setiap 2 janr pelajaran

Melgajar dzur atau rnelatih patla pendidil<an dan latrSzur petugas

kemetrologiiur sedap 2 jarn pelaiar'rur

perC.-"elta rlalam st:tt:tittar, lokakzuva, bitnbingan teknis cli bida;lg
perrgamatan tera

,-'is A--t berPerzu:

sebagar:

Pemrasararr/ 1>envaji

Pem bahas/ rnoderator / n arasumber

Peserta/panilia

I(eanggotaal clalam Tim Penilai

ttlerUacti arggota Tirn Penita-r atar.r sebagai'fim Telaris secat'a al<ti

I(eanggotaan dalarn organisasi profesi

Menjacli zurggola organrisasi profesi nasional

sebagar Pengurus aktif
sebagai Anggota aktif

Perolehan penghargaan / tanda j asa

iial d a pen gh'a:'gazur / t a.n d a .; as a'S nt-t'a l,e n catr a I( ar-ya S atya

30 (tiga pultrhl tahtrn

20 (dua prrlt-th) tahuu

l0 {sepuluh) tahttn

Perolehan geler kesar.ianaa:r lainnYa

Memperoleh iiazah/gelar kesarjanaan) yang tidak sesttai dengan
tugas pokoktrya

l)iplorna II

Sarjana Muda/ Diplorna III

JUMLAH UNSUR PENUNJANG



l3utir l(egiatan jenjarrgiatratan di atas/cli bau'ah ^]

I 2 3 4 5 6 7 8

JUT.ILAFI UNSLTR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret Yang ticlak perlu
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III I,A[vl PIRAN PBNDUKUNG DUPAI(

L Surr\t pernyataan telerlr nrelaliukcr,n kcgiatiur

2. Sttrat pcrtr,yrrtaan telalr urelakLlkeut kc'g,iatan

.]. Srtrzrt pernyataan telah rnelakuktrn kegtnttrn

.l . darr seterusrrya

IV Catatan Pejabat Pengusul

l.
2.

3.

r|. clilrr sc"terttsrrya

(jabatau )

(nama pejaba( pengustrl )

Catatan Anggota Tirn Penilai :

I
r>

o

4 clanr seterttsnya

I Narna Penilai I I

{Nama Penilai Il )

VI Cat{rtan lietua'l'rrn Penilai ;

1

2.

3.

4. dalt seterusnya

I(etua Tirn Penilau,

NIP.
(Nanta )



ANAI( LAMPIRAN 9
PBRA'I'URAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
IGPALA BADAN KtrPEGA\VAIAN NEGARA
TENTANG
I(ETENTUAN PELAI(SANAAN PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARA'TUR N EGARA DAN

REFORMASI BIROI(RASI REPUBLIIi INDONESTA NOMOR

33 TAFIUN 2OT4 TENTANG JABATAN F-UNGSIONAL

PENGAMAT TIDRA DAN ANGI(A I(REDITT'|YA

CONTOTT
SU IdqT. PERNYATAA N IVTEN C}II{UTI
PENDIDIIfi N DAN PEI,A'I'IFIAN
FU NC SiIONAL/TEI(NIS .IA BATAN
FUNGSIONAL PENGAMA'| TERA

SURAT PERNYATAAN

MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIFIAN FUNGSIONAL/TBI{NIS

.]ABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT TERA *)

Yang trertanda tangan di ba'*'ah ini:

Narna
NIP
Pangkat/ golon gan ruang
Jabatarr
LInit kcrja

Menyatakan bahs'a:

Nama
NII)
Pangkat/ golongan rttang, TM'l'
.Iabatan
tJnit kerja

I'elah mengikuti pendidikan
sebagai berikut:*)

clan pelatihan Fungsional/Teknis jabatan fungsionaI Pengamat Tera

Dernikian pernyataa^n ini dibr-rat untr-rk c{apat dipergr-rnakan sebagaimalla mestinya'

Atasan Langsung

No tJraian Kegiatan 'fanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volurne
I{egiartan

Angka
Ituedit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

L 2 6 7 B

1

2
3.
4.
5.

cist

*) Coret yzurg tidtllt Pc:rh.t



ANAI{ LAMPIRAN 1O

PERA'I'URAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
I(EPAL,A I-lAf)AN I{ EPTXiAWAIAN NITGAR4
TENTANG
I(ETENTUAN PELAI(SANAAN PERATURAN MIINTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORI\,{ASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR

33 TAHUN 2OT4 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGAMAT TERA DAN ANGI(A I(REDITIVYA

CONTOf I
SURA'I' PERNYATAAN ]VI ELAI(UI(A N
I(EGIA'IAN PENGAMATAN'TERA

SURAT PBRNYATAAN

MELAKUIGN KEGIATAN PtrNGAMATAN TERN

Yang bertanda tangan di bau'ah ini:

Narna
NIP
Pa ngkat/ golongan rllang
Jabatan
Unit kerja

Mcnyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat / golonga tt r-uang,'f M'f
Jabeitart
Unit keria

Telah melakukan kegiatan pengamatan tera sebagai berikut:

Deprikiarl pern.\,ataap ini clibuat unttrk clapat dipergunakan sebagairnana lllest.inya'

No LJraian l(egiatan Tanggal
Satuau
Hasil

Jurnlah
Volume
Kegiatan

Angka
I{rectit

Jumlalt
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

I
,J 3 -f 5) 6 8

1

2.
3.
4

J
dst



ANAI( LAMPII?AN I I
PERATURAN BERSATV1A

MENTERI PERDAGANCAN DAN
I(EPALA BADAN I(EPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
I(ETENTUAN PELAI{SANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROI(Ri\SI REPUBI-lI( INDONESIA NOMOR
33 'IAFI{.JN 2014 TDNTAN(J JARATAN I'-UNGSIONAL
PENGAMA'I TERA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOI'I
SURAT PERNYATAAN MELAI(UI(AN
KEGIAI'AN PENGEMBANGAN PROFESI

SURA]' PERNYATAAN
MI]I,AKLII{AN KtrGIA'IAN PDNGEMBANCiAN PROFESI PIINGAMAT TERA

Yang bertanda tangau di bawah ini:

Narna
NIP
Parrgkat / goionga n rtla llg
.Jabatan
Unit lcerja

Menyatakan bahu'a:

Nama
NIP
Parrgkati golongart ruang, TMT
Jabatan
Unit ke{a

Telah melakttkarr kegiatan per:gernbangan profesi Pengamat Tera sebagai beril<ttt:

Demil<ian pern.yataan ini clibr"rat untnk dapat dipergurrakan sebagairnana mestin5'a.

NIP...

No Llraian l(egiatan Tanggal
Satuart
l{asil

.lunrlah
Volume
Kegiatan

Angka
Iiredit

J r.r rnlah
Angka
I(reclit

Keterangan/
burkti fisik

I 4 5 t3 7 B

tI

2,
3.
A-t.

5

clst



ANAI( LAMPIRAN 12
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
I{EPALA BADAN I{EPEGAWAIAN NBGARA
TENTANG
I{E]'trNTUAN PELAI(SANAAN PERATURAN N'IENTERI

PBNDAYAGUNAAN APARA'I'UR NEGARA DAN
RET.-ORMASI BIROI(RASI REPUBLIIT INDONESIA NOMOR

33 TAHUN 2014 TENTANG JAIsATAN FTJNGSIONAI,

PENGAMAf 'IERA DAN ANGI(A I(REDITNYA

CONTOH
SUII.A'I. PERNYATAAN I\'i EI,AI(U I(AN
I(EGIA'IAN PENUN-JANG PDNGAMAT'IERA

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PENGAMAT TERA

Yang bertanda tangan di bar.vah ini:

Nama
NIP
Pangkat / golongan ruang
Jabatan
Unit kerja

I\4enyatakan bahrva:

Nama : ... '.
NIP : .."'
Pangkatlgolongart ruang, TMT : .....
Jabatan 1.....
Unit keria : .....

Telah melakr-rkan l<egiatan penunjang Pengamat Tera sebagar berikut:

Demikian pelnyataal ini dibuat untuk clapat dipergr"tnakan sebagaiulana mestinya'

:

I

t

No Uraian Kegiatan Tarrggai Satuan
l{asil

Jumlah
Volume
Kesiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keteranganf
bukti fisik

1 '), -J 4 6 B

1

2.
?

4.
5.

cist



ANAK LAMPIRAN I3
PERATURAN BBRSAMA
IVIENTERI PERDAGANGAN DAN
I(EPALA BADAN I(EPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KBTENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI

PENDAYACUNAAN APARATUR NEGARA DAN RBFORMASI

BIROIGASI REPI.'BLII( INDONESIA NOMOR 33 TAHUN

20 I4 TEN'TANG JABATAN F-UNGSIONAL PENGAMAT TERA

DAN ANGIG I(REDITNYA

CONTOH
PENETAPAN ANGI(A IGEDIT

PENtrT'APAN ANGI{A KREDIT
NOMOR: .....

Masa Penilaiart:

I{BTERN N GAN PERO RANGAN

Nama
NIP
Nomor Seri I(ARPEG
Pa nel(at / Ciolon gan rltan g, 'I'MT

Ternpat dan Tanggal lafrir 
-Jenis Kelamin

p.naffi,rttg&," 
^"gF^ 

Lt"44ryg

Js-
Unit l(eria

PENETAPAN ANGI(A I{RBDI'T

LINSUR LITAMA
A I Pendidikan

l) Pendidikan sekolah
Z) p*.taidit *.t dan pelatihan [ungsiorral/teknis Jabatan

I.JNSUII PTJNUN.IANG

Penunjan g Tugas P.!gq-e!Tg.*
Jurnlah Unsur Penunlan

JUMi,A}I UNSUR TJTAMA DAN UNSUR PENUN'JANG

tn I nap,'\'f DIpFiRTIMBANGI(AN UNTUI{ DINAIKKAN DALAM JABATAN

PANGKAT TMT

Ditetapkan di .,.
pada tanggal

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
I(epala BI(N/l(antor Regional BI(N yang bersangktrtan *)

Tembusan ciisampaikan kePada:
l. Pengatnat Tera yar-rg ber.sangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai 5'ang bersangkutan;
ll. Sekretaris Direktorat Jenderal yang mernbidalgi Pengamat

Tera;
4. I(epala Riro l(epegawaian/tsadan l(cpegawaian Daerah

Provinsi/ I(abupaten/ I(ota; ") dan
5. Pe.iabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret -varrg tidak Perlu.

LAMA BARU

Nama Lengkap
NIP. ,



ANAI( LT\MPIRAN I4
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
I(EPALA BADAN I(EPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG
I(ETENTUAN PEI,AI{SANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROI{RASI REPUBLII( INDONESIA NOMOR

33 TAFIUN 20T4 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGAMAT TERA DAN ANGKA I{REDI'I'NYA

CONTOFI
I(BPUTU SAN I(ENAI I(AN JABATAN DALAI\'I

JABA'IAN FUNGSIONAL PENGAMAT TBRA

fuIenirnbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA Terhitung rnu lai tan ggal

a. Nama
b. NIP

I(EPUTUSAN
M EI\TTERI / GUBRRN UR/ BUPAII / wAL'l I(OTA*)

NOIvlbR :.....,.
TENTANG

I(ENAII(AN JABATAN DALAM .IABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT TER{

MENTERI / GU BERN UR / BtJPATI /WALII{OTA'")

a. bahrva sebagai pelaksanaan clari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatttr Negara

clan Refo.,nJ"i Airokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahr"rn 2A14 dan Peraturan

Bersama Menteri perdagangan clan I(epala Badan l{epegarvaian Negara Notnor "'..
dan Notnor ....., serta berclasarkan Peuetapan Angl<a I(redit nolnor ""
tanggal .., perlrt nlengangkat Saud.a.la .' ....', telah memenuhi syarat untuk
cliniit<kan clalam jabatan satu tingkat lebih tinggi;

l. Unclang- Undang Nomor 5 Tahun 2OI4;
2. peratnran pemerintah Nomor t6 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 sebagaimana telah diubah dengau

Peraturan Pemerintah Nomor'63 Tahun 20O9;
4. peraturan Menteri PendayagSrinaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik lrrdonesia Nomor 33'l'ahun 2O14;
S. pei-arr-rr-ap Bersarna MenLeri Perclagangan dan I(epala Badan l(epegarvaian Negara

Nomor clattr Nornor.....;

MEMUTUSI(AN:

mengangkat Pegau'ai Negeri Sipil:

b.

ruang, TivlT :c. I'angkat/golongan
ci. Urrit I<er1a
dari .labatatr Fungsionerl
Pengarnat Tera

I(EDUA
I(ETIGA
I(BEMPAT

ditetapkarr di
pada tanggal ....,

NIP.

TI1MBUSAN:

Pen gamat Tera yang'. bersan gkn tan ;

Sekretaris Tirn Penilai ynng tlersangkutan;
Sekretaris Direktorat .lendcral yang mernbidarlgi Pengarnat Tera;

I(epala Biro l(epegarvaiarr/Badan liepegarvaian Daerah Provinsi/liabupaten/l(ota; ")dan

Pejabat lain yang dianggap perlu,

np"t ii" r.;;;Jt;; h;;i i;;;;;i; ;;;;"p"; il;k;ii;;. A;i; u"o,]'.'*u" ini, akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli l(eputusan ini disampaikan kcpada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
cliketahui dan diindahkan sebagairnana mestinya.

1.

2.
.).
Q.

5.

*) Coret yang tidak perlu.
**1 Diisi apaUlta acla penambahan <liktunr yang clianggap perlu'



ANAI{ LAMPIRAN I5
PERATURAN BER.SAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
I(EPALA BADAN I(EPEGAWAIAN NEGARA
TENTANC
I(E'I'ENTUAN PEI,AI(SANAAN PERATURAN \,lENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROT{RASI RIIPUBLII{ INDONESIA NOMOR 33 TAHUN
2014 TENTANG .]ABATAN FI.JNGSIONAL PENGAMAT TERA
DAN ANC}I(A I(RtrDI'INYA

CON'IIOH
SURAT PERINC1ATAN

SURAT PERINGATAN

Nonror :

DARI :

I(EPi\DA \TH. : ....
ALAi\ilAT :...,
TA){GGAL :...,

l. Dengan ini memberitahtrkan dcngan honnut, l>ahrva :

Narna

NIP

,-labatan

Llnit keda

sampai clcngan tarrggal Surat P<:ringatan irri sudah tahun mclrcluduki jabalan

. tetapi belurn rnenrenuhi ketentuan arngka kredit -vang dit.cn tukatl sejumlah

Z, Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menleri Pendayagunaan Aparatur Negara diin Rc:fcrrmasi Birokrasi

Reptrblik tnclonesia Nomor 33'fahun 2014 clan Peratnran Bersama Menteri Perdargangan dan l(epala

Baclan I(epegiru,aian Nega.ra Nomor ... clan Nomor .... diminta agar Saudara dapat memenuhi

ketentrtan atrgka kredit yang dipersyaratkan.

3. Apabila ticiark dapat memcnuhi ketcntuan tersebut di atils, maka Sattdara akan dibcbaskan semcntara

ciari Jabatatn Pengamat Tt:ra.

4. Denrikian ur"rtul( dimahlrrmi dan harap perhatian Serudara sebagaimana mestinyit.

Ditetapkan cti :

pacia tanggal : ..,...

NII'.

Ternbusan:
l. I{epalq Bl(N/tiepala Kantor Regiopal BI{N yang bersangkutan; *)

2. I(e1:ala Biro/Bagian I(epegawaian Instansi/Badan Kepegarvaian Daerah {RI(D)
yang bersangktttan; n)

3. Pirnpinan unit kerja Pengamat Tera yang bersatrgkutan;
4. Pejatrat lain 1'3pg dianggap perlu.

*) Cot'ct yurg tidali 1>erltt.



ANAIT LAIVTPIRAN 16
PERATLJRAN BERSAIVIA
MENTERI PERDAGANCiAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
I{ETENTUAN PELAI(SANAAN PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

RtrFORMASI BIROI(RASI REPUBLII( INDONESIA NOMOR

33 TAHUN 2OL4 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGAMA'T TERA DAN ANGI{A I(REDITI.IYA

Menimbatrg

CONTOH
I(EPUTUSAN PEI\4 BERASAN SENIEN'IARA

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

I(EDUA
I(ETIGA
I(trI}MPAT

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEII{BUSAN:
t. Kepala Bacian iiepegawaizur Negara/ l(zurtor Regioual BI{N 1'619 bersangkutan;*)
2. Pimpinan Ilrstansi,yang b_erqqrgkutan ;

5. f<rpli^ If I{D prgviri'"i 
7 dXn l(abipaten / l(ota atarr Bilo / Bagran l{epegarvaiatr

in stansi -1'ang bersarrgkurzur ; ")
4. Pej abat yzur{Uet*enang urene tapkan arlgkl- kredit;- 

-

5. K;ta[ ("1t-"o, p"f".,,*r""" petU"t O*t "tait 
Negara/Kepala Biro/tsagan Keuangan Daera]r

-yang bersangkutari. ^)

") Coret yang ildalt Per'lu.
*") Alasan Pembebasan sementara.
*"') Diisi apabila ada penambalran diktunr yang dianggap perlu'

IGPUTUSAN
M EN'rERI / GUBERN UR/ B U PA I'l / wAl.lKoTA")

NOMOR : -..'..
TENTANG

PEMBERASAN SEMENTARA DARI JARATAN PDNGAMAT TERA

M BNTERI/ GUBERNU R / BUPATI / wALI I(OTA,")

a. bahwa Sauclara NIP jabatan" "
pangkat/golongarr ruang terhitung mulai tanggal ":"""'
terdlsarkan keput*sair/pe'etapan*) pejabat sesttai dengan peraturan
perunclang-unclangan Nomor tanggal
dinyatakan... ..,.."*); . r . -,: -_- n--^-

b. baliwa untuk tertib administrasi clan menjamin kualitas profesionalisme Pegarvat

irtegeri Sipil clalam Jabatan Fungsional Pengamat Tera,. perlu membebaskan

sementara pegarvai Negeri Sipil luttg trersangkutan dari Jabatan Fungsional

Pengamat Tera;

Undang- Unclang Nomor 5 Tahun 2Ol4;
peraturan pemeiintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 63'l'ahun 2009;
peratnran Melteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan lleformasi Birokrasi
Repr-rblik Indonesia Nornor 33'fahun 20L4;
pelatural Bersama Menteri Perclagangan dan l(epala Badan l(epegawaian Negara

Nomor .......,...;

MEMU'TUSI(AN:

Terhitr.rng mulai tanggal
Fungsional Pengamat'I'era :

a- Natma
b. NIP

membebaskan senterttat'a clari Jabatan

c, Pangkat/Golongarr ruang, TMT
cl. Urrit l(eqa ** *)

***)

akan6;;;i; i;;;;;;; h;':i 
';;;;;;;; i"'J"p"i k;k;i;"" I"i""' kep't'san ini,

ai^Aatan perbaikan clan perhiturtgan kembali sebagaimana mestin.ya'

: 1.
2.

J.

'?.

As5 Iieputusan ini clisarnpaikan l<epada Pegawai Negeri Sipil -vang bersangkutan
untul< diketahui clan diinclahkan sebagaimana mestinYa'



ANAI{ I.AIvIPIRAN 17

PERATURAN BERSAI\'{A
MENTERI PERDAGANGAN DAN
I(EPALA E}ADAN KEPDC}AWAIAN NI'GARA
TENTANC
I{trTENTLJAN PELAI(SANAAN PEfu\TURAN IV{ENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NtrGAI?A DAN
REFORMASI BIROI{RASI REPUBLII( INDONESIA NOMOR
33 TA}{UN 20L4 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGAIvIAT TERA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
I(BPUTUSAN PENGANGKATAN I(EMBALI

lr4t:nimbang

tvlengingat

I(NPUTUSAN
MEN'l'ERl / C U BEItNUR/BUPATI / WALII(OTA *)

NON4OR:...,...
TENTANG

PE N C}ANG I(A]'AN I(EM BALI DALAM JABATA N PENC},{]\'IAT TERq

I\4 ENTERI / GUBERN U R / BLIPA'rl / WALI I{OTA, * 
)

a. [rrlrs'ar sebagai pelaksanaar"l ](etentuarn Pasal 3l Peraturan lvlcrrteri Penclayagunaan
Aparatr.rr Negara dan Reibrmasi Birolcrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014,
perh,r Llntuk mengangkat kembali Saudara dalanr ,Iabatan F\rngsional
Pengamat Tera;

b.

I.
2.

a

4.

Unclilng- Unclang Nornor 5'falntn 2014;
Peraturan Penrerintah Nomor 16 'l'ahun 1994
Peraturan Penrerintah Nomor'10 Tahun 2010;
Peraturan Pc:nrcrintah Nornor 9 'fahttn 2OO3
Pererturan Pernerintah Nomor 63 Tahun 2009;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Republik Indonesia Nomor 33 Tahr,rn 20la;
Peraturan Rersama Metrteri Perdagangan dan
Norrror' ...., dan Nomor,.....l

sebagaimana telah diubah dengan

scbagaimana tclah diubah dengan

Negara dan Reformasi Birokrasi

I{epala Raclarrr l{epegawaian Negara

I\lenetapkan
PERTAMA

IiIiDUA
I(ETIGA
IiEEMPAT

MEMUTUSI(AN

Tcrhitrrrrg mulai titnggal
a. Ni'rrrra
b. NIP

...... mcngangkait kcmbali Pclgarvai Negcri Sipil:

c, Pangkat/golorrgan ruang,'fMT
d. Unit kerja
dalam jabatan ...... clenga

"")

oo.t,i^ k;;;;;;; ;.;, ,-,,'r",' ;-;J;n;l u-u"i,,*,, ;;i;.; -;;".;;;;l ini, ar<atr

cliad akan perbaikan clan perhiirr ngan kemLiali sebagaiman a mestir'rya.

Asli Iteputusarl ini disarnparikan kepada Pegawai Negeri Sipil l,ang bersangl<utan untttk
cliketahui dan diinclahkan sebagaimana rnestin-va.

clitetapkan di
pada tanggal

n

NIP.
]'El-'IBUSAN
l. Kepala lladan l(epegawaian Negaralli;lntor Regronal RI(N yang bers-angkutan; 'l
2. I(ci:ala BI(D Propinsi/BI(D I(abupaten atau ltota atau Biro/Bagiatr I(cpegarvaiatr

insta-n si yang b ersan gktttan ; 
*)

3. Pejabat )iangbenvenarlg u)enetapkan turgka kredit;
4. Xepata lianfirr Pela.vanan Perbendahalaan Negaler/Kepala Bilo/Bagian Keuartgart Daerah

yang bersarr-rgktt tzur ; 
*)

ij. Pejabar lttirr yarrg diuggap perltt.

n) Coret ymg ddal{ perlu.
**) Diisi aparbilti ada pt'narnbalian diktttrrt -yautg dianggilp perltt^



CONTOI.I
I{EPUTUSAN PEMBERHENTIAN

PBMBERHENTIAN
BERAT

Menimbang :

Mengingat :

Menetapkan ;

PERTAMA :

IiEDUA
I(ETIGA
I(EEMPAT

ANAI( LAMPIRAN I8
PERATUR\N BERSAfulA
MENTITRI PERDAGANGNN DAN
I(EPALA BADAN I(EPEGAWAIAN NEGARA

1'ENTANG
I{ETENTUANPELAI{SANAANPERATL]RANMENTERI
PENDAYAGUNA,q.N APARATUR NEGARA DAN

REFORMASIBIROI(RASIREPUBLIKINDONESIANoMoR
33 TAFIUN 2OI4 TENTANG .IABATAN FUNGSIONAI'
PENGAMAT TERA DAN ANGIfl KREDITNYA

rrrernL-lerhentikarr dengan

I(EPUTUSAN
M ENTERI / GUBERN UR/ BU PATI /WALIKOTA*)

NOMOR : ......
TENTANG

DARI JABA'I'AN PENGAMAT TERA I(ARENA DIJATUHI HUI(UMAN DI-SIPLIN TINGIGT

DAN TELAH MEMPUNYAT KEI{UATAN HTII(UM YANG TETAP/TIDAI( DAPAT

MENGUMPULIGN ANGKA T(REDIT YANG DITENTUI(AN *)

MENTBRT / GLIBr{R NLJ R/ BU PATI /WALI I(OTA,*)

a. bahwa Saudara NIP jabatan
pangkat/golonganruang...''terhitungn1ulaitanggal......
bercl asa rk"; l;;;;t";;; pej abat sesuai den gan pera tu ran. per-u.tr dang-r"tndan gan

Nornor tanggal
clisiplin trngkat berat/clinyatal<an"-ticlak ctapat meng\rmpulkan angka kredit dalam

.langka rvak-ir.r 1 (satu) tahun sejak dibebaskan senlentara *);

[r. bahwa untuk tertib erdministrasi clan menjamin kualit,as profesionalisnre Pegawai

Negeri Sipil clalam Jabatan llungsional Pengarnat Tera, perlu memberhentikan
pe[awai tiegeri Sipil yang bersangicr.rtan dari.Jat:atan Fungsional Pengamat Tera;

Undang-Urrdang Nomor 5 Tahun 2Ol4;
Peraturan Pemerintah Nornor53 Tahurl 2010;
peraturan pemerintah Nomor l6 Tahun 1994 sebagaimanar telah diubah dengan
Peratttran Peuterintah Nomor 40 Tahun 20I0;
peraturan pemerintair Nomor 9 'lahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
peraturan Menler-i penclayagunaan Aparatnr Negara dan Reformasi Birokrasi
Republil< Indonesia Nomor 33 Tahun 2OI4;
peraturan Bersarna Menteri Perdagangan dan l(epala Badan l(epegawaian Negara

Nomot'...... dan Nomor ....;

MEIvIUTUSI(AN :

'l

2.
3.

L+.

5,

6.

'ferhitung mulai tanggal
hormat dari Jabatan F-ungsional Pengamat Tera;

ti

I
1

I

1

!'

a. Narna
b. NIP
c. Pangl<at/Golongan ruang, TMT
d. Urrit Iterja

;;;;;i; k;;;l;*" hari
diadal<an perbail<an dan

Asli l(eputusan ini clisamPaikan
untuk diketahtri dan diindahkatr

akan

kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangl<utan
sebagaimana mestirrYa.

ditetapka.n di
pada tanggal

I
!
t

NIP.

TIIMTjIJSAN :

i.- fiepafa l-Jarlan l{epegarvaian Negara/l{antor Regional B!t$ ygrg l>ersa'gk_ttl1l,;-:]
). ii;;ffi bKD pt*itisli eKn Kabirpafen atau Koia atatr Biro/Bagian Kepegawaran

in dtarr si yang hersan gkutan; *)

3. pljaUat ]iandbenvenilng nrenetapkzur angka kre<lit;
4'. iri'Jiri'f-fo; e.iiffi'"liil;b;',r;riil;fi iregara/rcepala l3iro/Bagian Keuanga.rr Daerah

'i'anE bersangkutan ;')
5. i'cia'bat lain yang dianggal> perltt'

") Coret 1,ang tidal< Perlu.
*;1 Diisi apaUila ada penanrbahal diktunr yang dianggap perlu'

i

I

it



I(EPU'IUSAN
Ivl E NTE RI / G U B ER N UR / B Lr PATI / W A l-l lio'l'A.)

NOMOR:.......
'fENTANG

I(EPU,IUSAN PENYESUAIAN//I'TPASSING DAI,AM JABATAN F.UNGSIONAI, PENGAMA.I. TERA

N4 trNTnRl i G UBERNU R/ BLIPATI /WALI I(OTA, * 
)

lr{enimbang : at.

CONTOI.I
ITEPUTUSAN PENYBST IAIA N / /Nl'>A ss//VG
DALAI'{ JABATAN FUNGSIONAI,
PENGAfvlA'l' TERA

N{errgingat

Menetapkan
PERTAl\4A

ANAI( LAMPIRAN I9
PERA'TURAN BBRSAI\{N
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN I(EPBGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KBTENTUAN PEI,AKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
T]tROI(RASI REPUBLII{ INDONL]SIA NOMOR 33 TAHUN
2OT4 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT
TERA DAN ANGI{N I(REDI'|NYA

sebagainratra tclah diubah dengan

s<:trag,atimilna telith diukrair dengan

Negara clan Reformasi Birol<rasi

I(epala Bildan l(epegawaian Negara

b. batrrva <lengan berlakunya Peraturan Menteri Penclayaelunaan AparatLlr Ncgara dan
Reformasi Eirokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2Oi4, perlu menetapkan
keputqszrn penyesuaian/inpassinc dalanr.-labatarn Fut"tgsional Pengalnat Tera;

I(EDUA
I(ETIGA
[(EI'MPAT

1. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2O14;
2. Peratut'an Pemertntah Nomor i6 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah Nomor 40 l'ahun 2010;
3. Pereituratr Pemcrintah Nomor 9 Tahun 2003

Pcraturan Penrcrintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peratttrarr Menteri Pendayagullaan Aparatur

Re:publilt Irtclouesia Nonror 33 Tahun 20t4;
5. Peraturi:n Bersilma lt{enteri Perclagangan clan

Nor:ror ...... dan Nomor .....;

MElVlUTUSI..AN:

Tel'hitr.tr-rg rlrtlai tan ggal
a. Nama
b. NIP

I:'cgarvai Negeri Sipil;

c. Pangkat/golor-rgan ruang, TMT
cl. Unit kerja :.......
clisesuuikan clarlam jabatan dengan angka kredit sebesar ',...' {.," ..."".')
sesuai clengan larnliiran V Peraturan lvlenteri Penda.yagunaall Aparatur Negara dan
Reformasi Birol<rasi Repr-rblil< lndonesia Nomor 33 Tahttn 2014'

**)
**)

ini, akan

Asli l(c:pqtusan ini clisiiml:aikan kepacla Pegarvai Negel'i Sipil yang bersangkutan untuk
cliketahr-ri dnrr <liindahkan sebagairnana mestinya'

ditetapkein di
pada tanggal

^;;;;i; ;;*;;;; ;;;i ;;;;;;;; i.,a*p,,' r.u"ii,-u,, ;;i.; *;;;;;;;;
diadal<a n perbaikan dan perhitungarr kenrbali sebagaimanal mestinya.

NIP.

TENIBUSAN :

t Itenata Barlarr licpeg,au.iliilrr Negarr ai liantor Regronal I3[N yang. be rsangktttan; ri

i. ii;ir;i; bhn p.ouin ii / etrn ltrrbii paterr / ltota at au Biro/ Bagran Kepegau'aiar-t
rndtansi l'ang bersartg,ktt tart ; 

*)

3. Pejabat ya-ngi'berrvcniiilg, tr-teuctapl<an rur gka krectiq
4. I(epala l(a1tor p;Iil;];-i"- frelt,eii.lt,nh*ulaair Nega.r'alKepala Biro/Bagian Keuzurgan Daerah

vahe bersanckutari;^)
5. F'ejaTrat lain lang diangg,ap perlu.

") Coret Yang tidak Perlu.*"] Diisi apabila a(la penanrbalran cliktum yang dianggap perht.



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PtrIIA1'URAN MENTERI PtrNDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REITORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2014

TtrNTANG

.JABA'I'AN FUNGSIONAL PENGAMAT TERA DAN ANGKA KREDITNYA

DtrNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTtrRI PtrNDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REITORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbnng : a. bahwa daiam rangka pengembangan karier dan
peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil
yang melaksanakan kegiatan pengamatan tera,
perlu ditetapkan Jabatan F ungsional Pengamat
Tera dan Angka Kreditnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia tentang Jabatan Fungsional Pengamat
Tera dan Angka Kreditnya;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang
Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik
Indonesiei Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3 1 e3);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AI4 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 6, Tambahan
Lembarern Negara Republik Indonesia Nomor
s494).,

Peraturan Pcmerintah Nomor 2 Tahun 1985
tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera
dan/atau Ditera Uiang Serta Syarat-syarat Bagi
Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan
Perlengkapanny'a (Lembaran Negara Republik
Indoncsia 'lahun 1985 Nomor 4, Tambahan
Lembaran I\cgara Republik Indonesia Nomor
3283);

Mengingat : 1.

b.

2.

3.

4. Peraturan ...



4.

5.

-2-

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun L987
tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan
Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun L9BT Nomor 17 ,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 335 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun L994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5121);

Pe raturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia 'l'ahun 2000 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor I22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor afi\;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000
tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana
telah dua kali diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2OI3 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor
188, 'fambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5467);

B. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 20OO

tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2OO2 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a I e3);

6

9. Peraturan...
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9 . Peraturan Peme rintah Nomor 10 1 Tahun 2OOO

tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a0 I 9);

10. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
63 Tahun 2OOg (Le mbaran Ne gara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor fta);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor
7 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 201 I
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri

Sipil (Lembzrran Negara Republik Indonesia Tahun
2OI1 Nomor I2I , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5258);

13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OI3 Nomor I25I;

14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara Serta Susunan Organisasi, T\rgas, dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Presi,Cen Nomor 56 Tahun 20 13

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20 13 Nomo r 126);

1 5. Keputusan . . .



Me netelpkan
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15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999
tentang Rumpun .Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 20L2
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OI2 Nomor 235);

MEMUTUSITAN :

PERATURAN MENTBRI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN RtrFORMASI BIROKRASI TBNTANG
JABATAN FUNGSIONAL PtrNGAMAT TERA DAN
ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pengamat Tera adalah jabatan
yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung
jawab, wewenang untuk melakukan pengamatan
tera sesuai de ngan peraturan perundang-
undangan.

2. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang

diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwen arrg untuk
melakukan pengamatan tera.

3, Pengamatan Tera adalah tindakan mengamati atau
memantau penerapan ketentuan mengenai alat-
alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya,
barang dalam keadaan terbungkus, dan satuan
ukuran untuk mencegah terjadinya tindak pidana
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
pcrundang-undangan yang dilakukan oleh
pengarmat tera.

4. Alat-alat Ukur, Takar, .I'imbang, dan
Pcrlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP

adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 198 1 tentang
Metrologi Legal.

5. Barang ...
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5, Bararng Dalam Keadaan Terbungkus yang
selanjutnya clisingkat BDKT adalah barang atau
komoditas tertentu yang dimasukan ke dalam
kemasern tertutup, dan untuk mempergunakannya
harus meruseik kemasan atau segel kemasan yang
kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan
pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan
atau dipamerkan.

6. Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan
ukuran dari satuan suatu besaran berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

7 . Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional
Pengamat Tera yang selanjutnya disebut Tim
Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenstrg, dan
bertugas untuk meniiai prestasi kerja Pengamat
'lera.

B, Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir
kegiatan dan/ atau akumulasi nilai butir-butir
kegiatan yang harus dicapai oleh Pengamat Tera

dalam rangka pembinaan karier yang

bersangkutan.

9. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan
untuk dapat melakukan kegiatan pengamatan tera
yang me nyangkut aspek pengetahuan,

keterampilan dan f ataw keahlian, serta sikap kerja
tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat
j abatan,

10. Karya Tulis/ Karya Ilmiah adalah tulisan hasil
pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survey

dan evaluasi yang disusun oleh perorangan atau
kelompok di bidang pengamatan Metrologi Legal.

1 1 . Pengharga an lTanda Jasa adalah tanda

kehorm atan yang diberikan oleh pemerintah
berupa Satyalancana Karya Satya sesuai peraturan
perundang-undangan.

12. Orga.nisasi Profesi adalah
Pengamat Tera

organisasi profesi

BAB II ...
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BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN

TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pengamat Tera termasuk dalam
rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

Pasal 3

( i ) Pengamat Tera berkedudukan sebagai pelaksana
teknis fungsional di bidang pengamatan tera pada
instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

(2) Pengamat Tera sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan jabatan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4

Tugas pokok Jabatan Fungsional Pengamat Tera yakni
rnelakukan pengamatan tera meiiputi pengamatan
UTTP, pengamatan BDKT, pengamatan penggunaan
satuan ukuran, pe flyuluhan masyarakat, dan
penanganan pengaduan masyarakat.

BAB III
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

( 1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengamat
Tera yaitu Kementerian Perdagangan.

(2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai tugas pembinaan antara lain:

a, menyusun ketentuan pelaksanaan dan
ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pengamat
Tera;

b. men)rusun pedoman formasi Jabatan
Fungsional Pengamat Tera;

c. menetapkan standar kompetensi Jabatan
Fungsional Pengamat Tera;

d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan
fungsio nal lteknis Jabatan Fungsional
Pengamat Tera;

e. meiakukan sclsialisasi Jabatan Fungsionai
Pengamat Tera, ketentuan pelaksanaannya dan
ketentuan teknisnya;

[. menyelenggarakan ...
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f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
fungsio nal lteknis Jabatan Fungsional
Pengamat Tera;

g. mengembangkan sistem informasi Jabatan
Fungsional Pengamat Tera;

h. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional
Pengamat Tera;

i. memfasiiitasi pembentukan organisasi profesi

Pengamat Tera;

j memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika
profesi dan kode etik Pengamat Tera; dan

k. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan
F ungsional Pengamat Tera.

(3) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan

Jabatan Fungsional Pengamat Tera secara berkala
sesuai dengan perkembangan pelaksanaan
pe mbinaan kepada Me nteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan

tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV
JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Pasal 6

(1) Jenjang jabatan Pengamat Tera dari yang paling

rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:

a. Pengamat Tera Pemula;

b. Pengamat Tera Terampil;

c. I)engamat'l'e ra Mahir; dan

d. Pengamat Tera Penyeiia.

(2) Pangkat, golongan ruang Pengamat Tera

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sesuai

dengan j*njang jabatanily&, yaitu:

a. Pengamat Tera Pemula, pangkat Pengatur

Muda, golongan ruan g II I a.

b. Pengamat Tera TeramPil, Pangkat:

1, Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang
rr lb;

2. Pengatur, golongan ruang II I c; dan

3. Pengatur...
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3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

c. Pengamat T'era Mahir, pangkat:

1. Pe nata Muda, golongan ruang III la; dan

2. Pcnata Muda Tingkat I, golongan ruang
rrr / b.

d. Pengamat Tera Penyelia, pangkat:

1. Penata, golongan ruang III/c; dan

2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing
jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit
yang ditetapkan.

Penetapan jenjang jabatan untuk pe ngangkatan
dalam Jabatan Fungsional Pengamat Tera

berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki
setclah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
mene tapkan angka kredit, sehingga jenjang
jabatan, pangkat, golongan ruang dapat tidak
sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat, dan
golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)

uNSUR DAN -,iJ"",Y*u* KEGIATAN

Pasal 7

(1) Unsur kegiatan Jabatan F'ungsional Pengamat Tera

yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:

a. unsur utama; dan

b. unsur penunjang.

(2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri atas:

a, pendidikan, meliputr:

t. pendidikan sekolah dan

tjazah I gelar;

memperoleh

2. pendidikan dan pelatihan fungsionall teknis
Jabatan Irungsional Pengamat Tera serta

memperc.rleh Surat Tanda Tamat Pendidikan

dan Pelatihern (STTPP) atau sertifikat; dan

3. pendidikan dan pelatihan Prajabatan.

(4)

b. Pengamatan ...
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b. Pengamatan'fera, meiiputi:

1. pengamatan UTTP;

2. pengamatan BDKT;

3. pengamatan penggunaan satuan ukuran;

4. penyuluhan masyarakat; dan

5. penanganan pengaduan masyarakat.

c. Pengembangan profesi, meliputi:

1. pcmbuatan karya tulis lkarya ilmiah di
bidang pengamatan tera;

2. penerjemahan / penyaduran buku dan
bahan-bahan lain di bidang pengamatan
tera; dan

3. pembuatan ketentuan pelaksanaan dan
ketentuan teknis di bidang pengamatan

tera.

(3) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. pengajar lpelatih di bidang pengamatan tera;

b. peran serta dalam seminar, lokakarya,
bimbingan teknis di bidang pengamatan tera;

c. keanggotaan dalam Tim Penilai;

d. keanggotaan dalam organisasi profesi;

e. perolehan penghargaar,ltanda jasa; dan

f. perolehan pendidikan lainnya.

(4) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing
unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
Jabatan Fungsional Pengamat Tera tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

DALAM PtrMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal B

( 1) Rincian kegiatan Pengamat Tera sesuai dengan
jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Pengamat Tera Pemula:

1. menyiapkan Surat Perintah Tugas (Sm)

pengamatan UTTP;

2. menyiapkan ...
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2. menyiapkan bukti identitas diri pengamatan

UTTP;

3. menyiapkan perlengkapan administrasi
pengamatan UTTP;

4. meiakukan pengamatan terhadaP

pcnggunaan UTTP dan tanda tera;

5. melakukan Pencatatan Hasil Pengamatan

UTTP;

mengetik berit a acara Pengamatan UTTP;

mengumpulkan data hasil pelaksanaan
pengamatan UTTP;

8. menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT)

pengamatan BDKT;

9. menyiapkan bukti identitas diri pengamatan

BDKT;

1O. menyiapkan perle ngkapan administrasi
pengamatan BDK'l';

1 1. melakukan pendataan penandaan pada

label/ bungkus BDKT meliputi penggunaan

Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah

dimengerti;

12, melakukan pendataan penandaan pada

label/ bungkus BDKT meliputi kekuatan
label terhadap kemasan (tidak mudah
lepas);

13, mengetik Berita Acara Pengamatan BDKT;

14. mengetik konsep surat permintaan

pencabutan SIUPi lzin LainnYa;

15. mengumpulkan data hasil pelaksanaan

pengamatan BDKT;

16. menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT)

pengamatan penggunaan satuan ukuran;

17, menyiapkan bukti identitas diri pengamatan

penggunaan satuan ukuran;

18. menyiapkan perlengkapan administrasi
pengamatan penggunaan satuan ukuran;

19. melakukan pengamatan terhadap

pcnggunaan dan penulisan satuan dan

lambang satuan yang tercantum pada

UTTP:

20. melakukan ...
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20. melakukan pencatatan hasil pengamatan
penggunaan satuan ukuran;

21. mengetik berita acara pengamatan
penggunaan satuan ukuran;

22, mengumpulkan data hasil pelaksanaan
pengamatan penggunaan satuan ukuran;

23, menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT)

penyuluhan;

24. menyiapkan bukti ide ntitas diri
pelaksanaan penyuluhan; dan

25. menyiapkan perlengkapan administrasi
kemetrologian dalam rangka penyuluhan.

b. Pengamat Tera Terampil:

1. mendiskusikan konsep program kerja
pengamatan UTTP sebagai peserta;

2. menyiapkan peralatan teknis yang

dibutuhkan untuk melakukan pengamatan
UTTP;

3. melakukan pengamatan terhadap
penggunaan UTTP dan tanda tera;

4, melakukan pengujian awai kebenaran UTTP

(ukur ulang);

5. melakukan Pencatatan Hasil Pengamatan

UTTP;

6. menyampaikan peringatan pertama kepada
obyek pengamatan UTTP;

7 . melakukan inspeksi tindak lanjut obyek

pengamatan UTTP terhadap peringatan
pertama yang telah disampaikan;

B. mengumpulkan data hasil pelaksanaan
pengamatan UTTP;

9. melakukan pemaparan dan pembahasan
substansi evaluasi peiaksanaan
pengamatan UTTP sebagai peserta;

10. mendiskusikan konsep program kerja
pengamatan BDKT sebagai peserta;

1 1. menyiapkan peralatan teknis yang

dibutuhkan untuk melakukan pengamatan

BDKT;

12. melakukan ...
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12. melakukan pendataan penandaan pada

label/ burngkus BDK'f , me liputi penggunaan
Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah
dimengerti;

13. melakukan pendataan penandaan pada

label/bungkus BDKT, meliputi penggunaan

bahasa selain Bahasa Indonesia, angka arab
dan huruf latin yang tidak memiliki
padanannya;

14. melakukan pendataan penandaan pada

label/bungkus BDKT, meliputi kekuatan
label terhadap kemasan (tidak mudah
lepas);

15. me lakukan pendataan penandaan pada

label/ bungkus BDKT, meliputi kekuatan
dan estetika penulisan (tidak mudah
luntur)/tidak mudah rusak, mudah untuk
dilihat dan dibaca;

16. melakukan pendataan penandaan pada

label/ bungkus BDKT, meliputi ukuran
tinggi huruf dan angka kuantitas nominal;

1 7, melakukan pend ataan penandaan pada

labellbungkus BDKT, meliputi penuiisan
lambang satuan;

18, melakukan pengujian kebenaran kuanta
(ukuran bersih, isi bersih, berat bersih atau
jumlah hitungan) BDKT meliputi kebenaran

kuanta terhadap BDKT yang berada di

pasaran/bcrdasarkan hasil pengaduan (Posf

Market);

19, menJrusun konsep Berita Acara Pengamatan

BDKT;

20. menyampaikan Peringatan Pertama kepada
produs en limportir/ pengemas BDKT, dalam

harl tidak memenuhi salah satu dari kriteria
penandaan yang ditentukan oleh Undang-

Undang tentang Metrologi Legal;

21. menyiapkan konsep surat permintaan
pencabutan SI UP/ Iztn lainnYa;

22. tnemrnta te mbus an lsalinan Surat Perintah

Pencabutan SIUP llzin lainnya dari pejabat

yang bcrwen ang;

23. mengumpulkan ...
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23, mengumpulkan data hasil pelaksanaan
pengamatan BDI{T;

24. melakukan pemaparan dan pembahasan
substansi evaluasi pelaksanaan
pengamatan BDKT sebagai peserta;

25. mendiskusikan konsep program kerja
pengamatan penggunaan satuan ukuran
sebagai peserta;

26. menyiapkan peralatan teknis yang
dibutuhkarr untuk melakukan pengamatan
penggunaan satuan ukuran;

27 . melakukan pengamatan terhadap
penggunaan dan penulisan satuan dan
lambang satuan yang tercantum pada

U'ITP;

28. melakukan pencatatan hasil pengamatan
penggunaan satuan ukuran;

29. menyusun Berita Acara Pengamatan
Penggunaan Satuan Ukuran;

30, mengumpulkan data hasil pelaksanaan
pengamatan penggunaan satuan ukuran;

31. melakukan pemaparan dan pembahasan
substansi evaluasi pelaksanaan
pengamatan penggunaan satuan ukuran
sebagai peserta;

32, mendiskusikan konsep program kerja
penyuluhan sebagai peserta;

33. menginventarisasi bahan penyuiuhan;

34. me ndiskusikan konsep bahan dan strategi
penyuluhan sebagai peserta;

35. mendiskusikan konsep/bahan informasi di
bidang kemetroiogian dalam bentuk media

cetak/ elektronik sebaga.i peserta;

36. menyusun petunjuk informasi di bidang

kemetrologian dalam bentuk media cetakl
elektronik berupa leaflet;

37. men)rusun petunjuk informasi di bidang

kemetrologian dalam bentuk media cetakl
elektronik berupa brosur;

38. menyusun ...
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38. menyusun petunjuk informasi di bidang
kemetrologian dalam bentuk media
cetak/ elektronik berupa internet/ media
sosial;

39. melaksanakan penyuluhan tatap muka
dengan metode kunjungan ke Pasar/Tempat
UTTP berada;

40. menginventarisir data hasil pelaksanaan
penyuluhan;

41. mendiskusikan konsep laporan hasil
pelaksanaan penyuluhan sebagai peserta;

42. menerima dan membuat laporan pengaduan
masyarakat terhadalp pelanggaran Undang-
Undang di bidang Metroiogi Legal;

43. melakukan pengujian yang diperlukan
untuk menentukan seberapa jauh tingkat
kesalahan, masih dalam batas/telah keluar
dari toleransi yang ditetapkan;

44. melakukan penelitian BDKT dalam hal
adanya pengaduan indikasi penyimpangan;

dan

45. membual Iaporan hasil penelitian BDKT
yang diindikasi adanya penyimpangan.

c. Pengamat Tera Mahir:

1, menyusLln konsep program kerja
pengamatan UTTP;

2. mendiskusikan konsep program kerja
pengamatan UmP sebagai penYaji;

3. merumuskan konsep program kerja
pengamatan UTTP;

4. menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan

pcngamatan UT'|P kePada obYek

pengamatan;

5. melakukan pengamatan terhadaP
penggunaan UTTP dan tanda tera;

6. melakukan pengujian awal kebenaran UTTP

(ukur ulang);

7 . melakukan Pencatatan Hasil Pengamatan

UTTP;

8. menyusun konsep Berita Acara Pengamatan

U]TP;

9. menyampaikan ...
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9. menyampaikan peringatan kedua kepada
obyek pengamatan UTTP;

10, melakukan inspeksi tindak lanjut obyek
pengamatan UTTP terhadap peringatan
kedua yang telah disampaikan;

1 1, menyusun rencana kegiatan evaluasi
peiaksanaan pengamatan UTTP;

12. me ngolah data hasil pe laksanaan
pcngamata.n UTTP;

13, melakukan pemaparan dan pembahasan
substansi evaluasi pelaksanaan
pengamatan UTTP sebagai peserta;

14, merumuskan hasil pembahasan evaluasi
pelaksanaan pengamatan UTTP;

15. menyusun konsep program kerja
pengamatan BDKT;

16, mendiskusikan konsep
pengamatan BDKT sebagai

17 . merumuskan konsep
pengamatan BDKT;

I B. menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan

pengamatan BDKT kePada obYek

pengamatan;

19. melakukan pendataan penandaan pada

label/ bungkus BDKT, meliputi kebenaran
pencantuman kata yang menyatakan nilai
isi bersih, berat bersih, atau netto untuk
BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam

berat atau volume;

20. melakukan pendataan penandaan pada

label/bungkus BDKT, meliputi kebenaran
pencantumatr kata dan nilai panjang,
jumlah, isi, ukuran, atau luas untuk BDKT

yang kuantitasnya dinyatakan dalam

panj&ng, luas, atau jumlah hitungan;

21. melakukan pendataan penandaan pada

label/bungkus BDKT, meliputi kebenaran

pencantuman kata dan nilai bobot tuntas,

berat tuntas, atau drained uteight untuk
BDKT yang bersifat padat dalam suatu

media cair, selain pencantuman kata dan

nilai isi bersih, berat bersih, atau netto;

program kerj a

penyaji;

program kerla

22. melakukan .. .
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22. melakukan pendataan penandaan pada

label/ bungkus BDKT, meliputi kebenaran
pencantuman kata dan nilai berat tabung
kosong atau berat kclsong untuk BDKT gas

cair, selain pencantuman kata dan nilai isi
bersih, berat bersih, atau netto;

23. melakukan pengujian kebenaran kuanta
(ukuran bersih, isi bersih, berat bersih atau
jumlah hitungan) BDKT meliputi kebenaran
kuanta terhadap BDKT pada saat produksi
(Pre Market);

24. melakukan pengujian kebenaran kuanta
(ukuran bersih, isi bersih, berat bersih atau
jumlah hitungan) BDKT meliputi kebenaran

kuanta terhadap BDKT yang berada di
pasaran/ berdasarkan hasil pengaduan (Post

Marlcet\;

25, menyusun konsep Berita Acara Pengamatan

BDKT;

26, melakukan perhitungan hasil pengujian
kebenaran kuanta;

27 . menyr-tsun surat keterangan hasil pengujian

BDKT;

28. menyampaikan Peringatan Pertama kepada

produsen/importtr f pengemas BDKT, dalam

hal mengedarkatr, menawarkan,
memamerkan, dan menjual BDKT Yang
ukuran, isi bersih, berat bersih atau

hitungannya kurang dari yang tercantum
pada bungkus/label;

29. menrusun konsep Surat Penarikan BDKT

yang tidak memenuhi ketentuan kesesuaian
pe labelan dan kebenaran kuantitas dari
pe redaran;

30. menyusun rencana kegiatan evaluasi

pelaksanaan pengamatan BDKT;

31. mengolah data hasil peiaksanaan

pengamatan BDKT;

32. melnkukan pemaparan dan pembahasan

su bstan si cvaluasi Pe laksanaan
pengamatan BDKT sebagai Peserta;

33. menyusun ...
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33. menyusun konsep program kerja
pengamatan penggunaan satuan ukuran;

34. mendiskusikan konsep program kerja
pengam atan penggunaan satuan ukuran
sebagai penyaji;

35. merumuskan konsep program kerja
pengamatan penggunaan satuan ukuran;

36. melakukan pengamatan terhadap
penggunaan dan penulisan satuan dan
lambang satuan yang tercantum pada

BDKT;

37. melakukan pcncatatan hasil pengamatan
penggunaan satuan ukuran;

38. menyusun Berita Acara Pengamatan
Penggunaan Satuan Ukuran;

39, memberikan peringatan tertulis pertama

terhadap pengguna satuan ukuran yang

tidak sesuai peraturan perundang-
undangan;

40. melakukan pengambilan hasil cetakan pada

pengumuman atau mencetak bukti
pcngumuman/ memfo to f cara-cara lain
sepanjang sesuai dan dapat diterima
berdasarkan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku sebagai bahan

atas dugaan adanya Pelanggaran;

41. membuat berita acara pengambilan hasii
cetakan pada pengumuman atau mencetak

bukti pengumuman f memfoto f cara-cara lain
sepanjang sesuai dan dapat diterima
berdasarkan ketentuan peraturan

perundangan yang berlaku sebagai bahan

atas dugaan adanya Pelanggaran;

42. menyampaikan hasii cetakan pada

pengumuman atau mencetak bukti
pengumuman/memfoto f cara-cara lain
sepanjang sesuai dan dapat diterima

be rdasarkan ketentuan peraturan

perundangan yang berlaku sebagai bahan

atas dugaan adanya pelanggaran kepada

PPNS Metrologi Legal untuk diproses lebih

lanjut; t

43. menyusun ...
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43. menyusun rencana kegiatan evaluasi
pelaksanaan pengamatan penggunaan
satuan ukuran;

44. mengoiah data hasil pelaksanaan
pengamatan satuan ukuran;

45. meiakukan pemaparan dan pembahasan
substansi evaluasi pelaksanaan
pengamatan penggunaan satuan ukuran
sebagai peserta;

46. merumuskan hasil pembahasan evaluasi
pelaksanaan pengam atan penggunaan

satuan ukuran;

47 . menyusun konsep program kerja
penyuluhan;

48. mendiskusikan konsep program kerja
penyuluhan sebagai penyaji;

49. merumuskan konsep program kerja
penyuluhan;

50, mengidentifikasi sumber bahan dan audiens
penyuluhan;

51 , menyusun konsep bahan dan strategi
penyuluhan;

52, mendiskusikan konsep bahan dan strategi
penyuluhan sebagai penyaji;

53. membuat alat peraga penyuluhan;

54. mendiskusikan konsep /bahan informasi di
bidang kemctrologian dalam bentuk media

cetak/ elektronik sebagai penyaj i;

55. menyusun petunjuk informasi di bidang
kemetrologian dalam bentuk media

cetak/ clektronik berupa banner;

56. menyusun petunjuk informasi di bidang
kcmetrologian dalam bentuk media

cetak/ elektronik berupa selebararr I slide;

57, menyusun petunjuk informasi di bidang
kemetrologian dalam bentuk media

cetak/ elektronik berupa buku;

58. menyusun petunjuk informasi di bidang
kemetrologian dalam bentuk media cetakl
elektronik berupa internet/ media sosial;

59. melakukan ...
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59. melakukan koordinasi dengan pihak/
instansi terkait dalarrr rangka penyuluhan;

60. melakukan koordinasi pelaksanaan

penyuluhan kepada obyek penyuiuhan;

61 . melaksanakan penyuluhan tatap muka
dengan metode kunjungan ke Pasar/Tempat
UTTP berada;

62. membuat bloglmedia sosial;

63. melakukan evaluasi data hasil pelaksanaan

penyuluhan;

64. mendiskusikan konsep laporan hasil
pelaksanaan penyuiuhan sebagai penyaji;

65. merumuskan lapclran hasil pelaksanaan

penyuluhan;

66. menerima dan membuat laporan pengaduan

masyarakat terhadap pelanggaran Undang-

Undang di bidang Metrologi Legal;

67. melakukan inspeksi dugaan pelanggaran

berdasarkan laporan masyarakat;

68. melakukan pengujian yang diperlukan
untuk menentukan seberapa jauh tingkat
kesalahan, masih dalam batas/telah keluar

dari toleransi yang ditetaPkan;

69. melakukan penelitian BDKT dalam hal

adanya pengaduan indikasi penyimpangan;

70. membuat laporan hasil penelitian BDKT

yang diindikasi adanya penyimpangan;

71. menyampaikan paparan hasil penelitian
BDI{T dalam hal adanya pengaduan indikasi
penyimpangan kepada pihak la1n; dan

72. memberikan peringatan kepada pemilik/
pemakai/pemegang kuasa UTTP dalam hal

kesaiah an lpelanggaran masih

dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan'

Pengamat Tera PenYelia:

1. rnendiskusikan konsep program kerja

pengamatan UTTP sebagai Pembahas;

2. melakukan koordinasi dengan aparat

penegak hukum dan instansi terkait dalam

rangka pengamatan UTTP;

3. melakukan .,.
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3. meiakukan pengamatan terhadap
penggunaan U'ntP dan tanda tera;

4. memeriksa dan mengamati dokumentasi
penjinan UTTP;

5. melakukan pencatatan hasii pengamatan

UTTP;

6. membuat Berita Acara Penerimaan UTTP

yang tidak sesuai ketentuan, untuk
diserahkan kepada PPNS Metrologi guna

proses lebih lanjut;

7 . me mbantu / mcmfasilitasi PPNS Metrologi

dalam pengumpulan bukti/ bahan
keterangan dalam rangka penyidikan
pelanggaran UTTP;

8. memberikan keterangan ahli dalam

persidangan perkara pelanggaran UTTP;

9. menganalisis dan menyusun data hasil

pelaksanaan pengamatan UTTP;

i O. melakukan pemaparan dan pembahasan

substansi evaluasi Pelaksanaan
pengamatan UTTP sebagai PenYaji;

1 1. melakukan pemaparan dan pembahasan

s ub sta.n si evaiuasi pelaksanaan

pengamatan UT'|P sebagai pembahas;

12. menyusun database hasil pelaksanaan

pengamatan UTTP;

13. mendiskusikan konsep program kerja

pengamatan BDKT sebagai Pembahas;

14. meiakukan koordinasi dengan aparat

penegak hukum dan instansi terkait dalam

rangka pengamatan BDKT;

15, melakukan penguj ian kebenaran kuanta

(ukuran bersih, isi bersih, berat bersih atau
jumlah hitungan) BDKT meliputi kebenaran

kuarnta terhadap BDKT pada saat produksi

(Pre Market);

16. menyusun konsep Berita Acara Pengamatan

BDKT;

17. menyampaikan Peringatan Kedua kepada

produsen/importir/pengemas BDKT, dalam

hal tidak memenuhi salah satu dari kriteria
penandaan yang diwajibkan oleh Undang-

Undang lentang Metrologi Legal;

1 B. menyampaikan . . .
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18. me nyalnpaikan Peringatan Kedua kepada
produsen/importir lpengemas BDKT, dalam
hal mengedarkan, menawarkan,
memamerkan, dan menjual BDKT Yang
ukuran, isi bersih, berat bersih atau
hitungannya kurang dari yang tercantum
pada bungkus/ label;

19. meiakukan inspeksi tindak lanjut obyek

pengamatan BDKT terhadap peringatan
kedua yang telah disamPaikan;

20. membuat Berita Acara Penerimaan BDKT

yang tidak sesuai ketentuan, untuk
diserahkan kepada PPNS Metrologi guna

proses lebih lanjut;

2 1 . membantu/ memfasilitasi PPNS Metrologi

dalam pengumPulan bukti/ bahan

ketcrangan dalam rangka penyidikan
pelanggaran BDKT;

22. memberikan keterangan ahli dalam

persidangan perkara pelanggaran BDKT ;

23. menyampaikan Surat Perintah Penarikan

BDKT yang tidak sesuai ketentuan kepada

obyek pengamatan BDKT;

24, melakukan inspeksi terhadap penerapan

Surat Perintah Penarikan BDKT;

25. melakukan koordinasi dengan Pejabat

Penerbit Surat lztn Usaha Perdagangan

(SIUP) perihal pencabutan SIUP atas

pelanggaran ketentuan BDKT yang belum

ditarik dari peredaran berdasarkan Surat
Perintah Penarikan BDKT;

26. melakukan koordinasi dengan Pejabat yang

berwenang perihal pencabutan rzin usaha

lainnya atas pelanggaran ketentuan BDKT

yang belum ditarik dari Peredaran
berdasarkan Surat Perintah Penarikan

13DKT;

27 . rnenyampaikan Surat Permintaan

Pencabutan SIUP/ Izrn lainnya kepada

pej abat yang berwenang;

28. menganalisis dan menyusun data hasil

pelaksanaan Pengamatan BDKT;

29. melakukan ...
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29. me lakukan pemaparan dan pembahasan
substansi evaluasi pelaksanaan
pengamatan BDKT sebagai penyaji;

30. melakukan pemap ararr dan pembahasan
substansi evaluasi pelaksanaan
pengamatan BDKT sebagai pembahas;

31. merumuskan hasil pembahasan evaiuasi
pelaksanaan pengamatan BDKT;

32. men)rusun database hasil pelaksanaan
pengamatan BDKT;

33, mendiskusikan konsep program kerja
pcngam alan penggunaan satuan ukuran
sebagai pembahas;

34. melakukan koordinasi dengan aparat
penegak hukum dan instansi terkait dalam
rangka pengamatan penggunaan satuan
ukuran;

35. menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan
pengamatan penggunaan satuan ukuran
kepada obyek pengamatan;

36. meiakukan pengamatan terhadap
penggunaan dan penulisan satuan dan

lambang satuan yang tercantum pada

pengumuman mengenai barang yang dijual
dengan cara diukur, ditakar, dan ditimbarrg
yang dilakukan melalui media cetak, media
elektronik, atau surat tempelan;

37. melakukan pengamatan terhadap
penggunaan dan penulisan satuan dan

lambang satuan yang tercantum pada

pemberitahuan lainnya yang menyatakan
ukuran, takaran atau berat;

38. melakukan pencatatan hasil pengamatan

penggunaan satuan ukuran;

39. menyusun Berita Acara Pengamatan

Penggunaan Satuan Ukuran;

40. melaporkan kejadian yang ditemui di

lapangan secara tertulis kepada pimpinan

unit dan PPNS Metrologi/Penyidik Polri;

41 . memberikan peringatan tertulis kedua
terhadap pengg\lna satuan ukuran yang

tidak sesual

undangan;

peraturan perundang-

42. memberikan ...
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42. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada
PPNS Metrologi dalam rangka penyidikan
penggunaan satuan ukuran;

43, memberikan keterangan ahli pada

persidangan perkara Pelanggaran
penggunaan satuan ukuran;

44. rnenganaiisis dan menyusun data hasil
pelaksanaan pengamatan penggunaan

satuan ukuran;

45. melakukan pemaparan dan pembahasan

substansi evaluasi Pelaksanaan
pengamatan penggunaan satuan ukuran
sebagai penyaji;

46. melakukan pemaparan dan pembahasan

substansi evaluasi Pelaksanaan
pengamatan penggunaan satuan ukuran
sebagai pembahas;

47 . menyusun database hasil pelaksanaan

pengamatan penggunaan satuan ukuran;

48, mendiskusikan konsep program kerja
penyuluhan sebagai pembahas;

49, mendiskusikan konsep bahan dan strategi

penyuiuhan sebagai pembahas;

50. menyusun bahan dan strategi penyuluhan

siap pakai;

51. mendiskusikan konsep/bahan informasi di

bidang kemetrologian dalam bentuk media

cetak I elektronik sebagai pembahas;

52. menyusun petunjuk informasi di bidang
keme trologian dalam bentuk media

cetak/ elektronik berupa koran I majalah I
tabloid;

53. menyusun petunjuk informasi di bidang

keme trologian dalam bentuk media

cetak I elektronik berupa radio ;

54. menyusun pe tunjuk informasi di bidang
kemetrologian dalam bentuk media

cetak I clektronik berupa teievisi;

55. menyusun petunjuk informasi di bidang
kemetrologian dalam bentuk media

cetak lelektronik berupa internet/ media

sosial:

56. melaksanakan ...
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56. melaksanakan penyuluhan tatap muka
dengan mctode kunjungan ke Pasar/Tempat
Ul"fP berada;

57. melaksanakan penyuluhan tatap muka
dengan kelompok masyarakat;

58. melaksanakan penyuluhan melalui media
televisi daerah;

59. melaksanakan penyuluhan melalui media
radio daerah;

60. menganalisis dan menyusun data hasil
pelaksanaan penyuluhan;

61 . mendiskusikan konsep laporan hasil
sebagaipelaksanaan penyuluhan

pembahas;

62. memetakan tingkat dan jenis pelanggaran
Undang-Undang di bidang Metrologi Legal;

63. me nyusun rencana tindakan sebagai
umpan balik pengaduan masyarakat;

64. membuat laporan tertulis tentang
pengaduan dan menyampaikan rencana
tindakan kepada pimpinan unit dan PPNS

Metrologi jika diperlukan tindakan
penyidikan;

65. melakukan inspeksi dugaan pelanggaran
berdasarkan laporan masyarakat;

66. melakukan pengujian yang diperlukan
untuk menentukan seberapa jauh tingkat
kesalahan, masih dalam batas/telah keluar
dari toleransi yang ditetapkan;

67 . memberikan peringatan kepada pemilik/
pemakai/ pemegang kuasa UTTP dalam hal
kesalah an lpelanggaran masih
dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan;

68. membuat laporan kegiatan tanggapan
pengaduan masyarakat; dan

69. memfasilitasi pengumpulan bahan
keterangan/ bukti pelanggaran dalam
rangka penyidikan tindak pidana bidang
Metroiogi Legal.

(2) Pengamat ...
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(2) Pengamat Tera yang melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Pengamat Tera yang melaksanakan kegiatan
pengembangan profesi dan penunjang kegiatan
pengamatan tera diberikan nilai angka kredit
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengamat
Terar yang sesuai dengan j abatannya untuk
melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal B ayat ( i ) maka Pengamat Tera yang berada satu
tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jabatannya
dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan
penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja
yang bersangkutan.

Pasal l0
Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan
sebagai berikut:

a. Pengamat Tera yang melaksanakan kegiatan satu

tingkat di atas jabatanny?, angka kredit yang

diperoieh ditetapkan sebesar BOo/o (delapan puluh
persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini;

b. Pengamat Tera yang melaksanakan tugas satu

tingkat di bawah jenjang jabatanilY&, angka kredit
yang diperoleh ditetapkan sebesar IOO% (seratus

persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 1 1

(1) Pada awal tahun, se tiap Pengamat Tera wajib

menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan

dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

(2). sKP ...
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(2) SKP disusun berdasarkan tugas pokclk Pengamat
Tern yang bersangkutan sesuai dengan jenjang
jabatannya.

(3) Pengamat Tera yang melakukan kegiatan satu
tingkat diatas atau satu tingkat dibawah jenjang
jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
dinilai scbagai tugas tambahan.

(+) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh

Pimpinan Unit Kerja.

(5) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui
dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 12

(1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang

harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil
untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan
jabatan lpangkat Pengamat Tera, untuk:

a. Pengamat Tera dengan pendidikan Sekolah
Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) atau yang sederajat

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

b. Pengamat Tera dengan pendidikan Diploma II
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
dan

c. Pengamat Tera dengan pendidikan Dipioma III
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

(2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

er, paiing rendah BO% (delapan puluh persen)

apgka kredit berasal dari unsur utama, tidak
termasuk pcndidikan formal; dan

b. paling tinggi zooh (dua puluh persen) angka

kredit berasal dari unsllr penunjang'

Pasal I 3

(l) Pengamat Tera yang memiliki angka kredit melebihi

angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan
jabatan dan f atau pangkat setingkat lebih tinggi,

kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan
untuk kenaikan jabatan dan f atau pangkat

be rikutnya,

(2) Pengamat ..,
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(2) Pengamat Tera yang telah memenuhi atau melebihi
angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan
jabatan/ pangkat pada tahun pertama dalam masa
jabatan/ pangkat yang didudukinya, pada tahun
kedua dan seterusnya diwajibkan memenuhi paling
kurang 2ooh (dua puluh persen) angka kredit dari
jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk
kenaikan Sabatan/ pangkat yang berasal dari
kegiatan pengamatan tera.

Pasal 14

Pengamat Tera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I,

golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki

1:angkatnya wajib memenuhi paling kurang 10

(sepuluh) angka kredit dari kegiatan pengamatan tera.

Pasal 1 5

(1) Pengamat Tera yang secara bersama-sama
membuat karya tulis lkarya ilmiah di bidang
pengamatan tera, diberikan angka kredit dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka
pembagian angka kredit penulis yaitu 600/0

(enam puluh persen) bagi penulis utama dan

40% (empat puluh persen) untuk penulis
pe mbantu;

b. Apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka
pembagian angka kredit penulis yaitu SOV>

(lima puluh persen) bagi penulis utama dan
masing-masing 25o/o (dua puluh lima persen)

unluk penulis pembantu; dan

c. Apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis

maka pembagian angka kredit penulis yaitu
40% (empat puluh persen) bagi penulis utama
dan masing-masing zooh (dua puluh persen)

untuk penulis Pembantu.
(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang'

BAB VII
PENILAIAN DAN PtrNETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal i6
(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka

kredit, setiap Pengamat Tera wajib mencatat dan

menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan

dan ...
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dan mengusulkern Daftar Usul Penetapan Angka
I(redit (DUPAK).

(2) Setiap Pengamat Tera mengusulkan secara hirarkhi
DUPAK kepada pejabat yang berwenang paling
kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

(3) Pengamat Tera yang dapat dipertimbangkan
kenaikein pangkatnya, penilaian dan penetapan
angka kredit dilakukan 3 (tiga) buian sebelum
periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA

KRI'DIT, TIM PENILAI DAN PtrJABAT YANG

MtrNGUSUI,KAN ANGKA KREDIT
Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 17

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit,
yaitu:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
Metrologi Kementerian Perdagangan bagi Pengamat
Tera Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan

ruang II I a sampai dengan Pengamat Tera Penyelia,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang IIIId di
lingkungan Kementerian Perdagangan;

b. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi
perdagangan bagi Pengamat Tera Pemula, pangkat
Pengatur Muda, golongan ruang II I a sampai
dengan Pengamat Tera Penyelia, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan
Provinsi; dan

c. Sekretaris Daerah Kabupaten lKota atau Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang

membidangi pe rdagangan bagi Pengamat Tera

Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang
II I a sampai dengan Pengamat Tera Penyelia,

pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di
lingkungan Kabupaten I Kota.

Bagian ...
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Bagian Kedua
Tim Penilai

Pasal 18

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dibantu oleh:

a. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
yang membidangi Metrologi Kementerian
Perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai
Pusat;

b. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk
yang membidangi perdagangan yang selanjutnya
disebut Tim Penilai Provinsi; dan

c. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah
KabupatenlKota atau Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama yang ditunjuk yang membidangi
perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai
Kabupaten lKota.

Pasal 19

( 1) Tim Penilai terdiri atas unsur teknis yang
membidangi pengamatan tera, Llnsur kepegawaian,
dan Pengamat Tera.

('2) Susunan l<e anggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:

a. seoran6l Ketua merangkap anggota;

b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

d. anggota paling kurang 4 (empat) orang.

(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c harus berasal dari unsur kepegawaian.

(4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pengamat

Tera.

(5) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi dari
Pengamat Tera, dapat diangkat dari Pegawai Negeri

Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai
pre stasi kcrja Pengamat Tera.

(6) Syarat untuk menjadi Anggota, yakni:

a. menduduki jabatan/ pangkat paling rendah
sama dengan jabatan lpangkat Pengamat Tera

yang dinilai;
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b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk
menilai prestasi kerja Pengamat Tera; dan

c. dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 20

( I ) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai
ditetapkan oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi Metrologi Kementerian
Perdagangan untuk Tim Penilai Pusat;

b. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang
membidangi perdagangan untuk Tim Penilai
Provinsi; dan

c. Sekretaris Daerah Kabupaten lKota atau
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk
yang membidangi perdagangan untuk Tim
Penilai Kabupaten I Kota.

(2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk,
penilaian prestasi kerja Pengamat Tera dapat
dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain
terdekat atau Tim Penilai Pusat.

(3) Apabila Tim Penilai Kabupaten lKota belum dapat
dibentuk, penilaian prestasi kerja Pengamat Tera

dapat dimintakan kepada Tim Penilai
KabupatenlKota lain terdekat, Tim Penilai Provinst
yang bersangkutan, Tim Penilai Provinsi lain
terdekat, atau Tim Penilai Pusat,

Pasal 2 1

(1) Masa jabatan Arrggota Tim Penilai selama 3 (tiga)

tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa
jabatan berikutnya.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota

Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-
turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui
masa tcnggang waktu I (satu) masa jabatan.

(3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut
dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat

Anggota Tim Penilai pengganti.

(4) Anggota Tim Penilai Pengganti sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat dari

Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi

untuk menilai prestasi kerja Pengamat Tera.

Pasal 22 ...
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Pasal 22
'l'ata kerja dan tata cara peniiaian angka kredit
Pengamat, Tera ditetapkan oleh Menteri Perdagangan
selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional
Pengamat Tera.

Bagian Ketiga
Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 23

Usul penetapan angka kredit Pengamat Tera diajukan
olch:

a. Pej abat administrator yang membidangi
kepegawaian pada unit kerja Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi kepada
Pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan,
bagi Pengamat Tera Pemula, pangkat Pengatur
Muda, golongan ruang II I a sampai dengan
Pengamat Tera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I,

golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian
Perdagangan;

b. Pejabat administrator yang membidangi
kepegawaian pada unit ker.la Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama yang membidangi perdagangan
kepada Sekretaris Daerah atau Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi
perdagangan bagi Pengamat Tera Pemula, pangkat
Pengatur Muda, golongan ruang II I a sampai
dengan Pengamat Tera Pe nyelia, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang IIIid di lingkungan
Provinsi; dan

c. Pej abat administrator yang membidangi
kepegawaian pada unit kerja Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama yang membidangi perdagangan
kepada Sekretaris Daerah atau Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi
perdagangan bagi Pengamat Tera Pemula, pangkat
Pe ngatur Muda, goiongan ruang lI I a sampai
dengan Pengamat Tera Penyelia, pangkat Penata

Tingl<at I, golongan rLtang III I d di lingkungan
Kabupaten lKota.

Pasal 24 ..,
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Pasal 24

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang menetapkan angka kredit, digunakan
untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan

dan / atau pangkat Pengamat Tera sesuai dengan

peraturan perundang-undan gan.

(2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan

angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh

Pengamat Tera yang bersangkutan.

BAB IX

PENGANGKATAN DALAM JABA'I'AN

Pasal 25

Pengangkatan Pegau'ai Negeri Sipil dalam Jabatan
Fungsional Pengamat Tera ditetapkan pejabat yang

berwenang sesuai dengan peraturan perundang-
urrdangan.

Pasal 26

(1) Pengangkatan pertama kali Pegawai Negeri Sipil
dalam .Jabatan Fungsional Pengamat Tera, harus

memenuhi syarat:

a. berijazah paling rendah SMU/SMK atau yang

sederaj at;

b. pangkat paling rendah Pengatur Muda,

golongan ruan g II I a;

c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
fungsional Pengamat Tera;

d. mengikuti uJi kompetensi dan memperoleh

sertifikat komPetensi; dan

e. nilai prestasi kerla paling kurang bernilai baik
dalam i (satu) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan pertama kali daiam Jabatan
lrungsional Pengamat'lera sebagaimana dimaksud
pada ayat ( i ) merupakan pengangkatan untuk
mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai

Negeri Sipil.

(3) Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi jabatan

Pe ngamat Tera se telah diangkat sebagai Pegawai

Negeri Sipil paling lama 2 (dua) tahun harus

mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan

fungsional Pengamat Tera dan uji kompetensi.

(a) Pegawai ...
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(4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun setelah
mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
serta uji kompetensi harus diangkat dalam Jabatan
F ungsional Pengamat Terer.

PasaI 27

(l) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain
ke dalam Jabatan Fungsional Pengamat Tera dapat
dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat ( 1);

b. memiliki pengalaman di bidang pengamatan
tera paling kurang 2 (dua) tahun; dan

c. berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama
dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang
jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka
kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit.

(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan dari Ltnsur utama dan dapat
ditambah dari unsur penunjang.

BAB X
UJI KOMPETENSI

Pasal 28

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan
profesiclnalisme Pengamat Tera yang akan naik
jenjang jabatan harus mengikuti dan lulus uji
kompetensi.

(2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan.

BAB XI
FORMASI

Pasal 29

( 1) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1),

pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Irungsional Pengamat Tera dilaksanakan sesuai

formasi.

(2) Penetapan ...
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(2) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengamat
Tera didasarkan pada indikator, antara lain:

a. jangkauan wilayah;

b. potensi UT'|P, BDKT yang beredar, dan
penggunaan satuan ukuran pada UTTP, BDKT,

dan media lainnya;

c. jumlah wajib tera UTTP; dan

d. jumlah pelaku usaha UTTP dan BDKT.

(3) Penetapan formasi Jabatan F'ungsional Pengamat

Tera didasarkan pada analisis beban kerja.

BAB XII
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN

KEMBAI,I DAN PEMBtrRHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara

Pasal 30

(1) Pengamat Tera Pemula, pangkat Pengatur Muda,
golongan ruangllla sampai dengan Pengamat Tera
Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III I c,

dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
menduduki jabatan/ pangkat tidak dapat
memenuhi angka kredit untuk kenaikan
jabatan lpangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Pengamat Tera Penyclia, pangkat Penata Tingkat I,

golongan rualrg III I d, dibebaskan sementara dari
jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki
pangkat tidak dapat memenuhi angka kredit paling
kurang l0 (sepuluh) dari pengamatan tera.

(3) Selain pembebasan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat ( t ) dan ayat {2)l, Pengamat
'l'era dibcbaskan sementara dari jabatannya,

apabila:

a. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri

Sipil;

b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan
Fr-rngsional Pengamat Tera;

c. menJ:riani cuti di luar tanggungan negara,

kecuali untuk pe rsalinan anak keempat dan

seterusnya; atau

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam)

bulan.

Bagian ...
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Bagian Kedua
Pengangkatan I{embali

Pasal 3 1

( 1) Pengamat Tera yang dibebaskan sementara karena
tidak dapat memenuhi angka kredit sebagaimana
dimaksud dalam dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat
(2), diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional
Pengamat. Tera se telah memenuhi angka kredit
yang disyaratkan paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Pengamat Tera yang dibebaskan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3)

huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan
Fungsional Pengamat Tera apabila pemeriksaan
oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada

putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dan ternyata bahwa yang

bersangkutan tidak bersalah.

(3) Pengamat Tera yang dibebaskan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3)

huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan
Irungsional Pengamat Tera apabila berusia paling
tinggi berusia 56 (iima puluh enam) tahun.

(4) Pengamat Tera yang dibebaskan sementara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3)

huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan
Fungsional Pengamat Tera, apabila telah selesai

menjalani cuti diluar tanggungan rregara dan telah

diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(5) Pengamat Tera yang dibebaskan sementara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3)

huruf d, diangkat kembali dalam Jabatan
Fungsional Pengamat Tera, apabila telah selesai

menj alani tugas belal ar.

(6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional
Pengamat Tera sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (a) dengan menggunakan angka kredit
terakhir yang dimilikinya.

(7) Pengangkatan kembaii dalam Jabatan F ungsional
Pengamat Tera sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dan ayat (5) dengan menggunakan angka kredit
terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan

angka kredit dari pengembangan profesi yang

diperoleh selama pembebasan sementara.

Bagian ...
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Bagian Ketiga
Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 32

Pengamat Tera diberhentikan dari jabatannY&, apabila:

a, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak

dibebaskan sementara dari jabatannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)

trdak dapat meme nuhi angka kredit yang
disyaratkan untuk kenaikan jabatan I pangkat
setingkat lebih tinggi;

b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak
clibebaskan sement ara dari j abatannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)

dan ayat (3) tidak dapat memenuhi angka kredit
yang ditentukan; atau

c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, kecuali
hukuman disiplin berupa penurunan pangkat
setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah.

BAB XIII
PBNURUNAN JABATAN

Pasal 33

( 1) Pengamat Tera yang dijatuhi hukuman disiplin
tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka
penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai
j.njang jabatan yang baru.

(2) Penilaian prestasi kerya dalam masa hukuman
disipiin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Pasai 34

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan
pemberhentian dan penurunan jabatan dari Jabatan
Fungsional Pengamat Tera, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30, Pasal 3 1, dan Pasal 32 ditetapkan oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau
pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-

undangan,

BAB XIV ...
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BAB XIV
PENYESUAIAN (/AIPASS/ITG) DALAM JABATAIV DAN

ANGKA KRtrDIT

Pasal 35

( 1) Pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini
ditetapkan, Pegawai Negeri Sipil yang telah dan
masih melaksanakan tugas di bidang pengamatan
tera berdasarkan keputusan pejabat yang

berwen&ng, dapat disesuaikan (di-inpassing) dalam
Jabatan Fungsional Pengamat Tera,

(2) Penyesuaian (inpassingl ke daiam Jabatan
Fungsional Pengamat'fera sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. berijazah paling rendah SMU/SMK atau yang

sederajat;

b. pangkat paling rendah

golongan ruan g II I a;

Pengatur Muda,

c. telah memiliki sertilikat pendidikan dan

pelatihan Pengamat Tera; dan

d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik

dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian

(lnpassing) dalam Jabatan Fungsional Pengamat
'lerar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

(4) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi

Pegawai Negeri Sipii yang akan disesuaikan (di-

inpassing) scbagaimana dimaksud pada ayat (1),

dalam melaksanakan penyesuaian (inpassing) periu

mempertimbangkan formasi Jabatan Fungsional

Pengamat Tera.

BAB XV

KtrTEI\'IUAN PtrNU'I'UP

Pasal 36

Ketentuan pelaksanaan Peratu ran Menteri ini diatur

le bih lar1ut oleh Menteri Perdagangan dan Kepala

Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 37 ...
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Pasal 37

Pcraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar se tiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2014

MtrN'IERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI
RtrPUBLIK INDONESIA.

AZWAR ABUBAKAR
Diundangkan cii .Jakarta
pada tanggal 18 November 2OI4

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA.

AMIR SYAMSUDIN

BtrRITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI4 NOMOR T796

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMEN'I'ERIAN PANRB

Kepaler Biro I-i munikasi dan Informasi Publik

Suryatman

ffi
w
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zuNCIAN KEGIATAN PENGAMAT TERA DAN ANGI{A I{REDITI{ITA

LAIVIPIRAN I

PERATIIRAN MENTEzu PENDAYAGIINAAN APARATUR NENARA
DAN REFORMASI BIROITRASI

NOMOR 33 TAHI N 2OL4

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT TERA
DAN A-IYGKA I{REDITI{YA

NO TINST]R SIIB UNSIIR BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL ANGKA
ITREDIT

PELAKSANA I{EGIATAN

f 2 3 4 J 6 7
I PI'NDIDIKAN A. Pen<iidt]<ar sekolah dan

mcmperoleh rlazah / gclar
Merrgiku ti p e n did ilcan sekolair ci ar: rn c rn p eroleh ljazah I gelal

I Diploma III lliw-ilt tlu Semua Jcn;ang
2. Dipioma II Ijaz-alt 40 Semua Jen1alg
3. SMU/SMK Ilazah 25 Semua je njang

B. Pendidikan dan pelatrhan
fungsiona-l/ teknis Jabatan
Fungsional Pengamat'l'era
serta memperoleh Surat
Tanda Tamat Pcndidrlian dan
Pelatilran (STTPP) atau
sertihkat

Men grku ti p en didikan dan pel atrh an fu ngsional / tel.rris Jabatan
Fungsionai Pengamat Tera serta memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat

I Lamanya lebih dari 96O.;am STTPP/Se rtilikat r5 Sernua jenjang

2. l^amanya antara 641 - 960 janr STTPP/Sertifikat 9 Semua.yenjang

J Lamanya anta-ra 481 - 640 1am STTPP/ Sertrfrkat 6 Semua jenlang

4. Lamanya antara 16 i - 4BO jam STTPP / Serrrfikat ? Semua jenjang

5. l^amanya antara 81 - 1601am STTPP/ Sertjfikat ^ Semua;enjang

6. l-amanya antara 3i - 80 jam STTPP/ Sertifikat I Semua jenjang
.7 Lamanya anta-ra 16 - 30 jam STTPP/ Sertilikat Senrua JenJang

Pendidikan dan pelatihan
Prqjabatan

Mengiku tr p endidikan d an pelatihan praj ab atan

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan trngkat II Sertrfikat Semualenjang
II PENGAMATAN TERA A. Pengamatan UTTP I Persiapan Pengamatan UfiP

a. Menyrsun program kerja pengamatan UTTP

r) Menyusun konsep program kerja pengamatan UTTP Program Kerja 0,050 Mahi-r
2l Mendiskusikan konsep program kerja pengamatan UTTP

a) sebagai penyaji Program Kerja 0,020 Ma].ir
b) sebagai pembahas Prograrn Kerja 0,040 Penyelia
c) sebagai peserta Program Kerja 0,008 Terampil

3) Merumuskan konsep program keq'a pengamatan UTTP Program Kerja 0,0s0 Mairir



NO I.INSUR SUB UNSIIR BUTIR IIBGIATAN SATUAN HASIL ANGKA
KREDIT PELAI(SANA I(EGIATAN

I 2 3 4 J 6 7
b. Melakukan koordinasi dengan aparar_ penegak hulnrm dan

instanrsi terkart dalam rangka prrlganratar UTTP
Surat 0,040 Penyelia

c. Menyiapkan Surat Perintah l'ug,ars (SPT) pengamarar UTTP SPf 0,o03 Pemula
d. Men.r'iapkan buklr identitas <iiri pengamatal UTTP Laporan 0,oo3 Pemula
e. Menl.iapkan perlengkapan adrnir-ristrasi pengamata:r Ufi'p Cerapan/ Irormulir 0,oo3 Pemula
f Menviapkan peralatan tekn i s .1-;ur g cI iil u tuhkan u n tu k rne ia].rukan

pengarnatan UTTP Laporan 0,00.1 Terampil

2. Peizil*salaa:r pengantatan UT'I'P

d. llfen-l ampaikan pember-itah..l an 1telaksanaan Dengamatan UTTP
kepada ob-v'ek pengalnatan

Surzrt 0,010
Ma-hrr

b. Melaliuka-n penganratal terhadap penggultaan UT'i'p da:t talda
tera

Laporan

0,003 Pemuia
0,004 Terampil
0,0r0 Mahir
0,020 Penyelia

c. Memeriksa dan mengamati dokumentasi perijinan UTTp [-aporan 0,o20 Penyelia
d. Melakukan pengujian arva-l kebenaran UT'|P (ukur ula_ng)

Laporan
0,004 Teramprl
0,o 10 Mahir

e. Melakukan Pencatatan Hasil Pengamatan UTTP

Laporan

0,003 Pemula
0,004 Terarnpil
0,0 l0 Mahir
0,020 Penyelia

f. Menl.usun konsep Bcrita Acara Pengamatan UTTp Berita Acara o,o20 Mahir
g
b' Mcngetrk Berita Acara Pengamatan UTTP Berita Acara 0,003 Pemula
h. lvlen_yampaikan pe ringatan p e rtama kepad a obyek p e n gam atan

UTTP
Surat 0,008

Terampil

I Menyamparkan peringatan kedua kepada obyek perlgamatan
UTTP

Surat 0,010
Mahir

J Melakukan inspeksi tinda,ti lanjut ob1'ek pengamatan tcrhadap
peringatan pertama yang teldr disampaikan

Laporan 0,020
Terampil

Melakukan inspeksi tinda-k lanjut obyek pengamatan UTTP
terhadap peringatan kedua yang telah disarnpaikan

Laporan 0,080
Mahir

I Menibuat Berita Acara Penerrmaan UTTP yang tidak sesuai
ketentuan, untuk diserahkan kepada PPNS Metrologi guna
proses lebih lanjut

Benta Acara 0,040 Penyelia

m. Membantu /memfasilitasi PPNS Metrologi dalam pengumpulan
bu kti / bahan kete ran gan d al am ran gka p e nl"idikan pelan ggaran
UTTP

Berkas 0,040 Penvelia



NO IINSTIR SI'B IJNSUR BUTIR KBGIATAN SATUAN HASIL ANGKA
I{REDIT PELAKSANA I{EGIATAN

7 2 3 4 5 6 7
Memberikarr keterangan ahli dalam persidangan perkara
pelanggaral U1TP

Laporan 0,060 Pen_1,elia

Evaluasi da:i llelaporal hasil pelaksanaar pengalnatan UTTp

d. I\{ en1-u su ri i'c irca:l a kegiatan evalu asi p elaksanaan p engamatax
UT'I'P

Rencana kegiatal 0,020 Mahir

b. Meir$irriplrlkan data hasrl pelaksanaan pengamatan UfTP
lSerkas

0,o06 Pernula

0,008 Terampil
Mengolah Cata irasil pelaksanaan pengarnatan UTTP Laporan 0,020 Mairir

d. \tlengan:rirsrs dan rnen\rlsun data hasil pelaksanaan pengamatan
UT'IP

Laporan 0,040 Penvelia

e. I\{ elak Lr kzrn pemapa-ran d an pembahasan su b stan si evalu asi
pclaksan:ran pengamatan UTTP:

r) seoagai IlenJ'ajr Laporarr 0,040 Penl'elia
2) sebagar pembalras Laporan 0,040 Penyeiia

3) sebagar peserta Laporan
0,008 Terampil

0,o20 Mahir
Merumuskan hasil pembahasan evaluasi pelaksanaan
pengarnatan UTTP

Laporan 0,020
Mahir

g
b' Menl'usun database hasil pelaksanaan pengarratan UTTP Laporan 0,040 Penye lia

B, Pcneamatan BDKT I Persiapan pengamatan BDKT
a. Menlrrsun program kerla pengamatan BDKT

ll Men\.tsun konsep program kerja pengamatan BDKT Prograr:r Kerja 0,050 Mahir
Mendiskusikan konsep program kerja pengamatan BDKT

a) seDaga-l pcnyaJt R-ogram Kerj'a 0,040 Mahir
b) sebagar pembahas Program Kerja 0,080 Penyelia

c) sebagai peserta Program Ke{a 0,016 Terampil
3) Merumuskan konsep progra-rn kerja pengamatan BDKT Program Kery'a 0,050 Mahir

b. Melakukan koorciinasi dengan aparat penegak hukum dan
instansi terkart dalam rangka pengalnatan BDKT

Surat 0,040 Pen-yelia

c. Meny"iapkan Surat Penntah Tugas (SPT) pengamatan BDKT SPT 0,o03 Pemula
d. Menyiapkan bukti identitas diri pengamatan BDKT Laporan 0,003 Pemula
e. Menyiapkal perlengkapan administrasi pengarnatan UTTP Cerapan / Fonnulir 0,o03 Pemula
f Meny'iapkan peralatan teknis yang dibutuhkan untuk melakukan

pengamatan BDKT
Laporan 0,004 Terampil

2. Pel d<sanaan pengamatan BDKT
d. Menyamparkzur pembentahuan pelaksanaan pengamatan BDKT

kepada ob1.ek pengamatan
Surat 0,0i0

Mahir



NO TINSUR SIJB UNSTJR BUTIR I{EGIATAN SATUAN IIASIL ANGKA
KREDIT PELAKSANA KEGIATAN

! 2 3 4 5 6 7
b. Melakukan pendataan penandaan pada label/bungkus BDKT,

meliputi:

r) Penggunaan Bahasa Indonesia 1'ang jelas dan mudah
dimengerLi

Laporal o,oo3 Pe muia

0,00.4 Telrr- ,rr l

2l Pengg:naan Bahasa selain Bahasa indonesia,angka arab dait
huruf latrn ;'ang tidak memilikr padanannya

Laporan o,004 Terarrritrl

3) Kekuatrur label terhaclap kemasal (tidak mudah lepas)
Laporan

0,003 Pc-niitl;r

0,004 'leranrnrl

Kekuatal da;r cstetika penulisan (trdak mudah iuntur)/Liria-ti
mudah rusak, mudah untuk diliirat dan dibaca

Laporan 0.004 Terarnpil

s) Kebenaran pencantuman kata )rarg menyatakar nilai isi
bersih, l;erat bersih, atau netto untuk BDKTyang
kuantrtasnya dinyatakan dalam berat atau volume

Laporan 0,0 10 Maitlr

6) Kebenaran pcncantuman kata dan nilai panjang, jumlah, isi,
ukurarr, atau luas untuk BDKT -yang kuantitasnya
dinvatakan dalam panjang, luas, atau.yumlah hitungan

[.aporar 0,010 Ma.hii

7) Kebena-.a:r pencantuman kata dan nilai bobot tuntas, berat
tuntas, atau drarned utetght untuk BDKT yang bersifat padat
dalam suatu media carr, selain pencantuman kata dan nilai
isi bersih, berat bersih, atau netto

Laporan o,010 Maiti

B) Kebenaran pencantuman kata dan nitai berat tabung kosong
atau berat kosong untuk BDKT gas cair, selain pencantumarr
kata dan nila.r isi bersih, berat bersih, atau netto

Laporan 0,005 Maltr

e) Ukuran tinggi huruf dan angka kuantitas nomrnal Laporan o,oo2 Terampil
10) Pen u Ii san la-rnbang satu arr Laporan o,004 Teramprl

c. Melakukan pengujiaa kebenaran kuanta (ukuran bersrh, isi
bersih, berat bersih atau jumlah hitungan) BDKT, meliputi:

r) Kebenaran kuanta terhadap BDKT pada saat produksi (pre
Morket)',

Laporan 0,010 Mahir

o,020 Penyelia

2l Kebenaran kuanta terhadap BDKT yang berada di pasaran /
berdasarkan hasil pengaduan (Post Marketl;

Laporan 0,004 Terampil

0,010 Mahir
d. Menyrrsun konsep Berita Acara Pengamatan BDKT

Berita Acara

0,008 Terampil

0,020 Mahir

0,040 Penyelia
e. Mengetrk Berita Acara Pengamatan BDKT Berita Acara 0,003 Pemula



NO TINSIIR SUB TTNSIIR BUTIR KEGIATAN SATUAN TIASIL ANGKA
IiREDIT PELAKSANA I{EGIATAN

7 2 3 4 5 6 7
f Melakukal perhitungan hasil pengujian kebenaran kualta Laporan 0,020 Mahir
d Menyrrsurr surat keterangan hasil perrgujian BDKT Surat 0,010 Mahir
ir Menyampaikal Pcringatan Pertama kepada produsen/irnporriil

pengemas BDKT, daiam hal:
l\ Tidak memenuhi salah satu dan kritena penandaan )'ang

ditentukan oleh Undang-Undang tentang Metrologi Legal
Surat 0,008 Terampil

2l M en geda rk all. rn ena\l'arkan, mern aJrrerkan, d an menj u al
BDKT vang ukura:r, isi bersih, berat bersih atau hitunganll)'a
kurang dair 1':urg tercantum pada br.rngkus/labei

Surat 0,020 Mahir

Menyam parkan Pe rin gatan Kedua kep acla produ sen / im portrr 7

pengemas BDKT, clalam hal :

t) Tidak rnemenuhi salah satu dari kriteria penandaan ya:rg
dirva.libkan olel.r Undang-Undang tentarlg Metrologi Legal

Surat 0,040 Penyelia

c\ Mengedarkarr, merlawarkan, memalnerkan, dan men;ua1
BDKT-vang ukurarr, isi bersih, berat bersih atau hitungann)-a
kurang dari 1'ang tercantum pada bungkus/label

Surat 0,040 Penyelia

J N{elakukan inspeksi undak lanjut obyek pengamatan terhadap
peringatan kedua yang telah disampaikart

Laporan o,040 Penyelia

k. Membuat Berita Acara Penerimaan BDKT 1'ang tidak sesual
ketentuan, untuk drserahkan kepada PPNS Metrologi guna
proses lebih lanjut

i]erita Acara 0,040 Penyelia

Membantu /mcmfasilitasi PPNS Metrolog dalam pengumpulan
bukti/ b ah an kete ran gan d a-lam ran gka penyidikan pelanggaran
BDKT

Berkas
0,040 Penyelia

m. Memberikan keterangan a-Lli dalam persidangan perkara
pelanggaran BDKT

Laporan 0,060 Penyelia

Menl'usun konsep Surat Penarikan BDKT yang tidak memenuhi
ketentuan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas dari
peredaran

Surat 0,020 Mahrr

o. Menyamparkan Surat Perintah Penarikan BDKT yang tidak
sesual ketentuan kcpada obyek pengamatan BDKT

Surat/Laporan 0,020 Penyelia

p Melakukan inspeksi terhadap peneraparl Surat Perintah
Penarikan BDKT

Laporan 0,040 Penyelia

q. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Penerbit Surat lzin Usaha
Perdagangan (SIUP) perihal pencabutan SIUP atas pelanggaran
ketentuan BDKT yang belum ditarik dan peredaran berdasarkan
Surat Perintah Penarikan BDKT

Surat o,060 Penyelia
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NO IINSIIR SIJB UNSTTR BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL ANGKA
I(REDIT PELAKSANA I(EGIATAN

I 2 3 4 5 6 7
r Melakukan koorclirrasi dengan Pejabat _1'ang benvenang perihal

pencabuta;r rzrn usaha larnnya atas pelanggaran ketenfuan
BDKT yang l;elil:n ditarik dari peredaran bcrclasa_rkan Surat
Perintah Penaiil<arr BDI(T

Surat o,060 Petr1,s5s

S. Menyiapkan konscll surat permintaan pencabuta:r SIUp/lzrn
iainnva

Surat o,o r2 Teramprl

t Mengetrk koriseit surat permirrtaatr Dencai;utan SIUP/lzin
larnnva

Surat 0,006 Pemula

ll MenYarnpaikzrrr surat l)ermintaan Pe.cabutarr siup/Izin rainnva
kepada pelai:irt -r,ang benvenang

Surat/Laporan 0,060 Penl'elia

lv{eminta ir:rni:usan / salinan Surat Perintair i)cncabutan
SiUP/Izur iitrnrr-r'a clad pe-1abat _},atlg benverralg

Surat 0,012 Terampil

J. Evaluasi dan pclrrpor:rn hasil pelaksanaan perlgarrlatar BDKT
d-- Menyusun rencarla kegiatan evaluasi pela_ksanaari pengamatan

BDKT
Rencana kegiatan 0,030 Ivlahir

Mengumoulkan data irasil pelaksanaan pengamatan BDKT Berkas 0,006 Pemula

0,o08 Terampil
C, Mengolah clata hersil pelaksanaan pengamatan BDKT Laporan 0,020 Mairir
d. Mengarahsis dan rnenJ.llsun data hasil pelirksanaan penganratan

BDKT
Laporan 0,040 Penl'elia

e. Melakukan pernaparan dan pembahasan substansi eva-luasi
pela-ksanaan pcngarnatan BDKT;

r) sebagar penva.;i Laporan 0,040 Penl'eL.a
?l sebagar pernbahas Laporan o,040 Penyelia
3) seDagar peserta Laporarr 0,008 Teramprl

0,020 Mahir
f
I Merumuskar: hasil pembahasan evalllasi peiaksanaan

pengamatan BDKT
Laporan 0,040 Penl'elia

g. Menyusun database hasil petaksanaan pengarnatan BDKT Database 0,040 Pen-yelia

Pengamatan Penggunaan
Satuan Ukuran

i Persiapan pengamatan penggunaan satuan ukuran
d. Menyusun program kerja pengarnatar penggunaan satuan

r) Menyusun konsep prograrn kerja pengamatan penggunaan
satuan ukurarr

Program Kerja 0,020 Mahir

.)\ Mendiskusikan konsep program kerja penganratan
penggunaan satuan ukuran
a) | sebagai penyaji Program Kerja 0,010 Mahir
b) |sebagar pernbahas Program Kerja o,o2Q PenS'elia



NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN IIASIL AIIGI{A
KREDIT PELAKSANA KF,GIATAN

I 2 3 4 5 6 7
c) l sebagar peserta Program Kerja 0,008 Terampil

3) Merumuskan konsep prograln kerja pengamatan penggunaan
satuan ukrrran

Progran-l Kerja 0,010 N{ahir

b. It'lclakr-rkan koordrnasi derrga_n aparat penegak hukum dan
instansj terkart dalaln ralgka penganatan penggunaan satuarr
ukuran

Surat 0.040 Penvelia

L Men_viapkan Surat Perir-rrah Tugas (SPT) pengantatan penggunaarl
satuan ukuran

SPT 0,006 Pemula

ri Menf iapkan bukti rdentitas dui pengarnatan penggunaan satuan
ukrtran

Laporarr 0,006 Pemlrla

e. I\4 en,viapkan p c rle ngkap an administrasi pengarn at an penggu n aan
satuan ukurarr

CeraJran/ Formulir 0,006 Penr ula

I Men,yiapkan pcralatari teknis yang dibutuhkan untuk melakukan
pengamatan per)&qunaan satuan ukurarr

Laporan 0,004 Terampil

z- Pela ksanaan pengamatan penggunaan satuan ukuran
d. Me nyam palkal pe m be ritahuan pelaksanaan pengamatan

penggunaan satuan ukuran kepada obyek pengamatan
Surat 0,020 Penl.elia

Illelakukan penga,rnatan terhadap penggunaan dan penulisan
satuan dan larnbartg satuan 1'ang tercantum pada:

1) UTTP [,aporan 0,006 Pcmula

0,008 Terampil
BDKT [,aporan 0,005 Ma]rir

?rrl pengumumal menge nar barang yang dijual dengan cara
diukur, ditakar, dan ditimbang yang dilakukan melalui media
cetak, media elektronik, atau surat ternpeian

Laporan 0,020 Pen1rg1i3

4] pemberitairuan lainnya yang menyatal<an ukuran, takaran
atau berat

Laporan 0.020 Penyelia

Melakukar-r pencatatan hasil pengarnatan penggunaan satuan
ukuran

Laporan 0,003 Pemula

0,004 Terampil
0,010 Mahir
0,020 Penyelia

d. Menl'usun Berita Acara Pengamatan Penggunaan Satuan Ukuran Berita Acara 0,004 Terampil
0,010 Mahir

0,020 Pen-velia
e. Mengetik Berita Acara Pengamatan Penggunaan Satuan Ukuran Berita Acara 0,003 Pemula

Melaporkan keladian yang ditemui di lapangan secara tertulis
kepada pimpina:r unit dan PPNS Metrologi/Penyidik Polri

Laporan 0,020 Penyelia

g
b' Mernberikan peringatan tertulis pertama terhaciap pengguna

satuarl ttkuran i'ang tidak sesuai peraturan perur-rdang-
urrdangan

Surat 0,010 Mahir
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NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL ANGKA
I(REDIT PELAKSAflA I(FEIATAN

I 2 3 4 5 6 7
h. Irilemberikan peringatan tertulis kedua terhadap pengguna

satuan ukuran yang tidak sesuai peraturan perundang-
undangan

Surat U,U+U Penyelia

I Melakukan pengambilan hasil cetakarr pada pengumurnatt atau
rn encetak bukti pengumuman / memfoto / cara-cara larn sepan1 ang
sesual dan dapat ditcrima berdasarkan ketentuat-t peratura;l
perundangan I'ang berlaliu sebagai bahan atas dugaan adan_1'a
pelangqaran

Doliunren 0,010 1\,1ahir

J i\ilernbuat Benta Acara penganrbilan hasil cetakan pada
pengunlLlman atau mencetak bukti pengumumalr/ nrernloto / cara
cara Iarn sepanjang sesual dan dapat diterima berdasarkan
ketcntrian peraturan cerundangan yarg berlaku sebagai bahan
atas dugaan adalya pelanggaran

13erita Acara 0,0 l0 i\,{ a}r r r

Menyamparkan hasil cetakan pada pengumuman atau mencetali
bukt i pe ngu m u nr an / mem fo to / cara- cara larn sepan; arlg se su ai
dan dapat diterima berdasarkan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku sebagai bahan atas dugaan ada_nya
pelanggaran kepada PPNS Metrologi untuk diproses lebih lanjut

Lalloran 0,0 r0 lvl ahir

I Mernberikan fasilitasi dan bantuan kepada ppNS Metroiogi dalam
rangka penyidikal penggunaan satuan ukuran

Berkas 0,020 Pcnyelia

m. Mernberikan keterangan ahli pada persidangan perkara
pelanggaran penggunaan satuarr ukuran

Laporan 0,020 Penyelia

J. Ett'a

satr
uasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengamatan penggunaan
an ukural
Mcnyusun rencana kegiatan evaluasi peiaksanaan pengamatan
pen&qunaan satuan ukuran

Rencarra kegiatan 0,010 N'latrir

b. Mengumpulkan data hasil pelalisanaan pengamatan penggunaan
satuan ukuran

Berkas 0,003 Pemula

0,004 Terampil
Mengolah data hasil pelaksanaan pengarnatan penggunaarr
satuan ukuran

Laporan 0,0 l0 Mahir

d. Menganalisis dan melt1rusun data hasil peiaksanaan pengamatall
penggunaan satuan ukuran

Laporarr 0,020 Pen5'elia

e. Melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi
pelaksanaan pengarnatan penggunaan satuan ukuran :

i) seoagar penyajl Laporan 0,020 Penyelia
2) sebagai pembahas Lapora:r 0,020 Penyelia
J,' sebagai peserta Laporan 0,004 Terampil

0,010 Itlahir



NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL ANGI{A
KREDIT PELAXSANA KEGIATAN

7 2 3 4 5 6 7
f Me

per
umuskan hasil pembaJrasan evaluasi pelal<sanaan
gamatan penggunaan satuan ukuran

Laporarr 0,010 Mahir

Ib. Men_\'usun database hasil pelatsanaan pengarnatan p"',ggir-,ril
satuan ukuran

I)atairasc o,020 Pe ny'e lia

n Pcntrrluhan M asvarakat t. Per

ĉl-

b.

d.

rap

\4"
2l Penl'slqhan Metrologi l-cgal

:'r]'usun prograrn kerla perrl'uluhal
LJ

^

3)

M"

T
2l

Jt

4l

s)

=bl

rvlcn_\.Llsun Konsep progran'I kerja pen1,uluha;r Progr-arrr i'.r:l'ja 0,020 N4ahir
MCrrolstiuslKalt konsel) i)rogr-iurl kerja penl,uluharr
al lseuagiu penyajr

@
Prograrn Kerlir 0,010 Mahir
Prograrn Iicrla 0,040 Penyelia

c) | sebagal peserta Progranr iierya 0,004 Terarnpil
.vrcrumusKan Konsep prograln l.(erJa penluilritarl

-r'iapkan Bahan da-rr Strategi Penluluhan
Progranr iierla o,0I0 Mahir

1\{engrdentlltkasl surnber bahan dan audiens penvuiuhan Laporan 0,010 Mahir

rvr cnBrr lvenrarrSasr Danan p en-yulunan
Menl'usun konsep bahan dan strategi pen5.rrluhan

Berkas

Laporan

0,008 Terampil
0,050 Mahir

a, lse oagal pen)'aJr

ffi Laporal 0,0 i0 Mahir
L,apolarr 0,040 Penyelia

cl 
I 
sepagat peserta

frl""y*
Laporan

Laporar

0,004

0^080

Terampil

Perryelia
vrcrnLluar arar peraga penFllunan Alat Peraga 0,010 Mahir

MCI

dali

rclrst{uslkan konsep/bahan informasi di bidang kernetrologial

m bentuk media cetak/elektronik :

Mer
ben

Tl
alq
JIJ
s) 

|

ril
=T-ttl I

aJ lscDagar penyaJr Laporan 0,010 Mahir
u, lseoagat pemDanas Laporarr 0,020 Penyelia
c, 

I 
seoagat peserra

r]
tuk media cetak/elektronik :

LeaJiet

Lapora-rr 0,004 Terampil

Leallet 0,004 Terampil
IJI OSUT

8.""*
Brosur 0,004

0^010

Terampil
Banner Mahir

uereoarar/ slloe Selebaran/> 20 stide 0,010 Mahir
r'uKu Buku 0,010 Mahir
l\oran/ lvlaJara.n/ I aololo, Terbitan 0,040 Penyelia
Kaolo Siaran 0,040 Penyelia



NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGTATAN SATUAN HASIL ANGI{A
KREDIT

PELAKSANA KEGIATAN

7 2 3 4 5 6
B) Tcler,isi Siaran 0.020 Penl'elia
Q\ I nternet / nred ia sosial Ta1'angan 0,004 Terampil

o,o l0 Mahir

o,020 Penyelia
e. Meiakrrkan kooi-drnasi dengan pihak /instalsi terkait cialaln

rangka pcnl.uluhan
Surat 0,010 Mahir

iVl c rr_r' i ap kitir S tr rat Pe r-in tah Tu gas (S pT) pe n.ru luharr SF'i' 0,003 Pemula
g
t',- [,ienvraJll<an bukti identitas diri pela]rsanaaJl penyuluhan Laporar: 0,003 Pemula
h M e n-r, i a1:k an p erle ngkapal ad rn i n i st rasi keme trologia_rr cl alarn

rangka pen_vulr.riran
Laporan 0,003 Pernula

'1 Pelaksarraarr I)envuluhan fr,letrologi Legal

.l- iVlclakukarr koorclinasi pela-ksanaan penyuluhan kepacla ob-1,ek
oe nvuluharr Surat

0,010 Mahir

L). Melaksanakan irenvuluhan tatap muka dengan metode
kurrjungan kc Pasar/Tempat UTTP berada

Laporan

0,004 Terampil

0,010 Mahir

0,020 Penyelia
C. Mclalisanakan pcnyuluhan tatap muka dengan kelompok

nrasvarakat
Laporan 0,040 Penyclia

d. It'lelaksanaharr perrl'ulutran mclalui media televisi daeral, Laporan 0,010 Penyelia
e. Melaksarrakarr penyuluhan melalui media radio daeratr Laporan 0,010 Penyelia

Menrbuat Blog/ rnedia sosial Lapora:r 0,005 Mahir
3. Evaluasi dal pelaporan hasil pela.[.isanaan penyuluhan Metrotogi

t egal

a. M e n ginven t ari sir d ata hasil pelaksan aarr pe nyrrl u harr Laporan 0,004 Terampil
b IVlelakukal evaluasi data hasil pelaksanaan penvuluhart Laporan 0,010 Mahir
C. Ir,lenganalrsis dan menlusun data hasil pelaksanaan penyuluhan Laporan 0,020 Penvelia
d.

e.

Merrdiskusikan kor-rsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan:
1) sebagai penyaji Laporan 0,010 Mahi-r
2l sebagai pembahas Laporan 0,020 Pen1,6[i3
3) seDagal peserta laporan 0,004 'ferampil
Merumuskan laporan hasil pelaksa.naan penlruluhan Laporan o,005 Mahir

F' Penanganan Pengaduan
Masyarakat

I Menerima dan rnembuat laporan pengaduan masyarakat terhadap
pelarrggaran Undang-Undang di bidang Metrologi l-egd

Laporan

0,004 Terampil

0,0 r0 Mahir

2 Memetakan tingkat dan jenis pelanggaran undang-Undang di biclang
Metrologi Legal

Laporan 0,020 Penyelia

a Menyusrrn rertcana tindakan sebagai umpan balik pengaduarr
masvarakat

Laporan 0,020 Penl'elia



NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGTATAN SATUAN HASIL ANGKA
KREDIT PELAI(SANA KEGIATAN

I 2 3 4 5 6 7
(+. Membuat laporan tertulis tentang pengaduan dan menyarnpalkalr

rencala tindakan kepada pimpinan unit cian ppNS Metrologi jika
diperl ukan tindakan penyrdikan

I-aporan 0,020 Pen_yelia

lr'lctakukan inspeksi dugaan pelanggaran berdasarkan laporan
masvarakat Laporan

0,050 Mahir

0, io0 Pcr"rvelia
6. I\{e la-lrukan pengujian yalg dipcrlukan u nt u k nrenentukan sellerapa

.jauh trngkat kesalahan, masih dalam t)atas/telah keiuar dari
tolcransi yang ditetapkan

Laporan 0,008 Terampii

I o,o2o

f- qo4o
Mahir

Pen-r'elia

N'lela-tiukan penelitian BDKT dalarn iral aclan,r'a pengaduan indikasi
I)erlvtnrpangan

Laporan 0.00+ Terampil

0,0 r0 Mairir'
B. Mcrnbuat laporan hasil peneiitian BDKT varrg criinclikasi aclany-

penS'impangan
[.aporan 0,00+ Terampil

0,0l0 Mahir
9. Menyampaikan paparan hasil penelitian BDKT dalam hal adanva

pengaduan indikasi penyimpangan kepacla pihak larn
Laporan 0,0 r0 Mahir

[0 M e m be rikan peringatal kepada pen ilik/ pe rn akai / p em egang kuasa
uTfP dalam haj kesalahan/pelanggaran nrasih dimungkinkan untuk
clilakukan pembinaan Surat

0,010 Mahir

o,020 Penyelia

I] Ivlernbuat laporan kegiatan tanggapan pengaduan masyarakat [-aporan 0,020 Penyelia
t2. M emfasilitasi pen gum pu lan bal-an kete ran gan / b u kt i p etanggaran

dalam rangka penyidikan tindak pidana bidang Metrologi tcgai
Berkas 0,040 Pen;'elia

II] PENGEMBANGAN
PROFESI

Pembuatar: karya tulis/karya
ilmiah di bidang pengamatan
tera

Karl'a tulis/ilmia} hasil penelitian/pengkajian /sun'ei/ evaluasi dr
bidang pengamatan tera yang dipublikasikan:
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara

nasional
Buku i 2,5

Sernua jenja-ng

b. Daiam bentuk rnajalah ilmiah Naskah 6 Semua jenjang
2. Kar;'a tulis / ilmiah h asil penelitian / pe ngkaj ian / su rve i / evalu asi di

bidang pengamatan tera yang tidak ctipublikasikan:
d.. Dalam bentuk buku Buku 8 Semua jenjang
b Dalam bentuk makaiah Naskah + Semua jenjang

Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan iimiah hasil gagasan send.iri
di bidang pengamatan tera yang dipublikasikan:

q- Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

Buku 8 Semua jenjang

b Dalam bentuk majalah ilmiah Naskah Semua jenjang
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KREDIT PELAI{SANA I{EGTATAN
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A+ Katya tulis berupa tin3auan atau ulasan ilmiah berupa gagasar

sendiri dalam bidang pengamatan tera yang tidak dipublikasikan:
A Dalarn bentuk buku Buku Semua Jen;ang
h Dalam bentuk makalah Naskali Semua jer-r1ang

q Men_va:nparkan prasaran berupa tir-rjauan, gagasan atau ulasan
ilrnrah dalarn pertemuan ilmiah

Naskzrlr L..) Senrtta jerrlang

6 Menvusrtn buku panduan tentang pengamatan kemetrologian Bukrr Semua lerrjang
B. Penerlemahan/ penyaduran

buku dan bahan-bahan lain di
bidang pengamatar"r tera

I Terje nrairar/saduran dalam bidang pengamata-n tera yang
dipublikasikarr:
2 Dalarn benruk buku yarrg cliterbitkan dan diedalkan secara

nasiortal
Bulcu Sernua lenjang

b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional Naskalr Semua jenlang

2. Terlemaian/sariuran dalam bidang l)engamatan tera yang tidak
dipublikasikan:

a. Dalanr bentuk buku Buku Semua jen;ang

b. Daiam bentuk makalah Makalalr r,5 Semua jcnjang
C. Pembuatan ketentuan

pela-ksanaan dan ketentuan
teknis di bidang pengamatan
tera

i Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pe ngarnatarl
tera

Standar 8 Semua jenlang

z- Menyusun dan atau menyempurna-l.ian pedoman bidang pengamatan
tera

Pcdoman 6 Semua jcnjang

? Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang
pengamatan tera

Juknis Semua jer-r1ang

IV. PENUNJANG
KEGIATAN
PENGAMATAN TERA

A. Pengajar dan atau pelatrh di
bidang pengamatan tera

I Mengajar pada pendidikan formal setiap 2 jam pelajaran Laporan 0,04 Semua jenjang

2. Menga.yar dan atau meiatih pada pendidikan dan latihan petugas
kemetrologian setiap 2 jan pela.yaran

Laporan 0,04 Semua jenlang

B. Peran serta dalam semrnar.
lokaliarya, bimbingan teknis di
bidang pengamatan tera

I Mengikuti seminar/lokakarya/bimbingan teknis dan berperan
^^l-^*-,:

a. Pernrasaran/ penyaji Kaii J Semua jenjang

b. Pem bahas/ moderator / narasumber Kali 2 Semua jenjang

Peserta/ panitia Kali I Semua lenjang
C. Keanggotaan dalam Tim

Penilai
Merrjadi anggota Tim Penilai atau sebagai Tim Teloeis secara aktif Setiap DUPAK/PAK 0,04 Semua.lenjang



NO UNSUR St,B UNSUR BUTIR I{EGIATAN SATUAN HASIL ANGI(A
KREDIT PELAI{SANA ITEGIATAN

7 2 3 4 5 6
n Keanggotaan dalam orgarlisasi

profesi
Menjadi anggota organisasi profesi Nasional

I sebagai Pengurus aktif Tahun Sernua jenjalg
2. sebagar Anggota aktit Tahun U,J Serntra Jen1ang

E. Peroleha:r penghar-gaan / ta,rrda
jasa

J'anda penghargaan/tanda lasa Sat;'a Lntcana Kart':r Satya:

i 30 (tiga puluh) tahun Tanda jasa Semua lenjang
2. 20 (dua puluh) tahun Tanda jasa 2 Sernua jenjang

I0 (sepuiuh) tairun Tanda jasa 1 Sernua jenjang
F. Perolehan gelar kesarjanaan

lainnya
lr,lernperoleh rjazahi gelar kesarjanaan 1,ang trdak sesrrai dengan tugas
pokoknl'a

i Diirlorna II Ijazah .)
.J Sernua jcnlzrng

a
L. Sarjana Muda/Diploma Iil Ijazah Semua jenia:'rg

Kepala

gan aslinya
ANRB

arr Informasi Publik.

MENTERI PENDAYAGUNAAN

DAN REFORMASI BIROKRASI
APARATUR NEGARA

REPUBLIK INDONDSIA

ttd

AZWAR ABUBAI{AR



LAMPIRAJ{ TI

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTATG JASATAN FUNGSIONAI.PENGAMAT TERA
DAI{ ANGI(A I{REDITNYA

JUMLAH ANGKA KR.EDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN /PANGKAT JABATAN FUNGSIONAI PENGAMAT TERA

DENGAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU)/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN {SMKI

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NtrGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,TERIAN PANRB

unikasi dan Informasi Publik

ttd

AZWAR ABUBAKAR

NO. UNSUR PF.PSFI\ITA S,F

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGI(A KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT TERA

PEMULA TERAMPIL MAHIR PENYELIA

II/a rrlb rrlc rr/d l[l/ a rrr/b llll c rrr/ d
I

-t UNSUR UTAMA
A. Pe ndidikan

1. Pendidikan sekolah 25 25 Dq 25 25 25 25 25
2. Diklat

B. Pengamatal tera
C. Pengembarrgarr profesi

> B0% 1/1
LZ 28 44 60 100 140 220

z UNSUR PENUNJANG

Kegatan yang menunj ang pelaksanaan
kegiatan pengarnatan tera

S 2oo/o J 7 i1 i5 25 35 55

JUMLAH 25 40 60 80 100 150 200 300

z+-(

s"f,]

Kepala

URYATMAN



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN AI,AIRT{TUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 33 TAHUN 2U^74

TENTAIYG JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT TERA
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
IJNTUI{ PENGANGTATAN DAiI KENAIKAN JABATAN/PANGXAT JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT TERA

DENGAIY PENDIDIKAN DIPLOMA II IDIII

NO. UNSUR

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT TERA

rt,t(bI,II I ADI' TERAMPIL MAHIR PEIfYELIA
rr/b Il/ c TUd IIll a III/b Ill/c rrr/ d

I UNSUR UTAMA
A. Pendidikan

l. Pendidikan sekolah 40 40 40 40 +U 40 40
2. Diklat

B. Pengamatan tera
C. Pengembanganprofesi

> 80% i6 2) 48 B8 128 208

UNSUR PENUNJANG

Kegiatan yang menunjang pelaksanaan
kegiatan pengamatan tera

s 20ak - 8 T2 22 5)

JUMLAH 40 60 BO i00 150 200 300

Salinan sesuai dengan aslinya
ERIAN PANRB

nikasi dan Informasi Publik.

{tr

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NBGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA.

ttd

AZWAR ABUBAKARURYATMAN



nN*rK 
'EN.AN*KATAN "JH"##ntffiffi'iffi:lHffi*cslo*A,, *ENGAMAT rERA

DENGAN PENDIDIXAN DIPLOMA III (DIII)

LAMPIRAN TV

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN AI'AITATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROI(RASI

NOMOR 33 TAIIUN 20 14

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGA]IIAT TERA
DAN ANGKA KREDITIfYA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA.

ttd

AZWAR ABUBAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
ENTERIAN PANRB

NO. UNSUR PERSENTASE

JENJAIYG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAIT AIYGI{A KREDIT
JABATAN FIINGSIONAI PENGAIITAT TERA

TERAMPIL MAHIR PErrreLre
II/c n/d IIIIa rrr/b III/ c rrr/d

I UNSUR UTAMA
A. Pendidikan

1. Pendidikan sekolah 60 60 60 60 60 60
2. Diidat

B. Pengamatan tera
C. Pengembangan profesi

> 80% 16 32 72 r12 192

2 UNSUR PENUNJANG

Kegiatan yang menunj ang pelaksanaan
kegiatan pengamatan tera

s 2Oo/' A+ B 1B 28 48

JUMLAH 60 BO 100 150 200 300

munikasi dan Informasi Fublik,



ANGKA
{INTUK PEr{rffi UAIAN/ INPASSING

LAMPIRAN V

PERATIIRAIiI MENTERT PENDAYAGI'NAAN APARATTIR ITEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 33 TAIilIN 2OI4
TENTANG JABATAI{ FUNGSIONAI PEHGAIIIAT TERA
DAN ANGI{A I(REDITIIYA

I(REDIT KUMULATIF
BAGI JAEATAN FUNGSIONAI PENGAIVIAT TERA

No.
GOLONGAN

RUANG
STTB/IJAZAII ATAU YANG SETINGI{AT

ANGKA KREDIT DAN MASA KEPAI{GKATAN

KURANG 1 TAHUN 1 TAIIUN 2 TAHUI{ 3 TAHUN 4 TAHUN / LEBIH

I II /a SMU / SMK atau yang seder4jat 25 29 a4 38 JY

2 rrlb SMU / SMK atau yang sederajat 40 43 47 52 57
Diploma II 40 44 48 53 58

3 II /c
SMU / SMK 60 63 68 73
Dioloma II 60 64 69 74 78
Dioloma lll 60 65 70 t5 79

4 il/d
SMU / SMK atau yang sederajat 80 83 87 92 97

Diploma II 80 84 88 93 98
Diploma III 80 85 89 94 99

III/a
SMU / SMK atau yang sederajat ro0 i10 t2r r32 144

Diploma II 100 11i 722 r33 145
Diploma III 100 LT2 r23 134 146

6 rrr/b
SMU / SMK atau yang sederajat 150 161 172 183 195

Diploma II 150 r62 173 184 196

Diploma III 150 163 174 185 r97

r|r/c
SMU / SMK atau yang sederajat 200 221 244 268 290

Diploma II 200 222 245 269 29r
Dioloma III 200 223 246 270 292

8 rrr/d SMU/SMK atau yang sederajat/
DII / DIII

300 300 300 300 300

Salinan sesuai dengan aslinya
ERiAN PANRB

nikasi dan Informasi Publik.

URYATMAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA.

rtd

AZWAR ABUBAKAR


